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Nama Auditi : PT Mahakam Persada Sakti (MPS) 

Ruang Lingkup 

Sertifikasi 

: Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Di Hutan Produksi seluas 

±25.410 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 

Tahapan Kegiatan : Resertifikasi PHL 

Tanggal Audit : 18 – 25 November 2024 

 
 

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN 

RESERTIFIKASI PHL  

a. Nama LPVI : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa 

No. 80 Samarinda.75121 

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 

d. Nomor Akreditasi 

KAN 

: LPVI -017-IDN 

Masa berlaku  20 Maret 2023 s.d. 26 Desember 2025 

e. Penetapan LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023 

Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 Desember 2025 

f. Penanggung Jawab 

LPVI 

: Ir. Kurnia, IPU  

g. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU  

h. Tim Audit : 1. Suhardi/ SHD, (Auditor PHL Bidang Prasyarat/ Ketua Tim Audit 

2. Rafael Satria Harja Sumarta/ RFS, (Auditor PHL Bidang Produksi) 

3. Mahardika Larasati/ LRS,  (Auditor PHL Bidang Ekologi) 

4. Wasis Kuncoro/ WK, (Auditor PHL Bidang Sosial) 

5. Bayu Satria Pramana/ BSP (Auditor VLHH Hulu) 

 

 

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI 

a. Nama PBPH : PT MAHAKAM PERSADA SAKTI (MPS) 

b. Alamat Kantor : Jl. Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT. 45 Kel. Sepinggan Baru Kec. 

Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan 

c. Nomor SK PBPH : No. SK.619/Menhut-II/2010 tanggal 04 November 2010 Jo. No. 

SK.656/MenLHK/Setjen/HPL.3/ 9/ 2021 tanggal 8 September 2021. 

d. Luas dan Lokasi Areal 

PBPH 

: Hutan Produksi seluas ±25.410 Hektar di Kabupaten Kutai Timur 

Provinsi Kalimantan Timur. 

e. Jenis Usaha 

Pemanfaatan Hutan 

: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk kegiatan 

pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. 

f. Pengurus Badan 

Usaha 

: 1. Direktur :  Junaidi Bangun 

2. Komisaris  :  Jaka Suyudiono 

g. MR Kegiatan Audit : M. Nuryamin 
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3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN  

3.1 KEGIATAN AUDIT : 

1) Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah : 

a) Sebelum penilaian lapangan, dilakukan dengan : 

1. BPHL Wilayah XI Samarinda tanggal 18 November 2024 di Kantor BPHL Wil. XI 

Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota 

Samarinda diterima oleh Bpk Benny Soedirman Fitriantono (Kepala BPHL Wilayah 

XI Samarinda). 

2. Dinas Kehutanan Prov. Kamimantan Timur, tanggal 18 November 2024 di Kantor 

Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa Kec. Samarinda 

Ulu Kota Samarinda diterima oleh Bpk. H. Susilo Pranoto, S.Hut. M.Si. (Kepala 

Bidang PPH - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) 

b) Setelah penilaian lapangan, dilakukan dengan : 

1. BPHL Wilayah XI Samarinda tanggal 25 November 2024 di Kantor BPHL Wil. XI 

Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota 

Samarinda diterima oleh Bpk Benny Soedirman Fitriantono (Kepala BPHL Wilayah 

XI Samarinda). 

2. Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur, tanggal 25 November 2024 di Kantor 

Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa Kec. Samarinda 

Ulu Kota Samarinda diterima oleh Bpk. H. Susilo Pranoto, S.Hut. M.Si. (Kepala 

Bidang PPH - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur). 

2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat : 

Pada kegiatan Resertifikasi Kinerja PHL PT Mahakam Persada Sakti ini Tim Audit 

melakukan konsultasi publik dengan tokoh masyarakat sekitar yang dilaksanakan pada Hari 

Selasa tanggal 19 November 2024 jam 10:00 – 11:30 WITA bertempat di Balai Pertemuan 

Umum Kantor Camat Batu Ampar Kab. Kutai Timur dengan menghadirkan para pihak yaitu 

Camat Batu Ampar yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan, Babinsa, Kepala Desa Batu 

Timbau, Aparat Kecamatan Batu Timbau, dan Tokoh Masyarakat lainnya.  

Masyarakat secara umum telah menyampaikan informasi, masukan, saran dan harapan 

khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT 

Mahakam Persada Sakti, pengelolan lingkungan dan kawasan yang dilindungi, kegiatan 

penebangan, penanaman kayu, dan kegiatan CSR beserta harapan peningkatan kerjasama 

dengan masyarakat serta sejauh mana peran serta dan manfaat keberadaan perusahaan 

di wilayahnya. 
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3) Penilaian Kinerja PHL : 

Dilakukan mulai tanggal 18 – 25 November 2024, meliputi kegiatan : 

No. Kegiatan Tanggal Ringkasan Hasil Kegiatan 

1. Pertemuan 

Pembukaan 

Selasa, 19 

November 

2024 

di Basecamp 

PT MPS  

- Dihadiri Auditor, MR auditi, personel PIC 

pendamping. 

- Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi 

pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan 

tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, 

waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, 

rincian kegiatan audit dan temuan audit. 

2. Verifikasi 

Dokumen 

dan 

Observasi 

Lapangan 

19 – 23 

November 

2024, di 

Basecamp 

dan areal 

kerja PT MPS 

- Penilain kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai 

Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ 

MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan 

dokumen dan rekaman pada rentang 6 (enam) 

tahun terakhir. 

- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan 

kriteria sesuai Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. 

SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 

berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang 

waktu 12 (duabelas) bulan terakhir. 

- Penilaian/verifikasi dilakukan dengan 

memperhatikan masukan dari hasil koordinasi 

dengan instansi kehutanan. 

3. Pertemuan 

Penutupan 

Minggu, 24 

November 

2024 

di Basecamp 

PT MPS 

- Dihadiri Auditor, MR, dan personel PIC 

pendamping. 

- Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan 

terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian 

temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan 

berikutnya. 

- Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap 

temuan kesesuaian maupun temuan 

ketidaksesuaiannya. 

 

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

a) Tanggal  :   12 Desember 2024 

b) Hasil Keputusan :  

1) PT Mahakam Persada Sakti dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHL dengan :  

- Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai 82,54%; dan 

- Memenuhi Standar VLHH Kayu 

atau LULUS dengan predikat BAIK 

2) Kepada PT Mahakam Persada Sakti dapat diperpanjang masa berlaku S-PHL nya untuk 

6 (enam) tahun berikutnya. 
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4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL 

4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI 

1. Kriteria : PRASYARAT 

1) Indikator 1.1 :  

Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.1.1 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai 

tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, 

Peta TBT dan BATB). 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH diverifikasi lengkap sebagai berikut : 

1) PT Mahakam Persada Sakti mendapatkan izin sesuai dengan Keputusan Menteri 

Kehutanan No.  SK.619/Menhut-II/2010 tanggal 04 November 2010 tentang 

Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 

Industri (IUPHHK-HTI) kepada PT Mahakam Persada Sakti atas Areal Hutan 

Seluas ± 25.410 (Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh) Hektar di 

Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat lampiran SK. 

IUPHHK-HTI skala 1:100.000 telah ditandatangani oleh Menteri Kehutanan tanggal 

4 November 2010. 

2) Pada tahun 2021 PT Mahakam Persada Sakti mendapatkan addendum SK PBPH 

sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SK.656/MenLHK/Setjen/ HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 tentang 

perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan No. SK.619/Menhut-II/2010 tanggal 

4 November 2010 tentang pemberian izin IUPHHK-HTI seluas ±25.410 Ha di Kab. 

Kutai Timur. Pada Addendum ini ditetapkan perubahan sepanjang menyangkut 

nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. 

Dokumen administrasi tata batas dinilai lengkap sesuai dengan tingkat realisasi 

pelaksanaan tata batas sebagai berikut : 

1. Pedoman Tata Batas/ Pernyataan No 278/PB/IUPHHK/2011 tanggal 28 Desember 

2011, panjang 107.734 m  

2. Instruksi Kerja Tata Batas No 66/ITK/BPKH IV-2/2013 tanggal 22 Mei 2013, 

panjang 105.509 m 

3. Berita Acara Pelaksanaan Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT MPS batas 

persekutuan dengan pt Kiani Lestari dan PT Buana Inti Energi tanggal 6 Agustus 

2013 sepanjang 101.945 m. 

4. Peta Realisasi Penataan Batas Konsesi PT Mahakam Persada Sakti Skala 1:25.000 

pada lembar 1 – 4, dan peta kerja penataan batas skala 1:50.000 yang telah 

ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaaan Kawasan Hutan 

atas nama Dirjen Planologi Kehutanan. 

5. Laporan TBT No. Lap.73/BPKH IV-2/2014 tahun 2014, sepanjang 101.945 m. 

2. Verifier 1.1.2 

( Bobot : 2 ) 

 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti  memiliki kewajiban penataan batas sepanjang  107.734 

meter dan telah dilakukan pemancangan batas pada seluruh trayek batasnya sesuai 
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dengan Instruksi Kerja TBT yang diterbitkan dengan realisasi sepanjang 101.945 

meter  pada seluruh trayek batas (100,00%) sebagaimana laporan tata batas No. 

Lap.73/BPKH IV-2/2014 tahun 2014. 

Di dalam areal PT Mahakam Persada Sakti terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) 

yang merupakan wilayah Desa Beno Harapan dan Desa Mugi Rahayu seluas ±405,77 

Ha sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan 

Utara Skala 1:250.000 (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 

tanggal 29 Agustus 2014).Pada areal ini di lapangan belum dilakukan penataan 

batasnya. PT MPS bersama dengan BPKHTL Wilayah IV Samarinda berupaya untuk 

melakukan penataan batas pada areal tersebut sepanjang 17.166,86 meter yang 

merupakan batas fungsi kawasan, namun terdapat penolakan dari masyarakat dan 

dituangkan dalam Berita Acara Penolakan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Beno 

Harapan dan Kepala Desa Mugi Rahayu di atas materai sehingga proses penataan 

batasnya tidak dilanjutkan. 

PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan upaya untuk mengajukan penetapan areal 

kerja berdasarkan hasil tata batas dengan mengajukan kepada BPKHTL Wilayah IV 

untuk disampaikan kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan telah disampaikan melalui 

Nota Dinas No. 7/BPKHTL.IV/PPKH/PLA.4.1/1/2024 tanggal 30 Januari 2024. 

Terdapat arahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sesuai dengan Nota Dinas 

Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan No. 

ND.166/KUH/PKH/PLA.2.0/B/07/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang tanggapan atas 

laporan penataan batas PT Mahakam Persada Sakti. Melalui Nota Dinas tersebut 

dinyatakan bahwa terkait penolakan masyarakat Desa Beno Harapan dan Desa Mugi 

Rahayu sebagaimana BAP Penolakan dan Notulensi Rapat pada intinya dengan adanya 

penolakan masyarakat dan tidak ada titik temu serta telah memenuhi persyaratan 

keadaan tertentu sebagaimana dengan Pasal 118 ayat (2) PermenLHK No. 7 tahun 

2021 maka pelaksanaan tata batas dapat dilakukan secara virtual. Sampai dengan 

pelaksanaan audit resertifikasi PHL kegiatan penataan batas virtual belum 

diimplementasikan di lapangan 

Dengan demikian maka realisasi penataan batas PT Mahakam Persada Sakti di 

lapangan baru pada tahapan sesuai dengan dokumen Laporan Tata Batas No. 

73/BPKH IV-2/2014 Tahun 2014, yaitu sepanjang 101.495,34 meter dan masih belum 

termasuk penataan batas APL di dalam areal PT Mahakam Persada Sakti. 

Selanjutnya selama periode audit terdapat realisasi kegiatan pemeliharaan batas yaitu 

: 

1) BAP Pemeliharaan Batas tanggal 19 Mei 2024 pada trayek batas G-F dari Titik 

MPS-P.58 sampai dengan MPS-P.162 sepanjang 20 Km (Lap TBT No. 

Lap.73/BPKH-IV-2/2014) yang merupakan batas persekutuan  dengan PT 

Permata Hijau Khatulistiwa. 

2) BAP Pemeliharaan Batas tanggal 30 Agustus 2024 pada trayek batas G-F dari 

Titik 11/MPS/P.1 sampai dengan H-E/MPS/P.6 sepanjang 1,5 Km (Lap TBT No. 

Lap.73/BPKH-IV-2/2014) yang merupakan batas persekutuan  dengan PT 

Permata Hijau Khatulistiwa.  

3) BAP Pemeliharaan Batas tanggal 31 Oktober 2024 pada trayek batas G-F dari Titik 

MPS/P.1 sampai dengan MPS/P.17 dan MPS/P.27 sampai dengan MPS/P.38 

sepanjang 20 Km (Lap TBT No. Lap.73/BPKH-IV-2/2014) yang merupakan batas 

persekutuan  dengan PT Permata Hijau Khatulistiwa. 
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Hasil observasi lapangan pada lokasi pemeliharaan batas menunjukkan kesesuaian 

lokasi pemeliharaan batas dengan perbaikan pal batas yang rusak sesuai dengan 

posisi sebelumnya dengan lokasi sebagai berikut : 

1) Patok Batas PT MPS P.16 batas dengan PT Permata Hijau Lestari pada koordinat 

0,6798 N; 116,9838 E; terdapat patok batas dari kayu Paralon yang dicat warna 

merah dengan tulisan warna hitam pada lokasi yang sesuai. 

2) Patok Batas PT MPS P.2 batas dengan PT Permata Hijau Lestari pada koordinat 

0,6886 N; 116,9918 E; terdapat patok batas dari kayu Paralon yang dicat warna 

merah dengan tulisan warna hitam pada lokasi yang sesuai. 

3) Patok Batas PT MPS P.3 batas dengan PT Permata Hijau Lestari pada koordinat 

0,6892 N; 116,9921 E; terdapat patok batas dari kayu Paralon yang dicat warna 

merah dengan tulisan warna hitam pada lokasi yang sesuai. 

4) Patok Batas PT MPS P.4 batas dengan PT Permata Hijau Lestari pada koordinat 

0,6903 N; 116,9925 E; terdapat patok batas dari kayu Paralon yang dicat warna 

merah dengan tulisan warna hitam pada lokasi yang sesuai. 

5) Patok Batas PT MPS dengan PT Permata Hijau Lestari pada koordinat 0,7058 N; 

117,0028 E; terdapat patok batas dari kayu Paralon yang dicat warna merah 

dengan tulisan warna hitam pada lokasi yang sesuai. 

6) Patok Batas PT MPS dengan PT Permata Hijau Lestari pada koordinat 0,7033 N; 

117,0328 E; terdapat patok batas dari kayu Paralon yang dicat warna merah 

dengan tulisan warna hitam pada lokasi yang sesuai. 

3. Verifier 1.1.3 

( Bobot : 1 ) 

: Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not 

Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan) 

NILAI KINERJA : Not Applicable (N/A) 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada areal PBPH PT Mahakam Persada Sakti tidak dijumpai adanya perizinan 

berusaha dan penggunaan areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK. Dengan 

demikian verifier ini dinilai tidak dapat diterapkan (Not applicable). 

4. Verifier 1.1.4 

( Bobot : 2 ) 

 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada areal kerja PT Mahakam Persada Sakti seluas 25.410 Ha di lapangan masih 

terdapat penguasaan lahan oleh pihak lain. PT Mahakam Persada Sakti telah 

melakukan upaya identifikasi dan penyelesaian melalui skema kemitraan dan sampai 

dengan tahu 2024 tersisa seluas 1.888,6 Ha berupa klaim lahan dari 6 (enam) 

kelompok masyarakat yang digunakan untuk perladangan dan perkebunan. 

Di samping itu terdapat Perizinan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) sesuai dengan 

keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

SK.777/MenLHK/Setjen/PLA.0/7/ 2022 tanggal 25 Juli 2022 seluas ±431,45 Ha dan 

melintas pada areal PT Mahakam Persada Sakti seluas 151,07 Ha untuk tahap I, 

sedangkan sisanya menunggu diterbitkannya izin tahap berikutnya. Luas areal yang 

akan digunakan untuk koridor jalan angkutan batubara PT Kaltim Nusantara Coal pada 

areal PT Mahakam Persada Sakti telah dialokasikan seluas 307,10 Ha. 

Dengan demikian total penguasaan lahan oleh PBPH PT Mahakam Persada Sakti 

sebesar 25.410 Ha -1.888,6 Ha – 307,10 Ha = 23.214,3 Ha atau mencapai 91,36% 

dari luasan areal kerja. 
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Nilai Kinerja Indikator : 13/15 x 100% = 86,67% = BAIK 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 3 

 

 

2) Indikator 1.2 :  

Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.2.1 

( Bobot : 1 ) 

: Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

yang sesuai dengan PHL 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen pernyataan Visi dan Misi 

Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Mahakam Persada 

Sakti dokumen Nomor : SK/001/MPS/I/2015 tanggal 1 Januari 2015 dan telah 

diperbarui sesuai dengan keputusan Direktur PT Mahakam Persada Sakti No. 011/ 

DIR/MPS/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 

b) Hasil telaah terhadap visi dan misi perusahaan diperoleh hasil bahwa visi dan misi 

perusahaan telah sesuai dengan kerangka PHL, yaitu mencakup aspek produksi, 

aspek ekologi, dan aspek sosial.  

c) Visi dan misi telah dilakukan sosialiasi kepada : 

No. 
Tujuan 

Sosialiasi 

Ada/ 

Tidak 

Dokumentasi  

(BA, Notulen,dll) 

1. Internal 

Perusahaan 

dan Mitra 

Kerja 

Ada - Pemasangan visi dan misi di kantor, mess, 

kantin dan tempat strategis lainnya 

- Berita Acara Sosialisasi Visi Misi 

Perusahaan kepada karyawan dan 

kontraktor tanggal 16 dan 20 September 

2020; tanggal 8 Maret 2023; tanggal 31 

Oktober 2024 dihadiri oleh karyawan dan 

kontraktor serta pekerja kontraktor. 

- Penyampaian visi dan misi pada saat 

briefing pagi sebelum bekerja kepada 

karyawan 

2. Masyarakat 

Desa Di 

Sekitar 

Areal Keja 

Ada - BAP laporan sosialisasi terpadu 

dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2019 di 

Desa Beno harapan 

- Berita Acara Sosialisasi Terpadu PT MPS 

dengan Masyarakat Desa Batu Timbau 

tanggal 14 Maret 2020 

- Berita Acara Sosialisasi Terpadu PT MPS 

dengan Masyarakat Desa Beno Harapan 

tanggal 9 Maret 2020 di Desa Beno 

Harapan 

- Berita Acara Sosialisasi Terpadu PT MPS 

dengan Masyarakat Desa Mugi Rahayu 
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tanggal 14 Maret 2020 di Desa Mugi 

Rahayu 

- Laporan Sosialisasi Terpadu yang 

didalamnya terdapat Notulen Sosialisasi 

Terpadu di Desa Himba Lestari, Quart RT 

06 yang dibuat tanggal 5 Oktober 2021 

- Laporan Sosialisasi Terpadu yang 

didalamnya terdapat Notulen Sosialisasi 

Terpadu yang dihadiri oleh Kepala Desa 

Beno Harapan, Kepala Desa Mugi Rahayu 

dan Kepala Desa Batu Timbau tanggal 8 

Februari 2021 

- BAP Kegiatan Sosialisasi Terpadu PT 

Mahakam Persada Sakti tanggal 1 April 

2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa 

Batu Timbau dan dihadiri oleh perangkat 

Desa, Kepala Adat, BPD dan tokoh 

masyarakat lainnya 

- BAP Kegiatan Sosialisasi Terpadu PT 

Mahakam Persada Sakti tanggal 1 Februari 

2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa 

Beno Harapan dan dihadiri oleh perangkat 

Desa, BPD dan tokoh masyarakat lainnya 

- BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 1 

Februari 2023 yang ditandatangani oleh 

Kepala Desa Mugi Rahayu dan dihadiri oleh 

perangkat Desa, Kepala Adat, BPD dan 

tokoh masyarakat lainnya dengan daftar 

hadir sebanyak 18 orang 

- BAP Sosialisasi Visi dan Misi tanggal 10 

Februari 2023 yang ditandatangani oleh 

Kepala Desa Batu Timbau dan dihadiri oleh 

perangkat Desa, BPD dan tokoh masyarakat 

lainnya dengan daftar hadir sebanyak 14 

orang. 

- BAP kegiatan Sosialisasi Terpadu Visi dan 

Misi, RKTPH 2024, Kawsan Lindung, 

Kebakaran Hutan, Flora dan Fauna serta 

illegal logging PT Mahakam Persada Sakti 

tanggal 19 Februari 2024 yang 

ditandatangani oleh Kepala Desa Mugi 

Rahayu dan dihadiri oleh perangkat Desa, 

BPD dan tokoh masyarakat lainnya 

Sumber : BAP sosialisasi Visi Misi PT MPS  

2. Verifier 1.2.2 

( Bobot : 2 ) 

 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 



 
 
 
 

 
RESUME HASIL PELAKSANAAN 

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

 

F1-02.15  
 

Halaman 9 dari 86 
 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Hasil verifikasi dokumen, pengamatan auditor di lapangan dan wawancara dengan 

MR, pencapaian misi pemanfaatan hutan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan 

hutan lestari adalah sebagai berikut : 

1) Misi menciptakan kemakmuran bangsa dan bahan baku yang lestari di lahan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah untuk pengembangan hutan tanaman; mendukung 

Pemerintah untuk mencapai dan mempertahankan status konservasi wilayah 

operasi perusahaan. Menjamin bahwa kayu pulp yang legal yang dikirim dan 

masuk ke jalur produksi perusahaan dan mendukung tindakan Pemerintah dalam 

memerangi pembalakan liar telah diimplementasikan di antaranya berupa : 

a) Peningkatan ekonomi masyarakat dengan berperanserta dalam 

pembangunan HTI,  Penanaman HTI pada lahan yang ditetapkan pemerintah 

dan sudah ditata batas sesuai laporan TBT No. 73/BPKH IV-2/2014.  

b) Status konservasi wilayah ditetapkan melalui alokasi kawasan pada RKUPH 

seluas 3.812,76 Ha atau 15,27% dari luas areal kerja. 

c) Penyediaan kayu pulp yang legal telah dilakukan melalui sertifikasi PHL dan 

telah memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari, namun demikian untuk 

realisasi pencapaian target pembangunan tanaman selama 6 (enam) tahun 

terakhir dan pemanenan kayu dinilai masih belum optimal terlihat masih 

adanya carry over RKTPH dan produksi pemanenan kayu yang baru efektif 

berjalan pada 2 tahun terakhir. 

d) Mendukung upaya memerangi pembalakan liar diimplementasikan berupa 

kegiatan sosialisasi, pemasangan rambu himbauan dan larangan serta 

patroli. 

Implementasi misi 1 dinilai telah dilaksanakan berupa peningkatan ekonomi 

masyarakat, penyerapan tenaga kerja, mitra kontraktor lokal dan lainnya, namun 

perlu ditingkatkan berupa penanaman pada seluruh areal, pengelolaan kawasan 

lindung, penanaman dan pemanenan kayu HTI serta penyelesaian areal klaim dan 

konflik pada lokasi areal produktif (bobot nilai 0,9x34%=30,6%) 

2) Misi mengelola konsesi secara lestari dengan menerapkan konsep “mosaic hutan 

tanaman” untuk menghasilkan kayu pulp dan untuk memelihara atau 

meningkatkan keterwakilan ekosistem-ekosistem alam dalam wilayah konsesi 

telah diimplementasikan sebagian berupa pengalokasian kawasan lindung, 

penanaman HTI, dan penyusunan areal  bernilai konservasi tinggi. Namun terkait 

kelola lingkungan belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan dokumen 

RKL RPL dan adanya rencana replanting pada areal yang gagal tumbuh akibat 

serangan hama penyakit seluas 1.802,08 Ha pada RKT Tahun 2022 dan seluas 

2.054,9 Ha pada RKT tahun 2023.  

Implementasi misi 2 dinilai telah dilaksanakan dan perlu ditingkatkan berupa 

penanaman dan pemeliharaan tanaman serta perlindungan tanaman dari hama 

dan penyakit pada seluruh areal, kegiatan pengelolaan kawasan lindung, 

pemanenan kayu HTI untuk pulp (bobot nilai 0,7x33%=23,1%) 

3) Misi mempromosikan dan melindungi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan 

karyawan, tenaga kerja kontraktor dan masyarakat sekitar wilayah operasi PT 

Mahakam Persada Sakti; meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, kesehatan dan 

keselamatan kerja secara berkelanjutan, dan meraih sertifikasi Pengelolaan Hutan 

Tanaman Lestari telah diimplementasikan antara lain berupa : 

a) Program kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan telah 

dilakukan secara normatif dan penyediaan pelayanan kesehatan di basecamp, 

pembangunan fasilitas kerja dan program kemitraan melalui tanaman 

kehidupan, kerjasama sebagai rekanan dan rekrutmen tenaga kerja.  
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b) Melakukan sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan telah memperoleh 

sertifikat pengelolaan hutan lestari dengan predikat BAIK pada penilikan 

terakhir. 

Implementasi misi 3 dinilai telah direalisasikan walaupun perlu ditingkatkan pada 

waktu yang akan datang. (bobot nilai 0,9x33%=29,7%) 

Dengan demikian, visi dan misi PT MPS telah diimplementasikan sebagian dengan 

nilai sebesar 83,4% (30,6%+23,1%+29,7%= 83,4%) 

Nilai Kinerja Indikator : 7/9 x 100% = 77,78% = SEDANG 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

 

3) Indikator 1.3 :  

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain 

yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari. 

1. Verifier 1.3.1 

( Bobot : 2 ) 

: Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya 

pengelolaan hutan yang lestari 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PBPH PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki struktur organisasi (SO) untuk 

pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan oleh Direktur dengan keputusan No. 

032/DIRT/MPS/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 dan terus berkembang seiring 

dengan perkembangan perusahaan. Struktur Organisasi telah diperbarui dengan 

keputusan No.  003/DIR/MPS/I/2021 tanggal 01 Januari 2021 dan telah diperbarui  

kembali dengan keputusan Direksi No. 12/MPS/XI/2023 tanggal 01 November 

2023. Selanjutnya pada tahun 2024 perubahan dan pembaruan struktur organisasi 

sesuai dengan keputusan Direksi No. 012/DIR/MPS/X/2024 tanggal 17 Oktober 

2024. SK Struktur Organisasi PT MPS dilampiri dengan Bagan Struktur Organisasi 

dan Job Description atau uraian tugas pada masing-masing jabatannya. 

b) SO yang dibentuk dilengkapi dengan Bagan SO dan Job Description pada setiap 

elemen organisasinya/ jabatan/ fungsi yang dibutuhkan dan dinilai dapat 

mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan terkait kegiatan operasional 

produksi, ekologi dan sosial.  

2. Verifier 1.3.2 

( Bobot : 2 ) 

: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis 

menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan 

pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Mahakam Persada Sakti 

sampai dengan saat audit bulan November 2024: 

1) Sarjana Kehutanan : 

1) Total dimiliki saat ini 13 orang. 

2) Bertugas di lapangan sejumlah 13 orang, tersebar di bagian non operasional 

dan operasional seperti planning, nursery, plantation, HSE, Harvesting dan 

R&D. 
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2) Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) : 

3) Total dimiliki saat ini 9 orang. 

4) Bertugas di lapangan sejumlah 9 orang, tersebar di bagian / jabatan 

operasional di lapangan. 

3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) pada saat audit sejumlah 17 orang 

(121%) dari kebutuhan GANISPH sesuai dengan analisis beban kerja dan simpul 

kegiatan PHL serta PUHH dibutuhkan 14 orang, sedangkan berdasarkan RKUPH 

dibutuhkan 12 orang GANISPH  dan telah terpenuhi serta tersedia pada seluruh 

kompetensi GANISPH. Jumlah dan kompetensi GANISPH PT Mahakam Persada 

Sakti menjadi sebagai berikut : 

No 
Kompetensi 

GANISPH 

JUMLAH 

Bidang Penugasan 
RKUPH 

Analisis 

Beban Kerja 
Aktual 

1. Kurpet 1 1 1 Pengukuran dan Pemetaan 

2. Canhut 2 2 2 Inventarisasi dan 

Perencanaan 

3. Binhut 2 3 3 Keling (1) dan Kesos (2) 

4. Nenhut 2 2 2 LC/Harvesting 

5. PKB 5 6 9 3 simpul 

 Jumlah 12 14 17 121% 

Sumber : Data GANISPH dan Uji Kompetensi GANISPH PT MPS 

 

3. Verifier 1.3.3 

( Bobot : 2 ) 

: Peningkatan kompetensi SDM 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT MPS telah merealisasikan kegiatan peningkatan kompetensi SDM tenaga 

Profesional Kehutanan dan GANISPH dengan rata-rata realisasi selama tahun 2019 – 

2024 sebesar 98% sebagai berikut : 

1) Peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya pada tahun 2019 PT 

MPS terealisasi sebanyak 40 orang dari 53 orang yang direncanakan atau 

sebesar 75,45% pada 15 judul pelatihan yang seluruhnya direalisasikan. 

2) Peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya pada tahun 2020 PT 

MPS terealisasi sebanyak 91 orang dari 99 orang yang direncanakan atau 

sebesar 91,92% pada 15 judul pelatihan yang direalisasikan dari 17 judul 

pelatihan yang direncanakan. 

3) Peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya pada tahun 2021 PT 

MPS terealisasi sebanyak 50 orang dari 49 orang yang direncanakan atau 

sebesar 102% pada 16 judul pelatihan yang seluruhnya direalisasikan. 

4) Peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya pada tahun 2022 PT 

MPS terealisasi sebanyak 127 orang dari 122 orang yang direncanakan atau 

sebesar 104% pada 20 judul pelatihan yang seluruhnya direalisasikan. 

5) Peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya pada tahun 2023 PT 

MPS terealisasi sebanyak 393 orang dari 349 orang yang direncanakan atau 

sebesar 113% sebanyak 47 judul pelatihan yang seluruhnya direalisasikan. 
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6) Peningkatan kompetensi tenaga teknis dan pelatihan lainnya pada tahun 2024 PT 

MPS terealisasi sebanyak 477 orang dari 469 orang yang direncanakan atau 

sebesar 102% pada 52 judul pelatihan yang direalisasikan sebanyak 42 judul. 

 

4. Verifier 1.3.4 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana 

kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki dokumen ketenagakerjaan terkait GANISPH 

dan tenaga profesional kehutanan di lapangan yaitu : 

1) Ijazah dan sertifikat pelatihan tersedia, namun tidak disajikan secara lengkap 

2) Kartu GANISPH diverifikasi lengkap  

3) SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi lengkap pada seluruh GANISPH 

4) SK Penempatan GANISPH diverifikasi lengkap, pada seluruh GANISPH 

5) Sertifikat Uji Kompetensi diverifikasi bahwa GANISPH PT MPS telah melakukan uji 

kompetensi sesuai dengan jatuh tempo kewajibannya, namun datanya tidak 

disajikan secara lengkap 

6) SK Penempatan pada Struktur Organisasi diverifikasi belum sepenuhnya sesuai 

dengan kompetensinya. 

7) Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi tidak disajikan secara lengkap  

8) Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji, 

BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan 

hak dan kewajiban dalam PP. 

 

Nilai Kinerja Indikator : 20/21 x 100% = 95,24% = BAIK 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 3 

 

4) Indikator 1.4 :  

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi 

dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan Produksi 

 

1. Verifier 1.4.1 

( Bobot : 2 ) 

: Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki sistem informasi khusus yang digunakan 

untuk menyelenggarakan pembangunan HTI dan pendukungnya berupa PIMS dan 

Accpac serta telah ditunjang dengan peralatan elektronik sebagai barang inventaris 

penunjang operasional di lapangan yang ditunjang dengan keberadaan jaringan 

internet serta jaringan seluler yang memadai di kantor Basecamp.  

Untuk pelaporan lainnya dan dokumen secara umum, monitoring data dan informasi 

serta pengiriman data laporan dan lainnya menggunakan aplikasi dan perangkat 

berbasis IT seperti biasanya berupa email, what’s app dan grup-grup komunikasi 

lainnya. Secara operasional pada beberapa lokasi yang tidak terjangkau jaringan 
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seluler, komunikasi dilakukan menggunakan radio HT. PT Mahakam Persada Sakti 

telah ditunjang peralatan elektronik sebagai barang inventaris penunjang operasional di 

lapangan yang ditunjang dengan keberadaan jaringan internet di lapangan. 

Terdapat Personil dan operator yang menjalankan pelaporan dan sistem informasi 

telah ditunjuk sesuai dengan penugasan dan job descriptionnya.Pelaksanaan pelaporan 

dilakukan oleh masing-masing operator sistem informasi yang bertugas dengan 

kelengkapan sarana prasarana dan perangkatnya. 

2. Verifier 1.4.2 

( Bobot : 1 ) 

 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti  telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI 

yang tergabung dalam struktur organisasi grup usaha. Kegiatan SPI dinilai belum 

efektif melakukan monitoring dan evaluasi yang menjangkau pada seluruh bidang 

kegiatan pengelolaan hutan baik operasional dan non operasional. 

Terdapat Laporan Internal Audit/ SPI yang telah melakukan kegiatan monitoring dan 

evaluasi sebagai berikut : 

1. Tahun 2019 kegiatan SPI melakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan stok 

opname barang persediaan di gudang pada tanggal 09 – 10  Juli 2019 dan BAP 

Stok Opname Nomor 004/BA-SO/MPS-Nursery/0719 dengan melaksanakan 

kegiatan pemeriksaan pada tanggal 10  Juli 2019  di Gudang dan Nursery PT 

MPS 

2. Tahun 2020 kegiatan SPI melakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan 

pemeriksaan stok opname barang persediaan di gudang pada tanggal 18 Juli 

2020 dan BAP Stok Opname No. 005/BA-SO/MPS/0620 dengan melaksanakan 

kegiatan pemeriksaan (stok opname) di Gudang dan Nursery PT MPS 

3. Tahun 2021 kegiatan SPI melakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan 

pemeriksaan stok opname barang persediaan di gudang yang dituangkan dalam 

BAP Stok Opname Nomor : 004/BA-SO/MPS/2020 dengan melaksanakan kegiatan 

stok opname pada tanggal 23 Januari 2021 di Gudang, dan BAP Stock Opname 

per tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat oleh Ass Store, Ass. Acct dan Mandor Store. 

4. Tahun 2022 tidak ditemukan adanya laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh 

Tim Internal Audit PT MPS . 

5. Tahun 2023 terdapat laporan kegiatan monitoring dan evaluasi SPI yaitu : 

a) pada tanggal 01 Juli 2023 telah dilakukan kegiatan stok opname atas barang 

dan material di Gudang dan terdapat laporan perhitungan stok opname atas 

barang dan material di Gudang. 

b) pada tanggal 07-10 Juli 2023 telah dilakukan audit internal terkait SMK3 di 

PT MPS dan terdapat laporan hasil audit SMK3 yang dilakukan oleh Tim 

Audit Internal atas nama Ahmad Sidiq selaku Auditor K3. 

c) pada tanggal 13-15 Juli 2023 telah dilakukan audit internal terkait kesiapan 

PT MPS untuk audit pengelolaan hutan lestari dengan menerapkan standar 

IFCC dan terdapat laporan hasil audit internal terkait penerapan standar IFCC 

dengan Tim Audit atas nama Ahmad Sidiq, Riky Aprianto, dan Olivia Febrianti 

6. Tahun 2024 kegiatan SPI PT MPS hanya melakukan monitoring dan evaluasi 

untuk stock opname barang dan material di gudang pada semester I dan II tahun 

2024 
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Secara umum hasil verifikasi dokumen dan laporan SPI diketahui bahwa kegiatan SPI 

PT MPS belum berjalan dengan efektiif dilakukan dan cakupan aspek yang dilakukan 

monitoring dan evaluasi dinilai masih belum menjangkau pada seluruh tahapan 

kegiatan. Cakupan audit yang dilakukan lebih mengarah kepada kegiatan stok opname 

barang dan material, dan pada tahun 2023 baru mengevaluasi kegiatan SMK3 dan 

persiapan pelaksanaan audit dengan menggunakan standar IFCC. 

3. Verifier 1.4.3 

( Bobot : 2 ) 

: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan 

evaluasi. 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Hasil monitoring dan evaluasi SPI dengan temuannya pada tahun 2019 – 2024 belum 

sepenuhnya ditindaklanjuti secara keseluruhan dan dokumen tindak lanjut tidak 

disertai dengan bukti adanya tindak lanjut telah dilakukan serta tata waktu dan personil 

yang bertanggungjawab (PIC) pada masing-masing kegiatan yang harus 

ditindaklanjuti. Sedangkan untuk tahun 2023  hasil temuan SPI telah ditindaklanjuti 

sesuai dengan dokumen laporan internal audit yang dibuat dan ditandatangani oleh 

Tim Internal Audit atas nama Ahmad Sidiq dan MR atas nama Candra Pramadya. 

PT MPS telah melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan 

oleh SPI/ Internal Audit berupa penyusunan action plan dan tindaklanjutnya di 

lapangan. Terdapat dokumen laporan hasil tinjauan manajemen yang membahas 

tindak lanjut dan action plan atas temuan hasil audit baik audit internal maupun audit 

eksternal. 

Hasil verifikasi laporan tindak lanjut perlu ditambahkan bukti tindakan perbaikannya 

dan dijelaskan secara detail apakah penyebab terjadinya ketidaksesuaian serta hasil 

tindaklanjutnya apakah telah diselesaikan atau belum diselesaikan oleh auditi. 

4. Verifier 1.4.4 

( Bobot : 2 ) 

: Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan 

instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

NILAI KINERJA : BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Mahakam Persada Sakti telah menunjuk personel / kelompok personel 

sebagai operator atau tenaga pelaksana opersional sistem informasi milik 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan SK Direksi, 

meliputi : 

a. Operator SIPASHUT ditunjuk atas nama Wilhelmus Suli sesuai dengan keputusan 

Direktur No. SK-02/MPS/0301/2022 tanggal 03 Januari 2022. Dan telah 

diperbarui sesuai dengan keputusan Direktur PT Mahakam Persada Sakti No. SK-

08/MPS/0110/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang menunjuk Sdr. Basuki 

Aprijanto sebagai operator SIPASHUT. 

b. Sub Operator SIGANISHUT ditunjuk atas nama Agung Setiawan sesuai dengan SK 

Direktur No. SK.18/MPS/1307/2023 tanggal 13 Juli 2023 dan diperbarui atas 

nama Muhammad Fadhil Akbar sesuai keputusan Direksi No. SK-

04/MPS/2002/2024 

c. Operator SIPUHH ditunjuk atas nama Nordin sesuai dengan SK Direktur No. SK-

16/MPS/0609/2021 tanggal 6 September 2021, dan diperbarui dengan SK No. 

024/DIR/MPS/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 

d. Operator Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) SPEED 

ditunjuk atas nama Yefta Zega sesuai dengan SK Direktur No. 
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023/DIR/MPS/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 dan diperbarui dengan SK No. 

022/DIR/MPS/I/2024 tanggal 08 Januari 2024. 

e. Operator SIPONGI ditunjuk atas nama Frank Kende Tonapa sesuai dengan SK 

Direktur No. 025/DIR/MPS/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, dan diperbarui 

dengan SK No. 023/DIR/MPS/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh operasionalisasi SI KLHK, kewajiban 

pelaporan kegiatan pada SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI, 

SIMPEL dan SPEED diverifikasi bahwa PT PMS telah mematuhi pelaporan kementrian 

lingkungan hidup dan kehutanan dan dilaporkan tepat waktu setiap bulannya, dan 

untuk pengisian data dinilai cukup lengkap dan cermat pada seluruh aspek yang 

dilaporkan. Keberadaan personil operator sebagian dilakukan oleh tim dari kantor 

Balikpapan 

Nilai Kinerja Indikator : 18/21 x 100% = 85,71% = BAIK 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 3 

 

5) Indikator 1.5 :  

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

1. Verifier 1.5.1 

( Bobot : 2 ) 

: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, 

pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Mahakam Persada Sakti telah menyusun dan menetapkan RKTPH, masing-

masing untuk tahun 2019-2024. 

PBPH PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan pertemuan konsultasi dengan 

masyarakat desa yang terdampak langsung operasional kegiatan RKTPH, untuk 

mengidentifikasi kegiatan RKTPH yang berpotensi mempengaruhi hak-hak dasar 

masyarakat dan/atau mempengaruhi lokasi/kawasan yang dilindungi oleh masyarakat 

sesuai dengan dokumentasi BAP, yaitu : 

1) BAP Kegiatan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2019 PT Mahakam Persada Sakti 

tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Beno Harapan dan 

dihadiri oleh perangkat Desa dan tokoh masyarakat lainnya. 

2) BAP Kegiatan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2020 PT Mahakam Persada Sakti 

tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Beno Harapan, 

BPD, LPM dan Masyarakat serta Tokoh Masyarakat lainnya. 

3) BAP Kegiatan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2020 PT Mahakam Persada Sakti 

tanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Timbau, BPD, 

LPM dan Masyarakat serta Tokoh Masyarakat lainnya. 

4) BAP Kegiatan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2020 PT Mahakam Persada Sakti 

tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mugi Rahayu, BPD, 

LPM dan Masyarakat serta Tokoh Masyarakat lainnya. 

5) BAP Kegiatan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2020 PT Mahakam Persada Sakti 

tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Beno Harapan BPD, 

LPM dan Masyarakat serta Tokoh Masyarakat lainnya. 
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6) BAP Kegiatan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2021 PT Mahakam Persada Sakti 

tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Himba Lestari, 

BPD, LPM dan Masyarakat serta Tokoh Masyarakat lainnya 

7) BAP Kegiatan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2022 (Aspek Produksi, Ekologi dan 

Sosial) PT Mahakam Persada Sakti tanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh 

Kepala Desa Batu Timbau dan dihadiri oleh perangkat Desa, Kepala Adat, BPD 

dan tokoh masyarakat lainnya dengan daftar hadir sebanyak 16 orang.  

8) BAP Kegiatan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2022 (Aspek Produksi, Ekologi dan 

Sosial) PT Mahakam Persada Sakti tanggal 1 Februari 2022 yang ditandatangani 

oleh Kepala Desa Beno Harapan dan dihadiri oleh perangkat Desa, BPD dan tokoh 

masyarakat lainnya dengan daftar hadir sebanyak 19 orang. 

9) BAP Kegiatan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2023 (Aspek Produksi, Ekologi dan 

Sosial) PT Mahakam Persada Sakti tanggal 1 Februari 2023 yang ditandatangani 

oleh Kepala Desa Mugi Rahayu dan dihadiri oleh perangkat Desa, Kepala Adat, 

BPD dan tokoh masyarakat lainnya dengan daftar hadir sebanyak 18 orang. 

10) BAP kegiatan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2023 (Aspek Produksi, Ekologi dan 

Sosial) PT Mahakam Persada Sakti tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani 

oleh Kepala Desa Batu Timbau dan dihadiri oleh perangkat Desa, BPD dan tokoh 

masyarakat lainnya dengan daftar hadir sebanyak 14 orang. 

11) BAP kegiatan Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2024 (Aspek Produksi, Ekologi dan 

Sosial) PT Mahakam Persada Sakti tanggal 19 Februari 2024 yang ditandatangani 

oleh Kepala Desa Mugi Rahayu dan dihadiri oleh perangkat Desa, BPD dan tokoh 

masyarakat lainnya dengan daftar hadir sebanyak 13 orang.  

Dengan demikian kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak 

masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapat persetujuan atas 

dasar informasi awal tanpa paksaan namun pelaksanaannya belum disampaikan 

kepada seluruh desa binaan.  

2. Verifier 1.5.2 

( Bobot : 1 ) 

 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan. 

NILAI KINERJA : SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung 

masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan kepada desa terdampak, namun 

belum seluruhnya setiap tahunnya. Sedangkan  kondisi kawasan lindung di lapangan 

diverifikasi masih terdapat gangguan. 

Dengan demikian keberadaan kawasan lindung pada RKT berjalan telah 

dikonsultasikan dan telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal tanpa 

paksaan namun pelaksanaannya belum disampaikan kepada seluruh desa binaan 

setiap tahunnya dan masih terdapat gangguan terhadap kawaan lindungnya. 

Nilai Kinerja Indikator : 6/9 x 100% = 66,67% = SEDANG 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 
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2. Kriteria : PRODUKSI 

6) Indikator 2.1 :  

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

1. Verifier 2.1.1  

( Bobot : 1 ) 

: Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat 

yang berwenang. 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Selama periode audit 6 (enam) tahun terakhir, pada tahun 2019 – 2024 PT 

Mahakam Persada Sakti memiliki 4 (empat) dokumen rencana pengelolaan hutan 

jangka panjang yang telah disahkan, meliputi : 

1) RKUPHHK-HTI Periode 2012 – 2021  

• Disahkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.42/VI-

BUHT/2012 tanggal 2 Juli 2012 yang ditandatangani a.n Menteri 

Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina 

Usaha Hutan Tanaman ttd Ir. Herry Prijono, MM. 

2) Revisi RKUPHHK Pada Hutan Tanaman Periode 2012 – 2021  

• Disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor : SK.5289/Men-LHK-PHPL/UPH/HPL.1/5/2019 tanggal 31 Mei 

2019 yang ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ttd Dr. Hilman 

Nugroho. 

• Revisi RKUPHHK terkait adanya perubahan luas areal kerja dan 

perubahan tata ruang 

3) RKUPH Periode 2022 – 2031  

• Disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor : SK.817/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 26 Februari 

2021 yang ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ttd Dr. Ir. 

Bambang Hendroyono, M.M, 

4) Revisi RKUPH Periode 2022 – 2031  

• Disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor : SK.13418/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2023 tanggal 22 

Desember 2023 yang ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari ttd Agus 

Justianto 

• Revisi RKUPH terkait adanya multiusaha kehutanan yang dikembangkan 

yaitu pemanfaatan hutan tanaman, HHBK dan jasa lingkungan 

(penyerapan dan penyimpanan karbon) 

Dokumen RKUPH tersedia lengkap meliputi Buku dan Peta-peta lampirannya serta 

SK Pengesahannya. 

2. Verifier 2.1.2  

( Bobot : 2 ) 

: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka 

panjang. 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT) 

dengan dokumen rencana jangka panjang pada setiap jenis usaha pemanfaatan 

hutan yang dikembangkan selama periode audit : 

Tahun  RKU RKT Murni + Carry Over Kesesuaian 
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Luas Posisi Luas Posisi Luas 

(%) 
Posisi 

Ha Blok Ha Blok 

2019 3.506,48 I 5.408,40 I, VI 64,83 

Sebagian 

sesuai 

2020 3.508,14 II 5.567,60 II, IV, VI 63,01 

2021 3.511,65 III 5.841,90 II, III, IV 60,11 

2022 3.051,26 I 6.000,94 I, II, III, IV, V 50,85 

2023 3.903,43 II 6.726.30 I, II, III, IV, V, VI 58,03 

2024 3.009,14 III 4.056,84 I, II, III, IV, V, VI 74,17 

Rata-rata 61,83 
Sebagian 

sesuai 

Tingkat kesesuaian  letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT dan 

compartmen/ petak) >50 % s.d 90 % sesuai dengan dokumen Rencana jangka 

panjang 

3. Verifier 2.1.3 

( Bobot : 1 ) 

: Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%). 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Mahakam Persada Sakti telah melaksanakan penataan areal kerja (PAK) 

untuk blok RKT 2023 dan PAK untuk blok RKT 2024. Hasil observasi di lapangan 

(IS 5%) terhadap keberadaan dan kondisi tanda batas blok RKT 2023 (20 sample 

dari total 364 compartemen) dan blok RKT 2024 (10 sample dari total 130 

compartemen) menunjukkan bahwa tanda batas dalam kondisi yang baik dan 

seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan. Contoh penandaan batas di lapangan 

adalah sebagai berikut : 

1) Blok RKT Tahun 2023 

Contoh Tanda Batas di lapangan Titik Koordinat 

Plang RKT 2023 di kompartemen E145 N 0˚ 44’ 42.6”, E 116˚ 57’ 32.2” 

Patok batas & identitas RKT 2023 di 

kompartemen B086 

N 0˚ 38’ 55.8”, E 116˚ 55’ 57.6” 

Patok batas & identitas kompartemen 

G057  

N 0˚ 43’ 14.4”, E 116˚ 59’ 42.3” 

Batas alur antara kompartemen B086 

dengan B070 

N 0˚ 39’ 06.0”, E 116˚ 55’ 42.4” 

Batas jalan antara kompartemen G085 

dengan G082 

N 0˚ 43’ 21.6”, E 117˚ 00’ 19.7” 

 

2) Blok RKT Tahun 2024 

Contoh Tanda Batas di lapangan Titik Koordinat 

Plang RKT 2024 di kompartemen D767 N 0˚ 43’ 54.1”, E 116˚ 56’ 56.7” 

Patok batas & identitas RKT 2024 di 

kompartemen D706 

N 0˚ 42’ 21.1”, E 116˚ 52’ 26.9” 
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Patok batas & identitas kompartemen 

F102  

N 0˚ 43’ 43.8”, E 116˚ 57’ 10.6” 

Batas alur antara kompartemen F072 

dengan F081 

N 0˚ 43’ 43.6”, E 116˚ 58’ 50.6” 

Batas jalan antara kompartemen F079 

dengan F080 

N 0˚ 43’ 43.3”, E 116˚ 59’ 05.6” 

 

 

Nilai Kinerja Indikator : 10 /12 x 100%  = 83,33 %  ( BAIK ) 

Nilai Kematangan/Bobot : 3 

 

7) Indikator 2.2 :  

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa 

lingkungan 

1. Verifier 2.2.1 

( Bobot : 1 ) 

: Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa 

lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survei/ identifikasi. 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan dan 

telah dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukungnya sesuai dengan kondisi di 

lapangan. Terhadap data potensi untuk kayu tumbuh alami telah dilakukan 

kegiatan inventarisasi tegakan sebelum penebangan terhadap seluruh blok kerja 

tahunan (IS = 100 %) dan dibuat rekapitulasi laporan hasil cruising oleh GanisPH 

Perencanaan Hutan yang ditugaskan. 

PT Mahakam Persada Sakti juga telah memiliki data potensi terhadap tegakan 

hutan tanaman yang akan diproduksi dengan melakukan kegiatan inventarisasi 

tanaman sebelum penebangan (Pre Harvest Inventory) dan telah dibuat 

rekapitulasi hasil cruising hutan tanaman oleh GanisPH Perencanaan Hutan, 

namun demikian intensitas sampling (IS) yang ditetapkan pada setiap petak ukur 

memiliki IS beragam, yaitu 1 % – 5 % sehingga belum seluruhnya sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum pada Lampiran X PermenLHK No. 8 Tahun 2021 

dimana IS yang ditetapkan pada pelaksanaan sistem silvikultur tebang habis 

permudaan buatan (THPB) adalah sebesar 5 % untuk tegakan berdiameter > 10 

cm. 

2. Verifier 2.2.2 

( Bobot : 2 ) 

: Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha 

pemanfaatan hutan sesuai ketentuan. 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti menerapkan sistem silvikultur tebang habis 

permudaan buatan dengan jenis kegiatan usaha berupa pemanfaatan hasil hutan 

kayu budidaya (hutan tanaman). Untuk mengetahui daya dukung kegiatan 

usahanya, PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan pengukuran dan analisis 

riap dengan cara membuat Permanent Sampling Plot (PSP).  

Implementasi PSP di PT Mahakam Persada Sakti tidak terlepas dengan 

inventarisasi hutan tanaman (PMA) yang dilakukan secara berkala dengna time 

series pengukuran PMA pada umur tanaman 6 bulan, 18 bulan, 30 bulan, 42 

bulan, 54 bulan dan seterusnya sampai dengan tanaman di tebang. Hasil observasi 
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di lapangan menunjukkan kesesuaian hasil pengukuran dengan realisasi fisik 

tanaman.  

Laporan analisis riap tanaman PT Mahakam Persada Sakti tahun 2024 telah 

disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai surat nomor 

09A/MPS/PLN/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024. 

Dalam menentukan daur optimalnya, selain berdasarkan daur biologis 

pertumbuhan tanaman (CAI & MAI), PT Mahakam Persada Sakti juga 

mempertimbangkan daur fisik untuk mengurangi kerusakan kayu selama proses 

penebangan secara mekanis namun demikian belum ditunjukkan analisis 

pengukuran lebih lanjut untuk menentukan ukuran kayu optimal untuk 

meminimalkan kerusakan kayunya sehingga diperoleh daur yang optimal. 

Nilai Kinerja Indikator : 6 / 9 x 100%  =  66,67 %  ( SEDANG ) 

Nilai Kematangan/Bobot : 2 

 

8) Indikator 2.3 :  

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan. 

1. Verifier 2.3.1 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan. 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Mahakam Persada Sakti melaksanakan usaha pemanfaatan hutan 

menggunakan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB). Dalam 

rangka pelaksanaan sistem silvikultur tersebut, perusahaan telah menyusun SOP 

untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. SOP THPB PT Mahakam 

Persada Sakti belum mencantumkan PermenLHK No. 8 Tahun 2021 sebagai 

acuan, hasil telaah terhadap kesesuaian isi SOP terhadap prinsip / pedoman serta 

pemanfaatan hutan yang dijalankan secara umum telah sesuai dengan prinsip / 

pedoman sistem silvikultur THPB, namun demikian masih ditemukan kekurangan 

dalam sebagian SOP yaitu ::  

- SOP Penataan Areal Kerja : belum mengatur penandaan batas untuk blok RKT 

- SOP Inventarisasi Hutan Tanaman : Intensitas sampling yang ditetapkan 

belum sesuai dengan prinsip / pedoman silvikultur THPB (IS = 5% untuk 

tegakan berdiameter > 10cm) 

- SOP Pengadaan Bibit : Belum mengatur terkait penggunaan cocopeat dan 

arang sekam sebagai media tanam dan Belum mengatur terkait teknik 

pengadaan bibit dengan metode stek pucuk 

- SOP Penanaman : Belum mengatur tata waktu penanaman setelah penyiapan 

lahan 

- SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan : Isi prosedur hanya memuat 

sebagian upaya perlindungan terhadap potensi bahaya yang tercantum dalam 

ruang lingkup prosedur 

Berdasarkan uraian di atas, tersedia lengkap SOP kegiatan perjenis usaha 

pemanfaatan hutan tetapi terdapat SOP yang isinya sebagian tidak sesuai dengan 

kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan atau tidak memenuhi pedoman atau 

ketentuan teknis./ 

2. Verifier 2.3.2 : Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan. 
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( Bobot : 2 ) 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Implementasi SOP tahapan kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PBPH 

PT Mahakam Persada Sakti secara umum telah sesuai antara isi dalam SOP 

dengan pelaksanaannya di lapangan, namun demikian masih ditemukan beberapa 

implementasi di lapangan yang belum sepenuhnya sesuai yaitu : 

- Risalah Hutan : Telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi tegakan tanaman (Pre 

Harvest Inventory) namun intensitas sampling yang digunakan belum sesuai 

ketentuan (IS = 5%) 

- Pembukaan Wilayah Hutan : masih ditemukan sebagian outlet saluran drainase 

langsung ke badan sungai tanpa adanya silt trap 

- Penyiapan Lahan : Sebagian lahan dengan kelerengan curam tidak dibuat 

terasering sehingga menimbulkan run off yang mengakibatkan sebagian 

rumpukan tersebar ke jalur bersih 

- Pemanenan : masih dijumpai sebagian TPn tidak bersesuaian antara lokasi di 

peta micro planning dengan lokasi di lapangan 

3. Verifier 2.3.3 

( Bobot : 2 ) 

: Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya alam 

menjamin kelestarian hutan. 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Selama periode 6 (enam) tahun terakhir PBPH PT Mahakam Persada Sakti telah 

melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan yang 

dimanfaatkannya, berupa usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya hutan 

tanaman. Total realisasi penanaman adalah sebesar 17.012,10 Ha dengan rincian 

sebagai berikut : 

Tahun 

Rencana 

(Ha) 

Realisasi (Ha) 

% Karet, 

Acacia, 

Eucalyptus 

Acacia Eucalyptus Total 

2019 5.408,40 0 1.422,90   1.422,90  26,31 % 

2020 5.567,60 0 2.469,10   2.469,10 44,35 % 

2021 5.841,90 16,40 1.250,20   1.266,60 21,68 % 

2022 6.000,94 427,60 2.621,60   3.049,20 50,81 % 

2023 6.726,30 1.248,60 4.072,30   5.320,90 79,11 % 

2024 4.056,84 68,10 3.415,30   3.483,40 85,86 % 

Rata-rata Pencapaian 51,35 % 

Rata-rata realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi / 

regenerasi / pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan selama periode 

audit adalah sebesar 51,35 % dari RKTPH. 

Nilai Kinerja Indikator : 10  / 15 x 100%  = 66,67  %  ( SEDANG ) 

Nilai Kematangan/Bobot : 2 
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4) Indikator 2.4 :  

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 

1. Verifier 2.4.1 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha 

pemanfaatan hutan. 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki prosedur penerapan teknologi 

ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya berupa : SOP Micro 

Planning No. Dok. 001-MPS-WS-SOP Rev. 0 tanggal 1 Desember 2016, SOP 

Panen Kayu Hutan Tanaman No. Dok. 003-MPS-WS-SOP Rev. 0 tanggal 1 

Desember 2016 dan Work Instruction RIL Pasca Pemanenan No. Dok. 005-

MPS-WS-WI Rev. 0 tanggal 1 Desember 2016. 

Prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan PBPH PT Mahakam Persada 

Sakti memuat kegiatan perencanaan produksi, persiapan petak tebang dan micro 

planning, persiapan peta kerja, pemahaman kondisi lapangan, perencanaan jalan, 

penandaan batas, pengimasan, operasi pemanenan, penumbangan, pemotongan, 

pengupasan manual, penumpukan di lapangan, penarikan kayu, pengkuran 

produksi harvesting, infield drain, soil ripping dan serah terima ke bagian 

plantation (HOA). 

Hasil telaah kesesuaian isi prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan yang 

dimiliki PT Mahakam Persada Sakti menunjukkan kesesuaian prosedur dengan 

Lampiran XIV PermenLHK No. 8 tahun 2021 terkait pedoman penerapan teknik 

pembalakan berdampak rendah / reduced impact logging.   

2. Verifier 2.4.2 

( Bobot : 2 ) 

: Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki prosedur terkait teknologi 

ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya. Hasil observasi di 

lapangan, khususnya terhadap kegiatan usaha pemanfaatan kayu budidaya 

hutan tanaman, beberapa implementasi penerapan teknologi ramah lingkungan 

yang dilakukan adalah : penggunaan alat pelindung diri sesuai dengan bagian 

kerjanya masing-masing, pembuatan peta micro planning pre harvesting dan 

micro planning for plantation untuk masing-masing compartment, pemasangan 

tanda batas pada compartment yang akan dipanen, penentuan jalur sarad untuk 

lintasan alat berat, pembuatan terasering pada areal dengan kemiringan curam, 

pemilihan lokasi TPn yang datar dan bebas genangan, tidak meninggalkan limbah 

B3/tidak ada tumpahan oli di compartment. Namun demikian masih ditemukan 

sebagian implementasi di lapangan yang tidak sesuai dengan prosedur teknologi 

ramah lingkungan antara lain masih ditemukan sebagian outlet saluran drainase 

langsung ke badan sungai tanpa adanya silt trap sehingga berpotensi 

menimbulkan sedimentasi di badan sungai, sebagian lahan dengan kelerengan 

curam tidak dibuat terasering sehingga menimbulkan run off yang mengakibatkan 

sebagian rumpukan tersebar ke jalur bersih dan sebagian TPn tidak bersesuaian 

antara lokasi di peta micro planning dengan lokasi di lapangan.. 

3. Verifier 2.4.3 

( Bobot : 2 ) 

: Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Mahakam Persada Sakti menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan kayu 

budidaya hutan tanaman. Tingkat kerusakan sumber daya hutan diukur dengan 

menghitung keterbukaan areal, pengukuran keterbukaan areal dilakukan melalui 
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analisa luasan area yang terbuka (jalan, bangunan, sarana prasarana) 

dibandingkan dengan luasan areal yang telah dikerjakan, kondisi existing 

keterbukaan areal pada saat pelaksanaan audit lapangan sebagai berikut : 

Luas Areal yang 

sudah dikerjakan 

Harvest In 

Progress (HIP) 

Luas Jalan & 

Sarana Prasarana 

(Ha) 

Keterbukaan 

Areal (%) 

14.111,10 Ha 61,50 Ha 309,90 Ha 2,63 % 

Hasil analisa keterbukaan areal menunjukkan keterbukaan areal sebesar 309,90 Ha 

atau 2,63 % dari luas areal. 

Nilai Kinerja Indikator : 13 /15 x 100 %  = 86,67  %  ( BAIK ) 

Nilai Kematangan/Bobot : 3 

 

 

5) Indikator 2.5 :  

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan 

dokumen perencanaan yang telah disetujui. 

1. Verifier 2.5.1 

( Bobot : 1 ) 

: Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan 

ketentuan. 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Selama periode 6 (enam) tahun terakhir dan tahun berjalan PBPH PT 

Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen RKTPH yang telah disahkan 

sebagai berikut :  

RKT 

Tahun 
SK 

Rencana Kegiatan  

Produksi 
Keterangan 

2019 SK Direktur PT 

Mahakam Persada 

Sakti Nomor SK-

01/MPS/0701/2019 

tanggal 7 Januari 

2019  

Land Clearing 

Pada Hutan Alam 

Tersedia lengkap : 

- SK RKT 

- Dokumen 

RKT 

- Peta RKT 

Revisi 

RKT 

2019  

SK Direktur PT 

Mahakam Persada 

Sakti Nomor SK-

09/MPS/0507/2019 

tanggal 5 Juli 2019  

Land Clearing 

Pada Hutan Alam 

Tersedia lengkap : 

- SK RKT 

- Dokumen 

RKT 

- Peta RKT 

2020 SK Direktur PT 

Mahakam Persada 

Sakti Nomor SK-

01/MPS/0201/2020 

tanggal 2 Januari 

2020  

Land Clearing 

Pada Hutan Alam 

Tersedia lengkap : 

- SK RKT 

- Dokumen 

RKT 

- Peta RKT 

2021 SK Direktur PT 

Mahakam Persada 

Sakti Nomor SK-

01/MPS/0401/2021 

tanggal 4 Januari 

2021  

Land Clearing 

Pada Hutan Alam 

&  

Kayu Budidaya 

Hutan Tanaman 

Tersedia lengkap : 

- SK RKT 

- Dokumen 

RKT 

- Peta RKT 
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2022 SK Direktur PT 

Mahakam Persada 

Sakti Nomor SK-

01/MPS/0101/2022 

tanggal 1 Januari 

2022 

Land Clearing 

Pada Hutan Alam 

&  

Kayu Budidaya 

Hutan Tanaman 

Tersedia lengkap : 

- SK RKT 

- Dokumen 

RKT 

- Peta RKT 

2023 SK Direktur PT 

Mahakam Persada 

Sakti Nomor SK-

01/MPS/0101/2023 

tanggal 1 Januari 

2023 

Land Clearing 

Pada Hutan Alam 

&  

Kayu Budidaya 

Hutan Tanaman 

Tersedia lengkap : 

- SK RKT 

- Dokumen 

RKT 

- Peta RKT 

2024 SK Direktur PT 

Mahakam Persada 

Sakti Nomor SK-

01/MPS/RKTPH/ 

2601/2024 tanggal 22 

Februari 2024 

Kayu Budidaya 

Hutan Tanaman  

Tersedia lengkap : 

- SK RKT 

- Dokumen 

RKT 

- Peta RKT 

b) Hasil verifikasi di lapangan terhadap menunjukkan kesesuaian pemanfaatan 

hutan dengan inventarisasi potensinya. 

2. Verifier 2.5.2 

( Bobot : 1 ) 

: Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a. PBPH PT Mahakam Persada Sakti telah membuat peta rencana kerja tahunan 

selama periode tahun 2019 s.d 2024. Peta dibuat oleh personil Ganis PHPL-

Canhut dan telah disetujui oleh Direktur PT Mahakam Persada Sakti. 

b. Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT Mahakam Persada Sakti 

juga dilengkapi dengan peta kerja antara lain :  

- Peta Micro Planning Pre Harvesting Comp D706 dengan skala 1 : 2.000 

- Peta Micro Planning For Plantation Comp D707 dengan skala 1 : 2.240 

- Peta PSP Comp B036 dengan skala 1 : 3.400 

- Peta PMA Comp D169 dengan skala 1 : 3.000 

- Pete PHI Comp A098 (tanpa skala peta) 

- Peta Rencana Pemanenan Comp D080 (tanpa skala peta) 

- Peta Kerja RWA HQA Comp D707 dengan skala 1 : 2.774 

- Peta Kerja PQA Comp F075 dengan skala 1 : 6.012 

- Peta Kerja QA MSC Comp F084 dengan skala 1 : 3.846 

c. Batas-batas peta kerja yang dibuat PT Mahakam Persada Sakti telah sesuai 

dengan peta RKTPH namun sebagian peta tidak mencantumkan informasi 

skala dan tidak memperhatikan keberadaan kawasan yang dilindungi seperti 

kawasan lindung sempadan sungai. 

3. Verifier 2.5.3 

( Bobot : 2 ) 

: Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha 

pemanfaatan hutan dengan peta kerja 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Penandaan batas blok usaha pemanfaatan hutan di areal PBPH PT Mahakam 

Persada Sakti telah dilakukan setiap tahunnya. Hasil observasi di lapangan pada blok 

RKT 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa sebagian batas blok RKT adalah berupa 

jalan atau alur dan sebagian berupa penandaan di lapangan seperti pembuatan 
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papan / plang RKT, pemasangan patok batas dan identitas RKT, patok batas dan 

identitas kompartemen.  

Hasil pemeriksaan batas blok berupa jalan maupun penandaan di lapangan 

menunjukkan kesesuain dengan peta kerja. Penandaan di lapangan juga telah 

dilakukan termasuk pada kawasan lindung yaitu :  

• Pada titik koordinat N 0˚43’34.762”, E 116˚57’40.182” terdapat papan / plang 

kawasan lindung Sempadan Sungai Beno yang terletak pada perbatasan antara 

sempadan sungai dengan kompartemen F098 blok RKT 2024. 

• Terdapat penandaan pada Sempadan Sungai Beno berupa Pal batas pipa 

paralon warna putih dengan cat warna merah pada bagian atasnya, bertuliskan 

MPS KL dan terlihat dengan jelas di lapangan. 

4 Verifier 2.5.4 

( Bobot : 2 ) 

: Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka 

pendek 

NILAI KINERJA : BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Selama periode 6 (enam) tahun terakhir PBPH PT Mahakam Persada Sakti telah 

melakukan kegiatan produksi berupa usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 

budidaya hutan tanaman dan land clearing hasil hutan kayu tumbuh alami. Total 

realisasi pemanenan kayu tumbuh alami adalah sebesar 1.684,08 m3 dan total 

pemanenan kayu budidaya hutan tanaman adalah sebesar 545.444,40 m3 dengan 

rincian sebagai berikut : 

RKT 
RENCANA (m3) REALISASI (m3) 

 (%) 
LOA HT TOTAL LOA HT TOTAL 

2019 15.055,46 0 15.055,46 392,15 0 392,15 2,60 

2020 6.483,81 0 6.483,81 1.031,51 0 1.031,51 15,91 

2021 1.114,68 184.079 185.193,68 73,20 17.028,66 17.101,86 9,23 

2022 1.196,40 325.269 326.465,40 187,22 151.539,38 151.726,60 46,48 

2023 320,16 303.734 304.054,16 0 233.798,29 233.798,29 76,89 

2024 0 179.097 179.097,00 0 143.078,07 143.078,07 79,89 

Rata-rata pencapaian 38,50 

Rata-rata realisasi jumlah produksi 38,50% atau < 50% dari volume produksi yang 

direncanakan 

Nilai Kinerja Indikator : 13 /18 x 100 %  = 72,22  %   ( SEDANG ) 

Nilai Kematangan/Bobot : 2 

 

6) Indikator 2.6 :  

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan 

hutan. 

 

1. Verifier 2.6.1 

( Bobot : 1 ) 

 

: Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan 

keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan 

Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Hasil Analisis Kondisi Kemampuan Finansial PT Mahakam Persada Sakti periode 

tahun 2019 – 2023  berdasarkan neraca keuangan dan laporan laba rugi yang 

disusun oleh Kantor Akuntan Publik diperoleh hasil sebagai berikut : 
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No Parameter 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Likuiditas 100 – 150 

% 

< 100 

% 

< 100 % < 100 % 100 – 150 

% 

2. Solvabilitas 100 – 150 

% 

< 100 

% 

100 – 150 

% 

100 – 150 % 100 – 150 

% 

3. Profitabilitas Negatif Negatif Negatif Negatif Negatif 

Berdasarkan Laporan Auditor Independen selama periode tahun 2019 – 2023 

seluruh opini yang diberikan adalah laporan keuangan menyajikan secara wajar. 

 

2. Verifier 2.6.2 

( Bobot : 1 ) 

 

: Realisasi Alokasi dana yang proporsional 

(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force 

majeur / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam 

RKAP dianggap 100 %) 

NILAI KINERJA : BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Hasil analisis realisasi alokasi dana yang proporsional berdasarkan rencana kerja 

dan anggaran perusahaan PBPH PT Mahakam Persada Sakti selama periode tahun 

2019 – 2023  adalah sebagai berikut :   

No Parameter 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Alokasi Maks 218,79 % 131,89 

% 

160,03 % 189,59 % 194,72 % 

2. Alokasi Min 24,60 % 0 % 44,45 % 0 % 0 % 

3. Perbedaan 194,19 % 131,89 

% 

115,58 % 189,59 % 194,72 % 

Rata-rata  165,19 % 

Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proposional (perbedaan lebih 

dari > 50%) 

3. Verifier 2.6.3 

( Bobot : 2 ) 

 

: Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan 

Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan 

publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan 

ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS). 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Hasil analisis realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan rencana kerja 

dan anggaran perusahaan PBPH PT Mahakam Persada Sakti selama periode tahun 

2019 – 2023 adalah sebagai berikut :    

N

o 
Parameter 

Dalam Ribuan Rp (x 1.000) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Rencana 36.548.355 56.714.010 64.715.101 68.594.591 129.384.570 

2. Realisasi 55.497.920 55.077.101 42.249.936 85.118.814 144.898.780 

3. Persentas

e 

151,85% 97,11% 65,29% 124,19% 111,99% 

Rata-rata  110,09 % 

Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan berdasarkan RKAP yang dibuat 

mencukupi > 80 % dari kebutuhan  

4 Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar. 
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( Bobot : 2 ) 

NILAI KINERJA : SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan rencana kerja dan anggaran perusahaan PBPH PT Mahakam Persada 

Sakti selama periode tahun 2019 – 2023, hasil analisis realisasi pendanaan untuk 

kegiatan teknis kehutuanan meliputi perencanaan, pengadaan bibit, penanaman, 

pemeliharaan tanaman dan perlindungan hutan adalah sebagai berikut :   

 

N

o 

Parameter 

Dalam Ribuan Rp (x 1.000) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Rencana 21.771.539 44.357.600 43.447.030 46.367.610 89.676.874 

2. Realisasi 36.786.980 37.911.807 24.048.312 60.823.587 112.632.579 

3. Persentas

e 

168,97% 85,47% 55,35% 31,18% 125,60% 

Rata-rata  113,31 % 

Berdasarkan verifikasi terhadap tata waktu kegiatan teknis kehutanan selama 

periode audit, dari 6 (enam) RKT yang diterbitkan, 4 (empat) diantaranya terdapat 

carry over (2020, 2021, 2023 & 2024) sehingga tidak sesuai dengan tata 

waktunya. 

5. Verifier 2.6.5 

( Bobot : 2 ) 

: Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan. 

NILAI KINERJA : BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan rencana kerja dan anggaran perusahaan PBPH PT Mahakam Persada 

Sakti selama periode tahun 2019 – 2023, hasil analisis realisasi modal untuk 

kegiatan pembinaan hutan meliputi pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan 

dan perlindungan hutan adalah sebagai berikut  

N

o 
Parameter 

Dalam Ribuan Rp (x 1.000) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Rencana 15.256.513 33.677.913 33.903.816 33.816.987 60.492.904 

2. Realisasi 30.548.716 31.241.171 18.494.688 52.789.147 84.712.669 

3. Persentas

e 

200,23% 92,76% 54,55% 156,10% 140,04% 

Rata-rata  128,74% 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi modal untuk kegiatan 

pembinaan hutan selama periode audit sebesar 128,74 % atau ≥ 80 % dari jumlah 

yang direncanakan. 

Nilai Kinerja Indikator : 19 /24 x 100%  = 79,17 %  ( SEDANG ) 

Nilai Kematangan/Bobot : 2 
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3. Kriteria : EKOLOGI 

9) Indikator 3.1 :  

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) 

1

. 

Verifier 3.1.1 

(Bobot : 1) 

: Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, 

serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT 

NILAI 

KINERJA 

: BAIK  / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Dokumen lingkungan PT MPS yang memuat luas kawasan lindung yakni Addendum 

ANDAL Tahun 2018 yang disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kaltim No. 

503/1846/LINGK/ DPMPTSP/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018. Luas kawasan lindung 

yang dicadangkan sebesar 3.308 Ha dari luas kajian 24.967,89 Ha. 

b) Dokumen perencanaan PT MPS yang mengatur alokasi kawasan lindung yakni 

Dokumen Perubahan RKUPH Tahun 2023 Periode 2022 – 2031 yang disetujui oleh 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK. 13418/MenLHK-

PHL/PUPH/HPL.1/ 12/2023 tanggal 22 Desember 2023. Luas kawasan lindung sebesar 

3.812,76,77 Ha. 

Alokasi kawasan lindung saat ini sesuai dengan Dokumen Perubahan RKUPH Tahun 2023 

Periode 2022 – 2031 dan telah ditetapkan oleh direksi melalui penerbitan Surat Keputusan 

Direksi PT Mahakam Persada Sakti No. 18/DIR/MPS/X/2023 tanggal 21 Oktober 2023. Luas 

kawasan lindung PBPH PT MPS ditunjukkan pada tabel berikut. 

No. 
Jenis Kawasan 

Lindung 

Luas Kawasan Lindung (Ha) 

Addendum ANDAL 

Tahun 2018 

(24.967,89 ha) 

Perubahan RKUPH 

Tahun 2023 Periode 

2022-2031 

(24.968,45 Ha) 

1. Kawasan lindung 

lainnya 

Tidak dirinci, namun 

perubahan posisinya 

sudah digambarkan di 

peta dengan luas total 

areal KL sebesar 

3.308 ha 

1.518,16 

2. KPPN 499,30 

3. KPSL 336,97 

4. Sempadan sungai 1.458,33 

Jumlah 3.308 3.812,76 

c) PT Mahakam Persada Sakti memiliki data/informasi hasil identifikasi Areal Bernilai 

Konservasi Tinggi (ABKT) di dalam areal PBPH PT Mahakam Persada Sakti, dengan 

keberadaan dokumen: 

1. Laporan Kegiatan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi Tahun 2016, dibuat oleh PT 

MPS dan bekerjasama dengan PT Ecositrop. Berdasarkan laporan tersebut telah 

terindentifikasi areal NKT yaitu NKT 1, NKT 4 dan NKT 5 dengan luas keseluruhan 

3.148 ha atau 12,38% dari luas konsesi PT MPS seluas 25.410 Ha. 

2. Monitoring Terpadu Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan Konservasi 

Orangutan Pada Kawasan Hutan Tanaman Industri PT Mahakam Persada Sakti 

Tahun 2023, dilaksanakan oleh PT MPS dan bekerjasama dengan PT Ecositrop. 

3. Monitoring Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna di PBPH PT Mahakam 

Persada Sakti Tahun 2023, dilaksanakan oleh PT MPS dan bekerjasama dengan 

PT Ecositrop. 

d) Berdasarkan pemeriksaan lapangan pada Sempadan Sungai Beno (0˚43’38,706” N 

116˚57’41,496” E); Areal Konservasi Kompartemen G.050 (0˚44’13,326” N 
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117˚0’22,668” E); KPPN (0˚44’31,446” N 117˚1’57” E); Sempadan Sungai Telaga 

(0˚39’2,526” N 116˚53’1,974” E); dan anak sungai Telaga/Tanah Hitam (0˚38’49,368” N 

116˚56’58,896” E), diketahui letak/lokasi kawasan lindung sesuai dengan alokasi 

dokumen perencanaan RKUPHHK-HTI Tahun 2023 Periode 2022 – 2031. 

2

. 

Verifier 3.1.2 

(Bobot : 2) 

 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau 

deliniasi ABKT 

NILAI 

KINERJA 

: BAIK  / Nilai Aktual : 3x2=6 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Realisasi penataan batas kawasan yang dilindungi sampai dengan audit Resertifikasi S-

PHL PT Mahakam Persada Sakti tahun 2024 sebesar 141,80 Km (78,083% dari panjang 

batas total 181,60 Km), secara lebih rinci ditunjukkan pada tabel berikut : 

No. Kawasan Lindung 
Panjang Batas 

Kawasan Lindung (km) 

Realisasi Penataan 

Batas Kawasan Lindung 

(Km) 

1. KPPN 13,5 8,50 

2. KPSL 10,1 10,00 

3. Sempadan Sungai 128,1 113,10 

4. 
Kawasan lindung 

lainnya 
29,9 10,20 

 Jumlah  181,60 
141,80 

(78,083%) 

b) Berdasarkan uji petik kesesuaian kawasan lindung ditemukan kondisi berikut : 

- Pada Sempadan Sungai Beno (0˚43’38,706” N 116˚57’41,496” E - 0˚43’36,096” N 

116˚57’50,742” E), diketahui tanda batas kawasan lindung yang dibuat merupakan 

pemeliharaan batas lama, bukan penandaan batas baru. Hal ini dibuktikan dari 

ditemukannya beberapa tanda batas yang lama (baik patok lama maupun tanda cat 

merah di pohon yang sudah lama) 

- Papan informasi kawasan lindung serta patok batas rintis KPPN dan Sempadan 

Sungai tidak sesuai dengan teknis penandaan yang diatur prosedur 

- Plang nama KPSL pada koordinat 0˚44’31,446” N 117˚1’57” E berada di wilayah 

batas KPPN 

- Plang nama KPPN pada koordinat 0˚44’44,304” N 117˚0’51,396” E berada di batas 

Kawasan Lindung Lainnya. 

3

. 

Verifier 3.1.3  

(Bobot : 1) 

 Kondisi penutupan kawasan lindung/ rehabilitasi kawasan lindung 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) PT MPS memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2024 (Komposit Citra Sentinel L2A 

TCI T50NMF Liputan tanggal 4 April 2024). Peta ini dibuat oleh GANISPH Perencanaan 

Hutan atas nama Basuki Aprijanto (No. Reg. 01200002705). Berdasarkan overlay peta 

penafsiran citra satelit ini, areal kawasan lindung dengan penutupan berhutan seluas 

1.910 Ha (72,56%), secara lebih rinci ditunjukkan pada tabel berikut: 

Jenis Kawasan 

Lindung 

Penutupan Lahan (Ha) 

Hutan 

Lahan 

Belukar 

Tua 

Belukar 

Muda 

Lahan 

Terbuka 

Tertutup 

Awan 
Total 
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Kering 

Sekunder 

KPPN 212 44 23 42 179 499 

KPSL 105 - 43 14 175 337 

Sempadan 

Sungai 
- 542 562 5 349 1.458 

Kawasan lindung 

lainnya 
76 931 20 13 478 1.518 

TOTAL 392 1.518 648 74 1.181 3.813 

Persentase (1.910 / *2.632) x 100% = 72,56% 

* Areal tertutup awan tidak diperhitungkan sebagai pembanding (2.632 Ha) 

b) Selama periode audit, PT MPS melaksanakan penanaman pada kawasan lindung 

dengan realisasi 12,875 Ha (53,56% dari rencana penanaman 24,04 Ha). Jenis yang 

ditanam diantaranya Kapur, Meranti Balangeran, Durian, Rambai, Mahoni, Trembesi, 

dan lainnya.  

c) Hasil pemeriksaan lapangan pada Sempadan Sungai Beno (0˚43’38,706” N 

116˚57’41,496” E) dan areal KPPN (0˚44’31,446” N 117˚1’57” E) mayoritas LOA/hutan 

sekunder dan belukar tua; pada Kawasan Lindung Lainnya / Areal Konservasi berupa 

hutan sekunder, belukar tua, dan belukar muda; Pada Sempadan Sungai Telaga 

(0˚39’2,526” N 116˚53’1,974” E) mayoritas belukar tua dan belukar muda; sedangkan 

pada Anak Sungai Telaga/Tanah Hitam (0˚38’49,368” N 116˚56’58,896” E), penutupan 

berupa hutan sekunder yang diselingi sawit dan karet karena merupakan areal klaim 

masyarakat. 

 

4

. 

Verifier 3.1.4  

( Bobot : 2) 

 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka 

verifier ini menjadi Not Aplicable). 

NILAI 

KINERJA 

: NOT APPLICABLE  / Nilai Aktual : - 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Areal PT Mahakam Persada Sakti tidak memiliki fungsi ekosistem gambut sehingga verifier 

ini tidak dapat diterapkan. 

5

. 

Verifier 3.1.5  

(Bobot : 2) 

 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 a) Berdasarkan observasi lapangan masih ditemukan aktifitas masyarakat di kawasan 

lindung, diantaranya : 

- Pada Sempadan Sungai Beno (0˚43’35,958” N 116˚57’41,388” E) terdapat sisa kayu 

tebangan jenis Ulin (2-3 papan kayu) 

- Pada Sempadan Sungai Telaga/Tanah Hitam (0˚38’49,368” N 116˚56’58,896” E), areal 

kanan-kiri sungai telah di klaim oleh masyarakat dan ditanami jenis Kelapa Sawit dan 

Karet. Hal ini juga ditemukan di areal kawasan lindung lainnya (0,7040341 N 

117,03167081 E) bahwa areal kawasan lindung sudah dirambah menjadi ladang 

masyarakat. 

b) Dalam upaya mendapatkan pengakuan keberadaan kawasan lindung, PT MPS telah 

mengadakan sosialisasi kawasan lindung dengan timeline sebagai berikut : 
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Tahun Beno Harapan Mugi 

Rahayu 

Batu Timbau Himba Lestari 

2019 √ --- --- --- 

2020 √ √ √ --- 

2021 √ --- √ √ 

2022 √ --- √ --- 

2023 --- √ √ --- 

2024 --- √ --- √ 

Ket : √ = Diadakan sosialisasi kawasan lindung 

Sesuai dengan tabel diatas, diketahui sosialisasi kawasan lindung belum lengkap pada 

setiap desa binaan setiap tahun. Kegiatan sosialisasi ini belum sampai pada tahap Nota 

Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU). 

c) Selama periode audit 6 tahun terakhir, PT MPS telah mengadakan sosialisasi kawasan 

lindung pada karyawan yang didokumentasikan dalam : 

1. BA Kegiatan Patroli dan Sosialisasi Kepada Masyarakat tanggal 24 Mei 2024 

2. BA Kegiatan Induksi Karyawan oleh HSE tanggal 31 Mei 2024 

3. BA Kegiatan HSE Talk Kontraktor tanggal 4 Juni 2024 

4. BA Kegiatan Induksi Karyawan dan Kontraktor oleh HSE tanggal 31 Juli 2024 

5. BA Kegiatan HSE Talk Kontraktor tanggal 10 Juli 2024 

6. BA Kegiatan Sharing Knowledge GAP Batch 18 tanggal 19 Juli 2024 

7. BA Kegiatan Health and Safety Talk (Karyawan) tanggal 29 Agustus 2024 

8. BA Kegiatan HSE Talk to Kontraktor tanggal 16 Agustus 2024 

9. BA Kegiatan Sharing Knowledge MAP Batch 16 tanggal 17 September 2024 

 

6

. 

Verifier 3.1.6  

(Bobot : 1) 

 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata 

ruang yang ada di dalam RKUPH. 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 a) Kegiatan pengelolaan kawasan lindung PT Mahakam Persada Sakti diatur dalam SOP 

Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung No. 023-MPS-EHS-SOP tanggal terbit 1 

Desember 2016 Revisi 1 tanggal 18 September 2023. Selama periode audit 6 tahun 

terakhir, PT MPS telah melaksanakan beberapa pengelolaan kawasan lindung dan 

didokumentasikan dengan baik, diantaranya ditunjukkan pada tabel berikut.  

No. Kegiatan 

Pengelolaan  
Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung 

1. Penataan dan 

pemeliharaan batas 

kawasan lindung 

1. BA Pemasangan Patok SS. Tanah Hitam dan 

Anak Sungai Beno tanggal 20 November 2019 

2. Berita Acara Pemasangan Patok Penandaan KBKT 

Sempadan Sungai tanggal 23 November 2020 

3. BA Kegiatan Pemasangan Patok KBKT (SS. Beno) 

tanggal 20 November 2021 

4. BA Kegiatan Pemasangan Patok Konservasi SS. 

Beno tanggal 16 Februari 2022 
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5. BA Kegiatan Pemasangan Patok Konservasi 

KPPN tanggal 20 Desember 2022 

6. BA Kegiatan Pemasangan Patok KBKT (SS. Beno) 

tanggal 7 September 2023; 11 September 2023; 

dan 13 September 2023 

7. BA Kegiatan Pemasangan Patok KBKT KPPN 

tanggal 12 Juli 2023 

8. BA Pemasangan dan Pemeliharaan Patok 

Konservasi tanggal 5 Agustus 2024 

9. BA Pemasangan dan Pemeliharaan Patok 

Konservasi Sempadan Sungai Beno tanggal 8 

September 2024 

2. Perlindungan dan 

pengamanan 

kawasan lindung 

(patroli areal dan 

pemutusan akses 

ke kawasan lindung) 

1. BA/Laporan Patroli Kawasan Lindung Bulanan 

2. Laporan Patroli Harian Security (Daily Patrol 

Report) 

3. Laporan secara elektronik via SIPONGI 

4. Laporan Monitoring FDR 

5. Laporan Patroli Fire Safety 

3. Rehabilitasi 

kawasan lindung  

1. BA Kegiatan Pengayaan Kawasan Lindung 

tanggal 27 November 2019 

2. Berita Acara Kegiatan Pengelolaan Lingkungan 

Pengayaan Tanaman di Kawasan Lindung 

Sempadan Sungai Beno tanggal 24 November 

2020 dan 30 November 2020. 

3. BA Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Pengayaan 

Tanaman di Kawasan Sempadan Sungai Tanah 

Hitam Blok B (tanggal 21 Agustus 2021; tanggal 

25 September 2021; dan tanggal 27 November 

2021)  

4. BA Pengayaan Tanaman SS. Beno Hulu Tanggal 

27 November 2022 

5. BA Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Pengayaan 

Tanaman di Blok F097 tanggal 8 Oktober 2023.   

6. BA Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Pengayaan 

Tanaman di Kawasan Lindung SS. Beno tanggal 

29 Juni 2024 dan SS. Telaga tanggal 11 Juli 2024 

4. Pemantauan 

vegetasi dan satwa 

liar di kawasan 

lindung 

1. Laporan Monitoring Terpadu Areal Bernilai 

Konservasi Tinggi (ABKT) dan Konservasi Orang 

Utan PT Mahakam Persada Sakti tahun 2019. 

2. Laporan Monitoring Terpadu Kawasan Bernilai 

Konservasi Tinggi (KBKT) dan Konservasi 

Orangutan Pada Kawasan Hutan Tanaman 

Industri PT Mahakam Persada Sakti Tahun 2023 

3. Laporan Monitoring Keanekaragaman Hayati 

Flora dan Fauna di PBPH PT Mahakam Persada 

Sakti Tahun 2023 

4. BA Kegiatan Identifikasi Tegakan Tinggal dan 

Pemantauan Satwa di Areal Kompartemen 
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tanggal 28 Maret 2024; tanggal 30 Mei 2024; 

tanggal 4 Juni 2024; dan tanggal 31 Juli 2024 

5. Laporan Identifikasi Flora Fauna PT Mahakam 

Persada Sakti tahun 2021 – Sem. I 2024 

b) PBPH PT Mahakam Persada Sakti telah membuat Laporan Pelaksanaan RKL-RPL 

selama periode 6 tahun terakhir dan dilaporkan pada instansi terkait, yakni BPHP Wil. XI 

Kaltim; Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur; Dinas Kehutanan Pemprov. 

Kaltim; Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai Timur; dan UPTD KPHP Bengalon Kab. 

Kutim. Pelaporan secara eletronik dilakukan mulai Semester II tahun 2023 melalui via 

SIMPEL (https://simpel.menlhk.go.id/). 

c) Laporan pengelolaan kawasan lindung belum tersedia diantaranya :  

- Laporan sosialisasi kawasan lindung belum lengkap di desa binaan 

- Tidak ada pengelolaan di KPSL pada periode 6 tahun terakhir 

- Laporan identifikasi flora fauna tidak tersedia pada tahun 2020 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: (17 / 21) x 100% = 80,95% = BAIK 

Nilai 

Kematangan/ 

Bobot 

: 3 

 

10) Indikator 3.2 :  

Perlindungan dan pengamanan hutan 

1. Verifier 3.2.1  

( Bobot : 1) 

: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari 

perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan 

pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Jenis gangguan hutan PT Mahakam Persada Sakti, terdiri dari : 1) Perambahan kawasan 

hutan; 2) Pemanenan atau penebangan tanpa izin; 3) Pencegahan dan Pemadaman 

Kebakaran. Selain itu, jenis gangguan lain yang berpotensi di areal PBPH PT Mahakam 

Persada Sakti yaitu Hama dan Penyakit Tanaman. Dalam upaya mencegah dan mengatasi 

potensi gangguan hutan tersebut, PT Mahakam Persada Sakti telah membuat prosedur 

terkait perlindungan dan pengamanan hutan, diantaranya sebagai berikut : 

No. Prosedur Deskripsi 

1. SOP Perlindungan dan 

Pengamanan Hutan, No. 021-

MPS-SSL-SOP, Tanggal Terbit 

: 3 Desember 2018, Tanggal 

Revisi/Revisi Ke-: --/0. 

 

Prosedur ini menjelaskan terkait pengendalian 

karhutla, kebakaran bagunan/gedung, 

tumpahan bahan bakar/pelumas dan tumpahan 

bahan kimia, gangguan alam, penanganan 

huru-hara dan demonstrasi, pengendalian 

pembalakan dan perburuan liar satwa 

dilindungi, dan pengendalian ladang 

berpindah. 

SOP belum mencantumkan acuan : 

https://simpel.menlhk.go.id/
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- PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 

1 April 2021 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 

Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung 

dan Hutan Produksi 

- PermenLHK No. P.32 Tahun 2016 tentang 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 

2. SOP Penanganan Klaim, 

Tuntutan, Bantuan dan 

Pembalakan Liar, No. 001-

MPS-SSL-SOP, Tanggal Terbit 

: 1 Desember 2016, Tanggal 

Revisi/Revisi Ke-: --/0. 

 

Penanganan klaim dilakukan dengan 

identifikasi klaimer, melakukan 

pendekatan/mediasi, bekerjasama dengan 

pemerintah desa atau instansi terkait. 

Alternatif penyelesaian masalah juga dijelaskan 

berupa isolasi lahan, saguh hati (pembayaran 

dana), kemitraan pola HTR, dan kemitraan 

lainnya. Sementara itu, penanganan 

pembalakan liar dilakukan mulai dari 

pencatatan kasus illegal logging yang terjadi, 

pemberantasan melalui pengusiran terhadap 

pelaku dan penyitaan barang bukti, 

bekerjasama dengan pemerintah desa atau 

instansi berwenang untuk mencari jalan 

tengah, dan pembuatan laporan. Prosedur ini 

tidak mencantumkan rujukan aturan 

perundangan terkait, seperti PermenLHK 

Nomor 8 Tahun 2021 (Lamp. V) 

3. SOP Penyelesaian Konflik 

Lahan, No. 018-MPS- SSL-

SOP Tanggal Terbit 1 

November 2018 Tanggal 

Revisi/Revisi : 1 Januari 

2023/1. 

 

Prosedur menjelaskan tahapan pemetaan 

konflik lahan meliputi tahapan persiapan awal 

(pembentukan dan pembekalan tim, kajian 

data primer dan sekunder, analisa konflik, 

perumusan kesimpulan dan rekomendasi, 

serta pelaporan. Prosedur telah 

mencantumkan rujukan aturan perundangan 

terkait, seperti PermenLHK Nomor 8 Tahun 

2021. 

4. SOP Penyelesaian Tumpang 

Tindih, No. 023-MPS-SSL-SOP 

Tanggal Terbit 20 Januari 

2023, Tanggal Revisi/Revisi : -

-/0. 

Tahapan penyelesaian tumpang tindih lahan 

diantaranya identifikasi lokasi tumpang tindih, 

pemeriksaan legalitas perizinan, pelaporan ke 

instansi terkait, monitoring dan evaluasi. 

Prosedur telah mengacu pada aturan 

perundangan terkait. 

5. SOP Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan, No. 017-

MPS-EHS-SOP, Tanggal 

Terbit: 1 Desember 2016, 

Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 3 

Juli 2023/1. 

 

Prosedur menjelaskan terkait kebijakan zero 

burning, organisasi dan tanggung jawab tim, 

penilaian FDR, patroli karhutla, pemantauan 

dari menara api, menjelaskan teknis 

pemadaman kebakaran, peralatan kebakaran, 

dan pelaporan kejadian kebakaran. Prosedur 

telah mencantumkan rujukan aturan 
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perundangan terkait, seperti PermenLHK No. 

P.32 Tahun 2016 

6. SOP Monitoring Hama dan 

Penyakit Tanaman, No. 001-

MPS-RND-SOP, Tanggal Terbit 

: 1 Desember 2016, Tanggal 

Revisi/Revisi Ke-: --/0. 

Pelaksanaan monitoring hama penyakit 

dilakukan melalui sistem pengamatan tetap, 

penentuan plot, penentuan frekuensi 

pengamatan, serta pelaporan dan penanganan 

hasil pengamatan.  

7. SOP Pengelolaan Dampak dari 

Spesies Invasif, No. 029-MPS-

EHS-SOP, Tanggal Terbit : 2 

Desember 2021, Tanggal 

Revisi/Revisi Ke-: --/0. 

Tahapan dilakukan dengan identifikasi jenis 

pohon yang termasuk eksotis invasif, analisa 

resiko, dan penetapan status resiko invasif. 

Penetapan spesies invasif berdasarkan 

PermenLHK P.94 tahun 2016 Lampiran I dan 

II. Pengendalian dilakukan melalui eradikasi, 

pemusnahan investasi, atau pencegahan 

penyebaran melalui kontrol populasi. Prosedur 

telah mengacu aturan terkait. 

. 

2. Verifier 3.2.2  

(Bobot : 1) 

 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan 

NILAI 

KINERJA 

: BAIK  / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Keberadaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan PBPH PT Mahakam 

Persada Sakti meliputi : 

Jenis Gangguan Hutan Sarana Prasarana yang disediakan 

Pencegahan dan 

Pengendalian Kebakaran 

Hutan 

- Sarana prasarana peralatan pribadi, peralatan tangan, 

peralatan mekanis, dan lainnya sudah lengkap sesuai 

PermenLHK P.32 tahun 2016 untuk kebutuhan 2 regu 

inti, seperti helm pengaman (30 unit), headlamp (30 

unit), sleeping bag (30 unit), gepyok/pemukul api (8 

unit), kapak dua fungsi (8 unit), serta truk tangki air (3 

unit) dan kelengkapannya.  

- Pemantauan karhutla menggunakan drone 

- PT MPS memiliki posko dalkarhutla di Estate Mahakam 

(0˚41’40,308” N 116˚54’50,676”E) 

Perlindungan flora dan 

fauna, Pencegahan 

perambahan dan illegal 

logging 

PT MPS menyediakan sarana prasarana pengamanan hutan, 

diantaranya: 

1. Seragam PDL Security 65 buah 

2. Sepatu PDL Security 22 pasang 

3. Kaos Security 44 buah 

4. Tali Kur dan Peluit 21 buah 

5. Kopel rim 21 buah 

6. Masker 22 buah 

7. Rompi safety 22 buah 
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8. Helm 22 buah 

9. Tongkat T (Baton) 13 buah 

Pada areal PT Mahakam Persada Sakti, sudah tersedia 

portal dan pos jaga, diantaranya : 

1. Pos Security Office MPS (X 0.694914; Y 116.914.233) 

2. Pos Security dan Portal Main Gate Office MPS (X 

0.690778; Y 116.913.723) 

3. Pos Security dan Portal Central Nursery (X 0.703116; Y 

116.931.184) 

4. Pos Security dan Portal Simpang Crossing Beno (X 

0.667807; Y 116.938.704) 

5. Pos Security 88 Blok C (X 0.605412; Y 116.875.608) 

6. Pos Security Logpond (X 0.523644; Y 116.776.012) 

Sarana prasarana dalkarhutla maupun security dinilai memadai sesuai kebutuhan/jumlah 

personil. 

3. Verifier 3.2.3  

(Bobot : 1) 

 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan 

teknologi 

NILAI 

KINERJA 

: BAIK  / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Mahakam Persada 

Sakti saat ini, terdiri dari : 

No. Personil Perlindungan dan 

Pengamanan 

Pelatihan 

1. Regu Inti Dalkarhutla:  

2 regu inti dalkarhutla (15 orang/regu) 

- Kepala Regu Inti I : Jemi 

- Kepala Regu Inti II : Herman 

Saputra 

Seluruh personil telah memiliki 

sertifikat tanda tamat pelatihan 

pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan bagi Manggala Agni (Fire 

Crew) oleh Balai Pelatihan 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  

2. Regu Pendukung Dalkarhutla :  

- Kepala Regu Pendukung : 

Wilhelmus Sulli 

- Anggota : Seluruh karyawan 

Pelatihan internal : 

Pelatihan Kebakaran Hutan dan 

Lahan Manggala Agni 1 tanggal 31 

Juli 2024. Peserta 40 orang 

karyawan internal. 

3. Regu Perbantuan Dalkarhutla / 

Masyarakat Peduli Api : 

- 20 orang dari Desa Beno Harapan, 

sesuai Perjanjian Kerjasama MPA 

No. 020/MPS-Leg/MPA/I/2024 

Tanggal 1 Januari 2024. 

- 15 orang dari Desa Mawai Indah, 

sesuai Perjanjian Kerjasama MPA 

No. 021/MPS-Leg/MPA/I/2024 

Tanggal 1 Januari 2024. 

Pelatihan internal : Tidak Ada 
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4. Regu Security :  

Penyediaan security PT MPS 

bekerjasama dengan PT Satria Elang 

Nusantara (tenaga outsourcing). 

Jumlah total personil 22 orang. 

16 orang telah memiliki Ijazah 

Satuan Pengamanan Kualifikasi 

Gada Pratama dan 1 orang memiliki 

Surat Keterangan telah melakukan 

pelatihan (ijazah belum terbit). 

5. Kerjasama dengan instansi terkait 

(TNI/Polri) : 

Terdapat bukti kerjasama dengan 

Polda Kaltim untuk pengamanan 

bersama di wil PT MPS. 

 

b) Jumlah personel dinilai proporsional berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi 

per tahun) dan aturan perundangan. 

c) Keberadaan personel terlatih (memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidang dalkarhutla 

dan pengamanan hutan), dinilai memadai. 

d) Implementasi pemanfaatan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan 

perlindungan dan pengamanan hutan telah optimal, yakni monitoring hotspot dan 

pelaporan kegiatan pengendalian karhutla melalui website SIPONGI serta drone untuk 

pemantauan karhutla. 

4. Verifier 3.2.4  

( Bobot : 2) 

 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 a) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, teridentifikasi gangguan hutan berikut : 

- Pada Sempadan Sungai Beno (0˚43’35,958” N 116˚57’41,388” E) terdapat sisa kayu 

tebangan jenis Ulin (2-3 papan kayu). Hal ini mengindikasikan masih terdapat 

pembalakan liar oleh masyarakat. 

- Pada Sempadan Sungai Telaga/Tanah Hitam (0˚38’49,368” N 116˚56’58,896” E), 

areal kanan-kiri sungai telah di klaim oleh masyarakat dan ditanami jenis Kelapa Sawit 

dan Karet. Hal ini juga ditemukan di areal kawasan lindung lainnya (0,7040341 N 

117,03167081 E) bahwa areal kawasan lindung sudah dirambah menjadi ladang 

masyarakat. 

- Konflik/klaim lahan oleh masyarakat di wilayah PT MPS sebesar 1.889 Ha belum 

terselesaikan 

b) Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan PBPH PT Mahakam Persada Sakti 

sesuai dengan gangguan hutan yang terjadi diantaranya : 

No. Potensi 

Gangguan Hutan 

Teknis Pencegahan dan Penanganan 

1. Klaim lahan oleh 

masyarakat 

(perladangan dan 

perambahan 

hutan) 

- Sosialisasi terpadu (termasuk larangan 

perladangan/perambahan) 

- Mencatat tamu atau masyarakat yang masuk di 

basecamp 

- Melaksanakan monitoring konflik 

- Menjalin kemitraan program PHBM (Pengelolaan 

Hutan Bersama Masyarakat), Ganti Rugi Tanam 

Tumbuh, dan Program Tali Asih 
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- Pemasangan plang larangan 

perladangan/perambahan 

2. Kebakaran hutan 

dan lahan 

 

- Penyediaan SDM dan sarpras dalkarhutla 

- Checklist dan inspeksi gudang peralatan pemadam 

kebakaran secara berkala 

- Pemasangan plang larangan membakar hutan 

- Menyediakan posko dalkarhutla, menara api, embung 

air 

- Peta Rawan Kebakaran untuk mempermudah 

identifikasi areal rawan kebakaran 

- Pelaporan dalkarhutla dan pengamanan hutan ke 

instansi terkait 

- Bekerjasama dengan perwakilan masyarakat dalam 

pembentukan MPA 

- Safety talk dan safety induction 

3. Penebangan kayu 

atau pembalakan 

liar (illegal 

logging) dan 

perburuan flora 

fauna 

- Pemasangan plang larangan illegal logging, larangan 

perambahan, dan larangan berburu 

- Mencatat tamu atau masyarakat yang masuk di areal 

- Patroli areal 

4. Hama penyakit 

tanaman 
- Perlakuan herbisida/pestisida ramah lingkungan pada 

bibit yang akan ditanam 

- Memiliki prosedur monitoring hama penyakit dan 

penanganannya 

c) Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang belum optimal : 

1. Sosialisasi terpadu terkait karhutla, larangan perambahan, larangan illegal logging, 

dan perlindungan flora-fauna belum dilaksanakan secara rutin pada setiap desa 

binaan 

2. Penyelesaian konflik di areal PT MPS belum maksimal sesuai prosedur 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: (12 / 15) x 100% = 80,00% = SEDANG 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 
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11) Indikator 3.3 :  

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan 

1. Verifier 3.3.1  

( Bobot : 1) 

: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan 

kimia 

NILAI 

KINERJA 

: BAIK  / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen Addendum ANDAL dan RKL RPL tahun 2018, diverifikasi sebagai 

berikut : 

• Kegiatan pengelolaan berdasarkan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yaitu a) 

perubahan iklim mikro; b) perubahan kualitas udara; c) perubahan laju erosi; d) 

perubahan sedimentasi dan puncak aliran permukaan; e) perubahan kualitas air. 

• Kegiatan pemantauan berdasarkan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yaitu a) 

perubahan iklim mikro; b) perubahan kualitas udara; c) perubahan laju erosi; d) 

perubahan transport sedimen dan debit puncak aliran permukaan; e) perubahan 

kualitas air, meningkatnya kadar TSS, kekeruhan dan kadar pestisida. 

Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 

termasuk pengelolaan limbah B3, dapat dilihat pada tabel berikut. 

No. Jenis Pengelolaan 

dan/atau Pemantauan  
Prosedur 

1.  Pengukuran curah hujan, 

suhu udara, dan 

kelembaban udara 

SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, 

No. 017-MPS-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 

Desember 2016, Tanggal Revisi/Revisi Ke-: 3 Juli 

2023/1.  

2.  Pengelolaan limbah B3 

dan limbah domestik 

1. SOP Instalasi Pengelolaan Air Limbah, No. 

027-MPS-EHS-SOP, Tanggal Terbit 1 

Desember 2019, Tanggal Revisi/Revisi ke- : 

18 September 2023/1.  

2. SOP Pedoman Pengelolaan Limbah Domestik 

dan Limbah Non-B3, No. 008-MPS-EHS-SOP, 

Tanggal Terbit 1 Desember 2016, Tanggal 

Revisi/Revisi ke- : 2 Desember 2021/1. SOP 

Pedoman Penyimpanan Limbah B3, No. 009-

MPS-EHS-SOP, Tanggal Terbit 1 Desember 

2016, Tanggal Revisi/Revisi ke- : 2 Desember 

2021/1.  

3.  Pemantauan kualitas air 

sungai dan kualitas tanah 

1. SOP Pemantauan dan Pengukuran Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan, No. 

003-MPS-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 

Desember 2016, Tanggal Revisi/Revisi ke-: 2 

Desember 2021/1.  

2. SOP Pedoman Pemantauan Kepadatan, 

Ketebalan Lapisan Top Soil & Kesuburan 

Tanah, No. 014-MPS-EHS-SOP, Tanggal 

Terbit: `1 Desember 2016, Tanggal 

Revisi/Revisi ke-: --/0. 
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4.  Pengukuran debit air 

sungai dan tinggi muka air 

sungai 

SOP Pedoman Debit Air Sungai, No. 018-MPS-

EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 Desember 2016, 

Tanggal Revisi/Revisi ke-: 18 September 2023/1.  

5.  Pengukuran sedimentasi 

sungai 

SOP Sedimentasi Sungai, No. 038-MPS-EHS-

SOP, Tanggal Terbit : 7 Juli 2021, Tanggal 

Revisi/Revisi ke-: --/-. 

6.  Pengukuran Laju Erosi 

Tanah 

SOP Pemantauan Erosi Tanah, No. 004-MPS-

EHS-SOP, Tanggal Terbit : 1 Desember 2016, 

Tanggal Revisi/Revisi ke-: 2 Desember 2021/1.  

Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak fisik-kimia dinilai lengkap 

sesuai jenis dampak penting yang berpotensi terjadi dan telah mengacu pada aturan 

terkait. 

2. Verifier 3.3.2  

( Bobot : 1) 

 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 

komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM 

yang memadai 

NILAI 

KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: a) Beberapa sarana prasarana penanganan dampak fisik dan kimia yang dimiliki PBPH PT 

Mahakam Persada Sakti meliputi: Ombrometer 2 buah di Estate Mahakam dan Central 

Nursery; Pengukur TMAT di SS. Beno 1 buah (0˚43’31,392” N 116˚57’41,874” E); Bak 

erosi tersedia setiap blok RKT untuk pengukuran tahun berjalan, RKT 2024 pada 

Kompartemen A116 (0˚39’24,414” N 116˚54’2,664” E); Sedimen Pond di Nursery; 

IPAL di Estate Mahakam (0˚41’40,476” N 116˚54’46,674” E) dan Central Nursery 

(0˚42’2,928” N 116˚56’4,23” E); dan Waterpoint/embung air di beberapa titik. 

b) Sarana prasarana yang rawan pencemaran tanah pengelolaannya sebagai berikut : 

- TPS Limbah B3 di Estate Mahakam (0°41'36" N 116°54'49" E) telah disekat setiap 

jenis. Izin TPS limbah B3 dalam proses perpanjangan izin TPS limbah B3 melalui 

https://ptsp.menlhk.go.id/layanan pada tahap Verifikasi Permohonan Layanan. 

- Tempat Sampah telah dibedakan menjadi organik dan anorganik, serta terdapat 

tempat sampah khusus limbah medis di areal klinik. PT MPS memiliki TPA sampah 

berupa lubang 4x4 meter dan telah dibedakan menjadi organik dan anorganik 

(0°41'24" N 116°54'41" E) serta berada jauh dari pemukiman/areal camp.  

- Gudang genset, fuel station, dan gudang oli telah sesuai standar, yakni lantai 

diperkeras dengan semen, disediakan kain majun ataupun pasir untuk 

pembersihan rutin, dan dilengkapi parit-parit yang berakhir di oiltrap.  

c) Ketersediaan sarana prasarana didukung dengan 7 (tujuh) personil PBPH kelola 

lingkungan dimana 2 (dua) diantaranya pernah mengikuti pelatihan terkait konservasi 

tanah dan air. PT MPS juga memiliki 3 personil GANISPH-BINHUT dengan nomor 

register, penugasan, dan penempatan yang masih berlaku. 

3. Verifier 3.3.3 

( Bobot : 2) 

 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 

termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 

serta pengelolaan limbah B3 PT Mahakam Persada Sakti selama periode audit, diantaranya 

: 

https://ptsp.menlhk.go.id/layanan
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1. Pengelolaan dampak fisik-kimia diantaranya melapisi badan jalan dengan kerikil untuk 

mengendalikan erosi pada permukaan jalan; pemeliharaan kualitas air permukaan 

melalui penyediaan fasilitas MCK yang dilengkapi dengan septic tank di camp PT MPS 

dan pengolahan air limbah melalui IPAL sebelum dialirkan ke sungai. Kegiatan 

pengelolaan yang belum dilaksanakan yakni membuat sedimen trap di lokasi 

penyiapan lahan dan pemanenan. 

2. Kegiatan pemantauan dampak fisik-kimia yang telah dilakukan diantaranya : 

- Pemantauan suhu dan kelembaban udara yang dilakukan setiap hari dan 

didokumentasikan dalam Laporan Harian FDR. Data tersedia lengkap selama 

periode tahun 2019 hingga 2024. 

- Pengamatan kualitas udara lengkap setiap semester tahun 2019 – 2024. Lokasi 

pemantauan diantaranya pada Depan Kantor Desa Mugi Rahayu, Area Nursery 

Km. 17, Depan office PT MPS, Depan Balai Desa Beno Harapan.  

- Pemantauan kualitas air dan biota perairan dilakukan secara rutin setiap semester.  

- Pemantauan erosi dilakukan tahun 2022, 2023, dan 2024, namun tidak tersedia 

data hasil pemantauan tahun 2019, 2020, dan 2021. 

- Pemantauan debit air dilaksanakan tahun 2021 hingga 2024, namun tidak tersedia 

data pemantauan debit pada tahun 2019 dan 2020. 

3. Pengelolaan limbah PT MPS sebagai berikut : 

- Pengelolaan limbah B3 : PT MPS sebelumnya memiliki Izin TPS limbah B3 sesuai 

Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660/K.985/2017 tanggal 29 Desember 2017 

dan berlaku selama 5 tahun s.d 28 Desember 2022. Saat ini PT MPS dalam 

proses perpanjangan izin TPS limbah B3 secara online. PT MPS telah 

bekerjasama dengan PT Karunia Lumasindo Pratama dalam kegiatan 

pengangkutan limbah B3. Sarana prasarana yang rawan pencemaran tanah dan 

air akibat tumpahan BBM (seperti gudang genset, fuel station, gudang oli) telah 

sesuai standar, yakni lantai diperkeras dengan semen, disediakan kain majun 

maupun pasir untuk pembersihan rutin, dilengkapi parit-parit yang berakhir di 

oiltrap. 

- PT MPS bekerjasama dengan BLUD Puskesmas Batu Ampar dalam hal 

penanganan/pengelolaan limbah medis untuk dilimpahkan ke pihak ketiga yakni 

PT Mitra Hijau Asia sebagai vendor yang memiliki izin pengelolaan limbah medis.  

- PT MPS telah menyediakan tempat sampah dan TPA sampah yang dibedakan 

menjadi organik dan anorganik, namun isi tempat sampah dan TPA sampah 

masih bercampur jenisnya. Lubang buangan TPA sampah organik terdapat jenis 

sampah anorganik (botol bekas, kertas, kaleng, dan jenis sampah lainnya). 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: (10 / 12) x 100% = 83,33%  = BAIK 

Nilai 

Kematangan/ 

Bobot 

: 3 

 

12) Indikator 3.4 :  

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam 

punah (threatened) dan endemik 

1. Verifier 3.4.1 

(Bobot : 1) 

: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik di areal PBPH.  
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NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 

punah dan endemik di areal PBPH PT Mahakam Persada Sakti yakni : SOP Identifikasi Flora 

dan Fauna, No. 019-MPS-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 Juli 2018, Tanggal Revisi/Revisi ke-: 

18 September 2023/3. 

Teknis identifikasi flora dilakukan secara bertahap setiap tahun dengan metode observasi 

jalur untuk kawasan lindung, sedangkan pada areal produksi dari observasi saat land 

clearing atau berdasarkan peta microplanning. Isi SOP belum menjelaskan pengukuran tiap 

strata tegakan (tingkat pohon, tiang, pancang, semai). Prosedur belum menjelaskan 

inventarisasi vegetasi melalui perhitungan Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR), 

Dominansi Relatif (DR) sehingga didapat Indeks Nilai Penting (INP) dan Indeks 

Keanekaragaman Jenis (H’). 

Identifikasi fauna dilakukan secara langsung (direct observation) dengan plot contoh berupa 

jalur/transek, selain itu dengan metode perjumpaan tidak langsung seperti jejak, suara, 

kotoran, sarang, dll). Prosedur ini belum menjelaskan teknis inventarisasi populasi satwa :  

Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR) sampai didapat 

Indeks Nilai Penting (INP) dan Indeks Keanekaragaman Jenis (H’). 

Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna telah mencantumkan peraturan dan/ atau acuan 

referensi terbaru seperti: 

- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/ 

10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di 

dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). 

- PerMenLHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Dilindungi. 

Prosedur identifikasi fauna dilindungi belum menambahkan acuan PermenLHK No. 17 

Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa (penilaian dan klasifikasi satwa, ada form 

tersendiri untuk identifikasi satwa). 

2. Verifier 3.4.2 

(Bobot : 2) 

 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik di areal PBPH 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Selama periode audit, PT Mahakam Persada Sakti telah melaksanakan identifikasi flora dan 

fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

PT Mahakam Persada Sakti. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang 

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH tidak 

seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi, diantaranya sebagai berikut. 

Tahun Pelaksanaan identifikasi flora-fauna serta kesesuaiannya dengan prosedur 

2019 Pemantauan flora fauna bekerjasama dengan pihak ketiga (PT Ecositrop) 

untuk monitoring ABKT dan Orangutan. Pemantauan flora hanya fokus 

kepada pohon sarang dan pakan Orangutan. Pemantauan dilakukan di 

Bufferzone, SS. Sangatta Kanan, SS. Beno, SS. Air Hitam, SS. Mendasar, dan 

Areal Konservasi Mata Air. Pemantauan dilakukan dengan metode plot 

vegetasi setiap strata tegakan (metode kuadrat) sejauh 20 meter, sedangkan 

pemantauan fauna dengan jalur transek sejauh 1 km.  
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2020 Tidak ada pelaksanaan identifikasi flora dan fauna dilindungi 

2021 - Identifikasi belum dilakukan pada kelompok jenis Reptilia  

- Kegiatan identifikasi fauna Semester I 2021 dilakukan di KPPN dan 

belum dilakukan di areal blok RKT 

- Belum terdapat data pemantauan fauna di areal blok RKT 

2022 Identifikasi flora dan fauna dilakukan di kelompok jenis Aves dan Mamalia, 

belum dilakukan pada kelompok jenis Reptilia  

2023 Hasil wawancara dengan tim HSE yang melaksanakan identifikasi flora dan 

fauna dilindungi, diketahui teknis pelaksanaan di lapangan sebagai berikut : 

- Kegiatan identifikasi flora dilakukan bersamaan dengan ITT 

dan Anveg dengan metode kuadrat (jalur berpetak) untuk 

setiap strata tegakan. Identifikasi flora dilakukan di areal 

konservasi (KPPN, Sempadan Sungai Beno, dan Sempadan 

Sungai Mendasar). 

- Identifikasi fauna dilakukan di kompartemen setiap bulan dan 

kawasan lindung (KPPN, Sempadan Sungai Beno, dan 

Sempadan Sungai Mendasar) per semester. Pengambilan 

data dilakukan transek visual fauna 50 meter kanan kiri 

sekitar 100 – 200 meter (Intensitas sampling kurang). 
 

3. Verifier 3.4.3 

(Bobot : 2) 

 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik di areal PBPH 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Data hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi PT Mahakam Persada Sakti diantaranya 

sebagai berikut : 

Tahun Dokumen Laporan Kesesuaian dengan SOP 

2019 Laporan Monitoring 

Terpadu Areal 

Bernilai Konservasi 

Tinggi (ABKT) dan 

Konservasi Orang 

Utan PT Mahakam 

Persada Sakti tahun 

2019. Bekerjasama 

dengan Ecositrop  

 

Identifikasi Flora : 

- Identifikasi flora hanya difokuskan pada pohon 

sarang dan pakan fauna, belum ada identifikasi 

jenis flora dilindungi secara khusus. 

- Tidak ada perhitungan inventarisasi flora 

dilindungi   

- Tidak diklasifikasikan status perlindungan sesuai 

PermenLHK P.106 tahun 2018, Appendices 

CITES, dan IUCN Redlist 

Identifikasi Fauna : 

- Data fauna telah dihitung Indeks Kelimpahan 

Satwa (RAI/Relative Abundance Index) 

- Hasil identifikasi fauna telah dituliskan nama latin 

dan diklasifikasikan dalam status perlindungan 

PermenLHK P.106 tahun 2018, Appendices 

CITES, dan IUCN Redlist 

2020 Tidak Ada 

 

Tidak ada identifikasi flora dan fauna dilindungi 
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2021 1. Laporan 

Identifikasi Flora 

Fauna PT 

Mahakam 

Persada Sakti 

Periode Tahun 

2021 

2. Laporan 

Identifikasi Flora 

Fauna Semester 

II Tahun 2021 

- Identifikasi flora dilakukan setiap strata tegakan 

(semai, pancang, tiang, pohon) dan identifikasi 

fauna dilakukan pada kelompok Mamalia dan 

Aves. Identifikasi fauna belum dilakukan untuk 

jenis Reptil. 

- Hasil identifikasi flora-fauna telah dituliskan nama 

latin dan diklasifikasikan dalam status 

perlindungan PermenLHK P.106 tahun 2018, 

Appendices CITES, dan IUCN Redlist. 

- Hasil identifikasi flora dan fauna dilakukan 

perhitungan sampai INP. Data belum 

diinventarisasi sampai Indeks Keanekaragaman 

Jenis dan Indeks Kemerataan. 

- Data identifikasi flora fauna semester II 2021 tidak 

disebutkan secara detail lokasi pemantauan, 

termasuk detail ditemukannya satwa teridentifikasi 

- Belum terdapat data pemantauan fauna di areal 

blok RKT 

2022 1. Laporan 

Identifikasi Flora 

Fauna Semester I 

Tahun 2022; 

2. Laporan 

Identifikasi Flora 

Fauna Semester 

II Tahun 2022 

- Identifikasi flora dilakukan setiap strata tegakan 

(semai, pancang, tiang, pohon) dan identifikasi 

fauna dilakukan pada kelompok Mamalia dan 

Aves. Identifikasi fauna belum dilakukan untuk 

jenis Reptil. 

- Hasil identifikasi fauna telah dituliskan nama latin 

dan diklasifikasikan dalam status perlindungan 

PermenLHK P.106 tahun 2018, Appendices 

CITES, dan IUCN Redlist, sedangkan hasil 

identifikasi flora belum diklasifikasikan status 

perlindungannya 

- Hasil identifikasi fauna belum dilakukan 

inventarisasi populasi. 

- Data identifikasi flora fauna tidak disebutkan 

secara detail lokasi pemantauan, termasuk detail 

ditemukannya satwa teridentifikasi 

2023 Laporan Identifikasi 

Flora Fauna 

Semester I Tahun 

2023 

 

- Lokasi pengamatan flora di KPPN 

- Identifikasi flora dilakukan pada tingkat 

pohon dan tumbuhan bawah. Belum 

dilakukan pada strata pancang dan tiang. 

Sementara itu, identifikasi fauna 

dilakukan pada kelompok jenis Aves, 

Herpetofauna, Mamalia, dan Insectisida. 

- Hasil identifikasi flora belum dipaparkan secara 

rinci hasil inventarisasi populasi (K, F , D, INP) 

dan belum diklasifikasikan status perlindungannya 

- Hasil identifikasi fauna telah diinventarisasi 

sampai indeks keanekaragaman dan indeks 

kemerataan jenis. Namun identifikasi belum 

dilakukan di kawasan produksi/blok  
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- Hasil identifikasi fauna telah dituliskan nama latin 

dan diklasifikasikan dalam status perlindungan 

PermenLHK P.106 tahun 2018, Appendices 

CITES, dan IUCN Redlist, sedangkan hasil 

identifikasi flora belum diklasifikasikan status 

perlindungannya. 

2024 1. Laporan 

Identifikasi Flora 

Fauna Semester I 

Tahun 2024  

2. BA Kegiatan ITT 

dan Satwa di 

Areal 

Kompartemen 

tanggal 28 Maret 

2024; tanggal 30 

Mei 2024; 

tanggal 4 Juni 

2024; dan 

tanggal 31 Juli 

2024. 

- Identifikasi flora dilakukan setiap strata tegakan 

(semai, pancang, tiang, pohon) dan tumbuhan 

bawah. Identifikasi fauna dilakukan pada 

kelompok jenis Aves, Herpetofauna, Mamalia, 

Insectisida. 

- Hasil identifikasi flora dan fauna dilakukan 

inventarisasi sampai Indeks Keanekaragaman dan 

Indeks Kemerataan Jenis. 

- Hasil identifikasi flora dan fauna telah 

diklasifikasikan dalam status perlindungan 

PermenLHK P.106 tahun 2018, Appendices 

CITES, dan IUCN Redlist 

 

 

Data identifikasi flora dan fauna dilindungi belum seluruhnya dilampiri rekaman yang 

memadai (foto/video berkoordinat, rekaman suara, foto jejak, foto sisa feses, dsb. 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: (10 / 15) x 100% = 66,67% = SEDANG 

Nilai 

Kematangan/ 

Bobot 

: 2 

 

13) Indikator 3.5 :  

Pengelolaan flora dan fauna untuk : 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang 

dilindungi dan ABKT) 

2. Perlindungan terhadap spesies flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah 

serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 

1. Verifier 3.5.1 

( Bobot : 1) 

: Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Mahakam Persada Sakti memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 

endemik di areal PBPH, yakni: SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. 026-

MPS-EHS-SOP, Tanggal Terbit: 1 November 2018, Tanggal Revisi/Revisi ke-: 18 

September 2023/2).   

Kegiatan pengelolaan flora-fauna dilindungi sesuai dengan prosedur diantaranya : 
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- Perlindungan habitat alami flora dan fauna dilindungi melalui pengalokasian kawasan 

lindung 

- Pengelolaan kawasan lindung berupa penataan batas, pemasangan papan informasi 

kawasan lindung, pengayaan jenis tumbuhan pakan satwa liar pada kawasan yang 

terdegradasi, dll. 

- Patroli pengamanan kawasan lindung 

- Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat tentang penyelamatan flora/fauna 

dilindungi dan larangan pemanfaatan jenis-jenis flora dan fauna dilindungi yang telah 

teridentifikasi keberadaannya di dalam konsesi perusahaan. 

- Kegiatan pengelolaan dan pemantauan HCV 

Prosedur telah merujuk pada aturan/SE terbaru :  

- Surat Edaran No. Se.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang 

Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja PBPH. 

- Intruksi MenLHK No. Ins.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa 

Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar Di Dalam dan Di Luar Kawasan 

Hutan. 

Diantara rujukan tersebut, termuat mekanisme pengelolaan yang dipersyaratkan namun 

pada prosedur tidak disebutkan teknis pengelolaan ini. Prosedur juga belum mengacu 

teknis pengelolaan flora dan fauna sesuai : 

- SOP No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di 

Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan 

- PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa 

2. Verifier 3.5.2 

( Bobot : 2) 

 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 

terancam punah dan endemik. 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam 

punah dan endemik di areal PBPH sesuai SOP : 

No Program Pengelolaan Flora 

dan Fauna 
Implementasi Pengelolaan 

A. Identifikasi flora dan fauna dilindungi di kawasan lindung dan kawasan 

produksi 

1.  Hasil identifikasi/ pemantauan 

flora dan fauna dilakukan 

secara berkala (satu tahun 

sekali) akan diperoleh daftar 

jenis satwa liar dan vegetasi 

pada kawasan lindung maupun 

kawasan produksi. 

Selama periode 6 tahun terakhir, 

pelaksanaan identifikasi flora-fauna 

dilindungi sebagian tidak sesuai prosedur 

(sesuai verifier 3.4.2 dan 3.4.3), yakni : 

- Terdapat hasil identifikasi yang belum 

dilakukan inventarisasi populasi  

- Pemantauan fauna sebagian belum 

dilakukan di areal produksi 

- Hasil pemantauan sebagian belum 

diklasifikasikan status perlindungannya 

sesuai PermenLHK. P.106 tahun 2018, 

Appendices CITES, dan IUCN Redlist 
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- Tahun 2019 dan 2020 tidak terdapat 

identifikasi flora-fauna dilindungi 

internal (monitoring tahunan) 

2.  Daftar jenis satwa liar dan 

vegetasi dibuat tabel hasil 

temuan lapangan dengan 

membandingkan dengan hasil 

identifikasi flora dan fauna 

dilindungi berdasarkan 

AMDAL, RKL dan RPL dan 

status perlindungan nasional 

maupun internasional. 

- Tersedia data hasil identifikasi flora dan 

fauna yang tertuang dalam Laporan 

Identifikasi Flora Fauna, namun belum 

membandingkannya dengan AMDAL. 

- Hasil pemantauan sebagian belum 

diklasifikasikan status perlindungannya 

sesuai PermenLHK. P.106 tahun 2018, 

Appendices CITES, dan IUCN Redlist 

 

3. Status perlindungan nasional 

berdasarkan daftar lampiran 

tumbuhan dan satwa dilindungi 

Status perlindungan 

internasional berdasarkan 

daftar merah IUCN dan  daftar 

Apendiks CITES. 

Hasil identifikasi flora (internal) tahun 

2019, 2022, dan 2023 belum 

diklasifikasikan status perlindungannya. 

B. Perlindungan habitat alami flora dan fauna dilindungi 

1.  Perlindungan habitat 

merupakan upaya yang paling 

efektif untuk melestarikan 

keberadaan flora dan fauna 

dilindungi. 

PT MPS melakukan perlindungan habitat 

flora-fauna dilindungi melalui patroli 

kawasan lindung, monitoring ABKT dan 

Orangutan 3 tahun sekali, monitoring 

hotspot, pembentukan dan pelatihan 

Satgas Orangutan, serta kerjasama dengan 

BKSDA dalam penanganan Orangutan. 

2.  Pengalokasian kawasan 

lindung sebagai habitat flora 

dan fauna (sempadan sungai, 

kawasan sekitar mata air, 

KPPN, DPSL, dan kawasan 

lindung lainnya). 

Telah mengalokasikan kawasan lindung 

Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan 

Kawasan Lindung Lainnya sebagai habitat 

flora dan fauna 

3.  Kegiatan pengelolaan habitat 

alami satwa liar dan vegetasi 

dilakukan dengan cara 

mengelola kawasan lindung. 

- Penandaan batas kawasan lindung 

sejauh 141,80 km (78,08%) 

- Pemasangan plang nama kawasan 

lindung dilengkapi dengan himbauan/ 

larangan, yaitu sebagai berikut : 

a) Sempadan sungai dilengkapi 

dengan himbauan dilarang 

Membuka & Membakar Lahan, 

Menebang Pohon/ illegal logging, 

Berburu Satwa Liar, Menyetrum & 

Meracun Ikan. 

b) KPPN dilengkapi dengan papan 

informasi kawasan lindung dan 

jenis-jenis flora dan fauna 

dilindungi. 

4.  Pengelolaan kawasan lindung 

berupa penataan batas, 

pemasangan papan informasi 

kawasan lindung, pengayaan 

jenis tumbuhan pakan satwa 

liar pada kawasan yang 

terdegradasi, dll. 



 
 
 
 

 
RESUME HASIL PELAKSANAAN 

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

 

F1-02.15  
 

Halaman 48 dari 86 
 

- Penanaman/pengayaan di SS. Beno dan 

SS. Telaga. Jenis yang ditanam jenis 

Kapur, Meranti Balangeran, Durian dan 

Rambai. 

5.  Patroli pengamanan kawasan 

lindung terhadap kegiatan 

perambahan hutan lindung dan 

pencurian satwa yang 

dilindungi. 

Patroli security pada areal rawan dan areal 

yang berbatasan dengan kawasan lindung 

setiap hari 

C. Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat 

1.  Sosialisasi kepada karyawan 

dan masyarakat tentang 

penyelamatan flora/fauna 

dilindungi dan larangan 

pemanfaatan jenis-jenis flora 

dan fauna dilindungi yang telah 

teridentifikasi keberadaannya 

di dalam konsesi perusahaan. 

- Sosialisasi secara tidak langsung 

dengan pemasangan plang larangan 

berburu, perambahan, illegal logging. 

- Sosialisasi secara langsung kepada 

karyawan terkait perlindungan dan 

pengamanan hutan dari gangguan-

gangguan hutan seperti perambahan 

hutan, pencurian kayu/ illegal logging, 

kebakaran hutan & lahan. 

 

2.  Kegiatan sosialisasi dapat 

dilakukan secara langsung 

(lisan) atau sosialisasi melalui 

media tertulis (leaflet/booklet, 

pemasangan papan informasi 

larangan berburu dan 

menebang di dalam kawasan 

lindung). 

 

 

3. Verifier 3.5.3 

( Bobot : 2) 

 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik 

dan habitatnya di areal PBPH : 

NILAI 

KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PBPH PT Mahakam Persada Sakti telah mengalokasikan areal PBPH nya untuk 

perlindungan habitat flora dan fauna langka, jarang, terancam punah dan endemik atau 

lintasan / home range fauna berupa alokasi kawasan lindung, yakni berupa KPPN dan 

KPSL untuk pelestarian flora dan fauna dilindungi. 

Pada areal PT MPS masih terdapat gangguan hutan yang berpotensi mengganggu 

keberadaan flora fauna dilindungi dan habitatnya, diantaranya : 

- Pada Sempadan Sungai Beno (0˚43’35,958” N 116˚57’41,388” E) terdapat sisa kayu 

tebangan jenis Ulin (2-3 papan kayu). Hal ini mengindikasikan masih terdapat 

pembalakan liar oleh masyarakat. 

- Pada Sempadan Sungai Telaga/Tanah Hitam (0˚38’49,368” N 116˚56’58,896” E), areal 

kanan-kiri sungai telah di klaim oleh masyarakat dan ditanami jenis Kelapa Sawit dan 

Karet. Hal ini juga ditemukan di areal kawasan lindung lainnya (0,7040341 N 

117,03167081 E) bahwa areal kawasan lindung sudah dirambah menjadi ladang 

masyarakat. Konflik/klaim lahan oleh masyarakat di wilayah konsesi PT MPS sebesar 

1.889 Ha belum terselesaikan. 
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- Hasil wawancara dengan Pak Syarifuddin (Sekdes Mugi Rahayu), Pak Aksa Ali 

(Sekdes Batu Timbau), dan Pak Ahmad Kurtubi (Kades Beno Harapan), diketahui tidak 

terdapat kegiatan perburuan karena menurut mereka sudah tidak ada satwa di wilayah 

PT MPS. Namun, informasi dari Pak Ahmad Kurtubi (Kades Beno Harapan) masih 

terdapat pengambilan kayu. 

- Wawancara dengan Chief Security PT MPS (Hasanudin), diketahui pernah ada 

perburuan Babi dan Landak, namun saat ini perburuan sudah jarang karena minimnya 

satwa buruan. Pada areal PT MPS tidak terdapat pengambilan kayu. 

Nilai Kinerja 

Indikator 

: (10 / 15) x 100% = 66,67 %  = SEDANG 

Nilai Kematangan/ 

Bobot 

: 2 

 

 

4. Kriteria : SOSIAL 

14) Indikator 4.1 :  

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat 

dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. 

1. Verifier 4.1.1 

( Bobot : 1) 

: Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk 

penandaan batas secara partisipatif.  

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan 

hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, termasuk 

penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam : 

1. SOP Pengakuan Hak Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat 

Setempat (Nomor Dokumen : 003-MPS-SSL-SOP) tanggal 01 Desember 2016 

yang dibuat oleh SSL Head diperiksa Estate Manager dan disetujui oleh 

Direktur. (masih terdapat nama Perusahaan lain dalam SOP ini) 

2. SOP Pemetaan/Batas Partisipatif (Nomor Dokumen : 019-MPS-SSL-SOP) 

tanggal terbit 1 November 2019 dan tanggal revisi ke-1 : 02 Agustus 2021 

dibuat oleh SSL Head  diperiksa Estate Manager dan disetujui oleh Direktur. 

Prosedur yang ada memiliki sistimatika yang  mencakup : tujuan, ruang lingkup, 

tanggung jawab, prosedur, dokumen terkait dan atau referensi, format terkait dan 

atau lampiran, definisi dan lampiran. 

PT Mahakam Persada Sakti belum memiliki prosedur terkait kegiatan : 

✓ Identifikasi Keberadaan Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat/Setempat dan  

✓ Deliniasi & Penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat/setempat. 

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia belum mengacu pada pedoman teknis 

serta belum mengacu kepada peraturan yang terbaru seperti PermenLHK Nomor: P. 

9 Tahun 2021 mengenai Perhutanan Sosial dan PermenLHK Nomor : P. 8 Tahun 

2021 tentang Tata Hutan dan Rencana Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 

serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak 

dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal 
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kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif  teknis, akan tetapi belum 

mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang terbaru. 

2. Verifier 4.1.2 

( Bobot : 1) 

 Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

NILAI KINERJA : Baik / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada periode Resertifikasi (tahun 2024), PT Mahakam Persada Sakti memiliki 

rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam : 

1. Peta Sebaran Desa di Sekitar Areal Kerja PT Mahakam Persada Sakti skala 1 : 

145.000 (sesuai Perbup Kutim No. 24 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020), areal 

PT MPS secara administrasi masuk wilayah 6 (enam) desa. 

2. Peta Titik Desa Sekitar PT Mahakam Persada Sakti skala 1 : 150.000 (dalam 

dokumen Studi Dampak Sosial tahun 2023), terdapat informasi terkait desa-

desa di wilayah kerja PT Mahakam Persada Sakti 

3. Studi Pemetaan Sosial (Social Mapping) Pada Wilayah Hutan Tanaman Industri 

PT Mahakam Persada Sakti Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 

(Tahun 2018), terdapat informasi aktivitas sosial budaya masyarakat desa-desa 

sekitar areal PT Mahakam Persada Sakti 

4. Laporan Studi Dampak Sosial (SDS) pada wilayah HTI PT Mahakam Persada 

Sakti Kalimantan Timur (Tahun 2023), terdapat informasi dampak sosial yang 

ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar akibat kegiatan operasional PT 

Mahakam Persada Sakti 

5. Laporan Obyek Wisata Bendungan (dan Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat) 

di PT Mahakam Persada Sakti Tahun 2023 & 2024, di areal PT Mahakam 

Persada Sakti terdapat lokasi Bendungan yang dikelola oleh masyarakat dan 

dibantu PT Mahakam Persada Sakti seluas 5 Ha. 

6. Revisi Dokumen RKUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti Periode 2012 - 

2021, sesuai SK. Pengesahan No. SK.5289/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2019  

tanggal 31 Mei  2019 

7. RKUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti Periode tahun 2022 – 2031 dengan 

SK Pengesahan No. SK.817/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/2/2021  tanggal 26 

Februari 2021, terdapat informas rencana kegiatan PT Mahakam Persada Sakti 

selama periode 10 tahun 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil masyarakat pada waktu Konsultasi 

Publik dan wawancara secara langsung dengan wakil masyarakat sekitar, Bpk. 

Syarifuddin (Sekdes Mugi Rahayu), Bpk. Aksa Ali (Sekdes Batu Timbau) dan Bpk. 

Ahmad Kurtubi (Kades Beno Harapan) diperoleh informasi bahwa kegiatan yang 

masih dilakukan oleh masyarakat sekitar di areal PT Mahakam Persada Sakti 

meliputi : berkebun kelapa sawit/karet, rumah walet, serta pemukiman/ladang dan 

PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki dokumen terkait kegiatan tersebut. 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki rekaman yang lengkap berisi data dan 

informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dengan prosedur yang mengacu 

pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku. 

3. Verifier 4.1.3 

( Bobot : 2 ) 

 Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH 

yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai 

prosedur 

NILAI KINERJA : Baik / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
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Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan deliniasi dan implementasi penandaaan 

batas secara partisipatif pada sebagian di areal PBPH PT Mahakam Persada Sakti 

yang dikuasai masyarakat adalah tertuang dalam dokumen berikut : 

❖ Berdasarkan Peta Sebaran Desa yang berada di dalam Areal Kerja PBPH PT 

Mahakam Persada Sakti skala 1 : 145.000 (sesuai Perbup Kutim No. 24 Tahun 

2020 tanggal 20 Mei 2020), areal PT Mahakam Persada Sakti secara 

administrasi masuk wilayah 6 (enam) desa, meliputi : 

         1.  Batu Timbau         seluas =   9.254,8 Ha 

         2.  Batu Timbau Ulu   seluas =      239,3 Ha 

         3.  Beno Harapan      seluas =   5.324,0  Ha 

         4.  Himba Lestari       seluas =   4.113,5  Ha 

         5.  Mugi Rahayu        seluas =   5.437,4  Ha 

         6.  Mawai Indah         seluas =          8,1 Ha 

              Total                                 =  24.377,1 Ha 

❖ PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan penandaan terhadap batas 

wilayah antar desa yang ada di arealnya (tanda batas antar desa berupa patok 

Ulin 10 x 10 cm) 

❖ Berdasarkan Peta Target dan Monitoring Konflik PT Mahakam Persada Sakti 

Tahun 2024, pada peta tersebut terdapat informasi terkait klaim lahan oleh 

masyarakat atau kelompok masyarakat di areal PT Mahakam Persada Sakti, 

sisa areal klaim sd. Semester 1 Tahun 2024 seluas = 1.889 Ha 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar dan hasil konsultasi publik pada 

tanggal 19 November 2024 diperoleh informasi bahwa di areal PT Mahakam 

Persada Sakti masih terdapat beberapa klaim dari masyarakat sekitar dan PT 

Mahakam Persada Sakti telah melakukan penandaan terhadap areal klaim terhadap 

yang sudah kerjasama PHBM. 

PT Mahakam Persada Sakti  telah melakukan deliniasi terhadap luas wilayah 

masing-masing desa dalam peta kerja, serta PT Mahakam Persada Sakti telah 

melakukan deliniasi terhadap klaim lahan oleh masyarakat/ kelompok masyarakat, 

dan telah dilakukan penandaan batas partisipatif dilapangan. 

Nilai Kinerja Indikator : ( 11 / 12 ) x 100% = 91,67 %  ( BAIK ) 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 3 

 

15) Indikator 4.2 :  

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur 

1. Verifier 4.2.1 

( Bobot : 2 ) 

: Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.  

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada periode Resertifikasi (Tahun 2024), PT Mahakam Persada Sakti  memiliki  

dokumen terkait pemetaan konflik  yang tertuang dalam : 

1. Laporan Pemetaan Konflik Tahun 2019, namun belum mengacu pada Perdirjen 

PHPL Nomor P.5 Tahun 2016 serta belum disampaikan kepada instansi 

berwenang. 
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2. Monitoring dan Evaluasi Konflik semester I Tahun 2020, namun belum sesuai 

dengan Perdirjen PHPL Nomor P.5 Tahun 2016 (sudah disampaikan ke UPTD 

KPHP Bengalon tanggal 6 juli 2020). 

3. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Mahakam Persada Sakti 

Semester II Tahun 2020, dengan status konflik di Tingkat Kasus pada kategori 

Sedang/ Waspada (nilai 57 %), namun belum seluruhnya sesuai dengan 

Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016, dan sudah disampaikan ke UPTD KPHP 

Bengalon (tanggal 10 Februari 2021) 

4. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Mahakam Persada Sakti 

Semester I & II Tahun 2021 sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor. P.5 Tahun 

2016 dengan Status Konflik pada Tingkat Kasus bernilai 57 % atau Sedang 

(Waspada), (laporan semester I telah disampaikan ke UPTD KPHP Bengalon 

tanggal 10 Juli 2021 sedang laporan semester II tidak ada tanda terima). 

5. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Mahakam Persada Sakti 

Semester I Tahun 2022 sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor. P.5 Tahun 2016 

dengan Status Konflik pada tingkat Kasus bernilai 57 % atau Sedang 

(Waspada), dilengkapi Peta Rencana Penyelesaian Konflik skala 1 : 50.000, 

telah disampaikan kepada Dishut Prov. Kaltim (terdapat bukti tanda terima, 

namun tidak ada tanggal diterimanya). 

6. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Mahakam Persada Sakti 

Semester II Tahun 2022 sesuai dengan Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 

dengan Status Konflik pada tingkat Kasus bernilai 57 % atau Sedang 

(Waspada), dilengkapi Peta Rencana Penyelesaian Konflik skala 1 : 50.000, 

telah disampaikan kepada Instansi berwenang/Dishut Prov. Kaltim (terdapat 

bukti tanda terima, namun tidak ada tanggal diterimanya). 

7. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Mahakam Persada Sakti 

Semester I Tahun 2023 sesuai dengan Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 dengan 

Status Konflik pada tingkat Kasus bernilai 57 % atau Sedang (Waspada), 

dilengkapi Peta Rencana Penyelesaian Konflik skala 1 : 50.000 dan telah 

disampaikan kepada  KPHP Bengalon (9 Agustus 2023) &  Dishut Prov. Kaltim  

(pada 19/10/2023). 

8. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Mahakam Persada Sakti 

Semester II Tahun 2023 sesuai dengan Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 

dengan Status Konflik pada tingkat Kasus bernilai 57 % atau Sedang 

(Waspada), dilengkapi Peta Rencana Penyelesaian Konflik skala 1 : 50.000 dan 

telah disampaikan kepada  KPHP Bengalon (13/02/2024)  

9. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Mahakam Persada Sakti 

Semester I Tahun 2024, telah disampaikan ke UPTD KPHP Bengalon tanggal 

17 September 2024). 

10. Target dan Monitoring Evaluasi Konflik PT Mahakam Persada Sakti sampai 

Semester II Tahun 2022, terdapat informasi sisa klaim lahan oleh masyarakat 

atau kelompok masyarakat di areal PT Mahakam Persada Sakti tersisa 1.917 

Ha 

11. Terdapat Target dan Monitoring Konflik PT Mahakam Persada Sakti Semester I 

dan II Tahun 2023, terdapat informasi sisa klaim lahan oleh masyarakat atau 

kelompok masyarakat di areal PT Mahakam Persada Sakti tersisa 1.889 Ha 

Hasil telaahan terhadap laporan yang ada, selama periode audit PT Mahakam 

Persada Sakti hanya memiliki laporan sebanyak 9 laporan resolusi konflik, 

seharusnya ada 11 laporan, laporan tidak dibuat secara rutin setiap semester (6 

bulan) sesuai PermenLHK P.8 Tahun 2021) dan penyampaiannya tidak tertib sesuai 

tata waktunya. 
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PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki sebagian dokumen Laporan Pemetaan 

Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 (PermenLHK 

P.8 Tahun 2021 Lampiran V) dan sebagian disampaikan ke Instansi berwenang 

(terdapat bukti tanda terima), akan tetapi penyampaiannya tidak tertib dan tidak 

sesuai tata waktunya. 

2. Verifier 4.2.2 

( Bobot : 1 ) 

 Tersedia mekanisme resolusi konflik 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada Audit Resertifikasi (Tahun 2024), PT Mahakam Persada Sakti memiliki 

prosedur/mekanisme resolusi konflik tertuang dalam :  

1. SOP Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan 

Liar No. 001-MPS-SSL-SOP Rev. 0 tanggal 1 Desember 2016 dan  

2. SOP Penyelesaian Konflik Lahan 018-MPS-SSL-SOP tanggal 01 Januari 2023 

dibuat oleh SSL Head  diperiksa Estate Manager dan disetujui oleh Direktur. 

3. SOP Penyelesaian Tumpang Tindih Lahan 023-MPS-SSL-SOP tanggal 20 

Januari 2023 dibuat oleh SSL Head  diperiksa Estate Manager dan disetujui 

oleh Direktur (masih belum seluruhnya mengacu pada peraturan yang baru)  

Prosedur tersebut memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup pengertian, 

tujuan, penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, 

waktu pelaksanaan, tahapan kerja, dan pelaporan.  

Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, SOP yang ada belum seluruhnya 

mengacu pada PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V  selain itu SOP tersebut 

telah disosialisasikan, namun belum disepakati oleh para pihak. 

3. Verifier 4.2.3 

( Bobot : 1 ) 

 Tersedia   kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti memiliki struktur organisasi/lembaga yang bertugas 

khusus menangani konflik berdasarkan : 

a) SK Direktur Nomor : 001/DIR/MPS/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 tentang 

Kelembagaan Penyelesaian Konflik PT MPS dengan mengikutsertakan pihak 

eksternal (seperti : Aparat Pemdes, Muspika setempat dan Instansi terkait ). 

b) SK Direktur Nomor : 001/DIR/MPS/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang 

Kelembagaan Penyelesaian Konflik PT Mahakam Persada Sakti dengan 

mengikutsertakan pihak eksternal (seperti : Aparat Pemdes, Muspika setempat 

dan Instansi terkait). 

c) SK Direktur Nomor : 001/DIR/MPS/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang 

Kelembagaan Penyelesaian Konflik PT Mahakam Persada Sakti dengan 

mengikutsertakan pihak eksternal (seperti : Aparat Pemdes, Muspika setempat 

dan Instansi terkait) 

Dalam hal penyiapan dana untuk penanganan konflik PT Mahakam Persada Sakti 

telah menyusun Rencana Anggaran untuk Resolusi Konflik sebagai berikut : 

a. Tahun 2019, tidak tersedia Anggaran Resolusi Konflik 

b. Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi Konflik PT 

Mahakam Persada Sakti Tahun 2020, untuk Penyelesaian Klaim pada 6 (enam) 

Estate seluas 1.981 Ha dengan anggaran Rp. 7.327.000.000,- 

c. Tahun 2021, tidak tersedia Anggaran Resolusi Konflik 
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d. Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi Konflik PT 

Mahakam Persada Sakti Tahun 2022, untuk Penyelesaian Klaim pada 6 (enam) 

Estate seluas 1.142 Ha dengan anggaran Rp. 1.071.000.000,- 

e. Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi Konflik PT 

Mahakam Persada Sakti Tahun 2023, untuk Penyelesaian Klaim pada 2 (dua) 

Estate seluas 53,0 Ha dengan anggaran Rp. 75.500.000,- 

f. Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi Konflik PT 

Mahakam Persada Sakti Tahun 2024, untuk Penyelesaian Klaim pada 2 (dua) 

Estate seluas 23 Ha dengan anggaran Rp. 14.500.000,- 

Dalam Struktur Organisasi Kelembagaan Penyelesaian Konflik PT Mahakam Persada 

Sakti di tingkat Estate berada dibawah Estate Manager dibantu oleh Kabag SSL serta 

mengikutsertakan Pihak Eksternal dalam hal ini Aparat Pemerintah Desa, dan 

Muspika setempat. 

Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial, selama ini apabila ada konflik dengan 

masyarakat sekitar, diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan 

mengikutsertakan Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat setempat.  

PT Mahakam Persada Sakti memiliki struktur organisasi/lembaga penanganan 

konflik yang melibatkan para pihak, namun tidak dilengkapi dengan Job Describtion 

PT Mahakam Persada Sakti telah  menyiapkan sebagian anggaran untuk 

penanganan konflik sesuai dengan kebutuhan yang pengalokasiannya menurut 

tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. 

4. Verifier 4.2.4 

( Bobot : 1) 

 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Pada periode Resertifikasi (Tahun 2024), Berdasarkan Laporan Identifikasi dan 

Pemetaan Konflik Tahun 2019 - 2024 PT MPS, di areal PT Mahakam Persada Sakti 

terdapat potensi konflik terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat dan atau 

kelompok masyarakat/atas nama desa berupa ladang/kebun sawit dan pemukiman. 

PT Mahakam Persada Sakti telah menyusun anggaran resolusi konflik namun baru 

sebagian sebagai berikut : 

a) Tahun 2019, tidak tersedia Anggaran Resolusi Konflik 

b) Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi Konflik PT 

Mahakam Persada Sakti Tahun 2020, untuk Penyelesaian Klaim pada 6 (enam) 

Estate seluas 1.981 Ha dengan anggaran Rp. 7.327.000.000,- 

c) Tahun 2021, tidak tersedia Anggaran Resolusi Konflik 

d) Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi Konflik PT 

Mahakam Persada Sakti Tahun 2022, untuk Penyelesaian Klaim pada 6 (enam) 

Estate seluas 1.142 Ha dengan anggaran Rp. 1.071.000.000,- 

e) Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi Konflik PT 

Mahakam Persada Sakti Tahun 2023, untuk Penyelesaian Klaim pada 2 (dua) 

Estate seluas 53,0 Ha dengan anggaran Rp. 75.500.000,- 

f) Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi Konflik PT 

Mahakam Persada Sakti Tahun 2024, untuk Penyelesaian Klaim pada 3 (tiga) 

Estate seluas 23,0 Ha dengan anggaran Rp. 14.500.000,- 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, di areal PT Mahakam Persada Sakti 

pada tahun 2020 merencanakan akan menyelesaikan  6 (enam) kasus, pada tahun 

2022 merencanakan akan menyelesaikan  6 (enam) kasus, sedang Tahun 2023 akan 

merencanakan 2 (dua) kasus, Tahun 2024 akan merencanakan 3 (tiga) kasus, akan 
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tetapi pada Tahun 2019 & Tahun 2021 PT Mahakam Persada Sakti belum menyusun 

anggaran resolusi konflik. 

PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan identifikasi potensi konflik yang ada di 

arealnya, PT Mahakam Persada Sakti telah menyusun sebagian rencana resolusi 

konflik yang berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik serta belum melibatkan para 

pihak. 

 

5. Verifier 4.2.5 

( Bobot : 2 ) 

 Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 Pada periode Resertifikasi (Tahun 2024), PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan 

penanganan konflik sebagai berikut : 

1. Tahun 2020 rencana menyelesaikan 6 (enam) kasus, terealisasi 4 (empat) 

Kasus atau sebesar 66,67 % 

2. Tahun 2022 rencana menyelesaikan 6 (enam) kasus, terealisasi 3 (tiga) Kasus 

atau sebesar 50,00 % 

3. Tahun 2023 rencana menyelesaikan 2 (dua) kasus dengan luas = 53,0 Ha, 

terealisasi 2 (dua ) kasus dengan luasan = 28,8 Ha atau sebesar 54,34 % 

Rata-rata penyelesaian kasus pada 3 (tiga) tahun sebesar 57,00 % 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki laporan rencana realisasi pelaksanaan 

penanganan konflik di lapangan, dari 14 (empatbelas) kasus yang direncanakan, 

terealisasi 9 (sembilan) kasus atau rata-rata sebesar 57,00 % , PT Mahakam Persada 

Sakti telah membuat laporan realisasi pelaksanaan penanganan konflik, dilengkapi 

dengan dokumen pendukungnya , akan tetapi belum disampaikan kepada instansi 

yang berwenang. 

Nilai Kinerja Indikator : ( 14 / 21 ) x 100% = 66,67 %  ( SEDANG ) 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

16) Indikator 4.3 :  

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 

1. Verifier 4.3.1 

( Bobot : 1) 

: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH 

oleh pemegang PBPH.  

NILAI KINERJA : Baik / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen/laporan data dan informasi 

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, terdapat dalam : 

a) Peta Sebaran Desa di Sekitar Areal Kerja PT Mahakam Persada Sakti skala 1 : 

50.000 (sesuai Perbup Kutim No. 24 Tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020), areal 

PT MPS secara administrasi masuk wilayah 6 (enam) desa. 

b) Peta Target dan Monitoring Konflik PT Mahakam Persada Sakti Tahun 2023, 

pada peta ini terdapat informasi klaim lahan oleh masyarakat atau kelompok 

masyarakat di areal PT Mahakam Persada Sakti, sisa areal klaim sd. Tahun 

2023 tersisa 1.889 Ha 
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c) Studi Pemetaan Sosial (Social Mapping) Pada Wilayah Hutan Tanaman Industri 

PT Mahakam Persada Sakti Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur 

Tahun 2018, terdapat informasi aktivitas sosial budaya desa-desa sekitr areal 

PT Mahakam Persada Sakti 

d) Laporan Studi Dampak Sosial (SDS) pada wilayah HTI PT Mahakam Persada 

Sakti Kalimantan Timur (Tahun 2023), terdapat informasi dampak yang 

ditimbulkan oleh operasional PT Mahakam Persada Sakti 

e) Laporan Obyek Wisata Bendungan (dan Pemanfaatan HHBK oleh masyarakat) 

di PT Mahakam Persada Sakti Tahun 2023 & 2024, di areal PT Mahakam 

Persada Sakti terdapat Bendungan (Ex. PT Kiani Lestari) yang dikelola oleh 

masyarakat dibantu PT Mahakam Persada Sakti seluas 5 Ha. 

f) RKUPHHK-HTI PT Mahakam Persada Sakti Periode tahun 2022 – 2031 dengan 

SK Pengesahan No. SK.817/MenLHK-PHPL/ UHP/ HPL.1/2/2019  tanggal 26 

Februari  2021 

g) Daftar Kontraktor PT Mahakam Persada Sakti, ada 11 kontraktor (semua Non 

Lokal) 

h) Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal sebesar 71,47 % 

i) BA Serah Terima Bantuan kegiatan Community Development PT Mahakam 

Persada Sakti Tahun 2022 - 2023 (sesuai kegiatannya) 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen atau data  dan informasi masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh 

oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, yang lengkap dan telah 

diperbaharui. 

2. Verifier 4.3.2 

( Bobot : 1 ) 

 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat. 

NILAI KINERJA : Baik / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan peran 

serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam  : 

1. SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat (PTKBM) No : 

004-MPS-SSL-SOP tanggal 01 Desember 2016 

2. SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu No :005-MPS-SSL-SOP tanggal 01 

Desember 2021 

3. SOP Program Pertanian terpadu No : 007-MPS-SSL-SOP tanggal 01 Desember 

2016 

4. SOP Pelaksanaan Program No : 010-MPS-SSL-SOP tanggal 01 Desember 

2016 

5. SOP Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat No : 008-MPS-SSL-SOP tanggal 

01 Desember 2016  

6. SOP Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan (HTR) 012-MPS-SSL-SOP 

tanggal 01 November 2018 

7. SOP Kelola Sosial (CSR) No : 014-MPS-SSL-SOP tanggal 01 November 2018 

8. SOP Hutan Tanaman Rakyat – Pola Kemitraan No : 015-MPS-SSL-SOP tanggal 

11 Desember 2021 

9. SOP Kemitraan (Tanaman Kehidupan) No : 022-MPS-SSL-SOP tanggal 01 

Desember 2018  

Prosedur yang ada memiliki sistimatika yang  mencakup : tujuan, ruang lingkup, 

tanggung jawab, prosedur, dokumen terkait dan atau referensi, format terkait dan 

atau lampiran, definisi dan lampiran. 
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Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT Mahakam Persada Sakti  memiliki 

mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi 

produktif masyarakat telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat, dan telah 

mendapat persetujuan dari masyarakat setempat. 

3. Verifier 4.3.3 

( Bobot : 1 ) 

 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan 

aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

NILAI KINERJA : Baik / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen rencana yang memuat upaya 

peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat tertuang dalam : 

1. Revisi RKUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti Periode Tahun 2012 - 2021 

2. RKUPH PT Mahakam Persada Sakti Periode Tahun 2022 - 2031  

3. RKTUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti Tahun 2019 - 2021 

4. RKTPH PT Mahakam Persada Sakti Tahun 2022 dan Tahun 2023 

5. Project Plan Community Development PT Mahakam Persada Sakti tahun 2019-

2023.  

6. Kesepakatan dengan masyarakat sekitar melalui kerjasama PHBM dan 

Kemitraan Kehutanan 

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Mahakam 

Persada Sakti yang terdapat dalam dokumen RKUPH, RKTPH dan Project Plan CD, 

Rencana & Realisasi Kegiatan Kelola Sosial/CD yang dilaksanakan oleh PT Mahakam 

Persada Sakti pada periode audit (tahun 2019 - 2024), telah sesuai dengan rencana 

kegiatan Kelola Sosial yang dilaksanakan pada tahun berjalan. 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT 

Mahakam Persada Sakti telah menyusun program peningkatan ekonomi setempat, 

sedangkan kegiatan CSR yang dilakukan saat ini berupa bantuan yang diusulkan 

oleh masyarakat sesuai dengan proposal. 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai 

kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat, telah mengakomodir aspirasi masyarakat. 

3. Verifier 4.3.4 

( Bobot : .2) 

 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan 

ekonomi produktif berkelanjutan lainnya 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti  telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan 

ekonomi produktif masyarakat yang meliputi : 

1. Penyerapan tenaga kerja lokal PT Mahakam Persada Sakti sampai dengan 

Oktober 2024 adalah : 

✓ Karyawan Staf ada 69 orang lokal dari 158 karyawan, atau sebesar 43,67  

% 

✓ Karyawan PKWT/Nursery ada 128 orang lokal dari 169 karyawan, atau 

sebesar 75,74 % 

✓ Karyawan PT OCS (mitra) ada 43 orang lokal dari 53 karyawan, atau 

sebesar 81,13 % 

✓ Karyawan PT SEN (mitra) ada 64 orang lokal dari 75 karyawan, atau 

sebesar 85,33 % 
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❖ Rata-rata sebesar = 71,47 % 

- Pemanfataan Kontraktor dari Lokal (sebagai Mitra Kerja, LC, Tanam, 

pemeliharaan dan lainnya) ada 11 kontraktor, semua dari Non Lokal atau 

sebesar 0 %. 

 

- Kerjasama pemberdayaan masyarakat/ kemitraan PT Mahakam Persada Sakti 

(PHBM): 

✓ Tahun 2022 realisasi 118,9 Ha dari rencana 866,5 Ha atau sebesar 13,72 

% 

✓ Tahun 2023 realisasi 727,7 Ha dari rencana 811,3 Ha atau sebesar 89,69 

% 

❖  Rata-rata sebesar =  51,70 % 

Sehingga implementasi kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT 

Mahakam Persada Sakti adalah : 

                          ( 71,47 + 0 + 51,70 ) % : 3 = 41,06 % ( < 50%) 

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan 

ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, mencapai 41,06 % ( < 50 %) dari rencana, 

tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. 

Nilai Kinerja Indikator : ( 13 / 15 ) x 100% = 86,67 %  (BAIK) 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 3 

 

17) Indikator 4.4 :  

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

1. Verifier 4.4.1 

( Bobot : .2) 

: Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan 

lingkungan Pemegang PBPH  

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi kebutuhan 

masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan meliputi :  

a) Pembayaran Tali Asih/GRTT,  

b) Penyiapan Tapak bangunan Sarpras desa (KUA, Sekolah, Perpustakaan 

dll.) 

c) Perbaikan jalan menuju desa sekitar/desa binaan 

d) Kerjasama Kemitraan (PHBM) 

PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan sosialisasi kegiatan kelola sosial/PMDH 

tahun 2019 - 2024 kepada masyarakat desa binaan, namun dalam menyusun 

program kerja prosesnya belum melibatkan masyarakat desa terdampak dan / atau 

pihak terkait lainnya.  

Program kegiatan Kelola Sosial PT Mahakam Persada Sakti sebagian masih 

berdasarkan  proposal/usulan dari desa/masyarakat yang masuk dan dimintakan 

persetujuan dari pimpinan, apabila disetujui baru dilaksanakan. 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki sebagian dokumen/ laporan hasil identifikasi 

kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan 

yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait 

lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, namun belum disepakati 

program prioritas. 
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2. Verifier 4.4.2 

( Bobot : .1) 

 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 

pemegang PBPH sesuai ketentuan 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Resertifikasi (Tahun 2024), PT Mahakam Persada Sakti memiliki 

dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup 

sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana 

PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen : 

✓ Revisi RKUPH PT Mahakam Persada Sakti Periode Tahun 2012 - 2021 (tahun 

2019) 

✓ RKTUPHHK-HT PT Mahakam Persada Sakti Tahun 2019 - 2021 dan RKTUPH 

PT MPS Tahun 2022 & Tahun 2023,  

✓ Project Plan Community Development PT Mahakam Persada Sakti Tahun 2019 

- 2024 

✓ Kesepakatan terkait Tali Asih/GRTT dan Kerjasama PHBM dengan masyarakat 

sekitar  

PT Mahakam Persada Sakti belum melakukan kerjasama dengan koperasi sesuai 

rencana yang ada dalam dokumen RKUPH. 

Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar diperoleh 

informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait identifikasi 

sebagian kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dari PT Mahakam Persada 

Sakti. 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial 

dan lingkungan, belum mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas 

dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran serta didasarkan hasil 

identifikasi. 

3. Verifier 4.4.3 

( Bobot : 1) 

 Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 

pemegang PBPH 

NILAI KINERJA : Baik  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Resertifikasi (Tahun 2024), PT Mahakam Persada Sakti memiliki 

mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan 

lingkungan tertuang dalam : 

1. SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama Masyarakat No : 004-MPS-

SSL-SOP tanggal 01 Desember 2016 

2. SOP Program Pertanian Terpadu No : 007-MPS-SSL-SOP tanggal 01 

Desember 2016 

3. SOP Pelaksanaan Program No : 010-MPS-SSL-SOP tanggal 01 Desember 

2016 

4. SOP Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat No : 008-MPS-SSL-SOP tanggal 

01 Desember 2016 

5. SOP Penentapan Program, Anggaran dan Pelaporan CSR No : 009-MPS-SSL-

SOP tanggal 01 Desember 2016 

6. SOP Prosedur Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan (HTR) No : 012-

MPS-SSL-SOP tanggal 01 November 2018 

7. SOP Kelola Sosial (CSR) No : 014-MPS-SSL-SOP tanggal 01 Desember 2018 

8. SOP Hutan Tanaman Rakyat – Pola Kemitraan No : 015-MPS-SSL-SOP tanggal 

11 Desember 2021 
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9. SOP Kemitraan (Tanaman Kehidupan) No : 022-MPS-SSL-SOP tanggal 01 

Desember 2018 

Seluruh SOP telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup pengertian, 

tujuan,ruang lingkup, referensi penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, 

keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, tahapan kerja, pelaporan. 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung 

jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya 

program prioritas dan telah mendapat pengesahan. 

4. Verifier 4.4.4 

( Bobot : 2) 

 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 

pemegang PBPH 

NILAI KINERJA : Sedang / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Selama periode Resertifikasi PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan kegiatan 

sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti : 

1. Berita Acara Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2019, Visi Misi, Kawasan Lindung, 

Program Rencana Kerja Kemitraan/PHBM & CSR Tahun 2019 kepada 

perwakilan  masyarakat Desa Batu Timbau  tanggal 4 April 2019 dihadiri 62 

orang 

2. Berita Acara Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2019, Visi Misi, Kawasan Lindung, 

Program Rencana Kerja Kemitraan/PHBM & CSR Tahun 2019 kepada 

perwakilan  masyarakat Desa Beno Harapan  tanggal 4 Juli 2019 dihadiri 37 

orang 

3. Berita Acara Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2020, Visi Misi, Kawasan Lindung, 

Program Rencana Kerja Kemitraan/PHBM & CSR Tahun 2020 kepada 

perwakilan  masyarakat Desa Mugi Rahayu  tanggal 14 Maret  2020 dihadiri 19  

orang 

4. Berita Acara Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2020, Visi Misi, Kawasan Lindung, 

Program Rencana Kerja Kemitraan/PHBM & CSR Tahun 2020 kepada 

perwakilan  masyarakat Desa Batu Timbau  tanggal 14 Maret  2020 dihadiri 19  

orang 

5. Berita Acara Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2021, Visi Misi, Kawasan Lindung, 

Program Rencana Kerja Kemitraan/PHBM & CSR Tahun 2021 dan Illegal logging 

kepada perwakilan  masyarakat Desa Beno Harapan  tanggal 21 Februari 2021 

dihadiri 8 orang 

6. Berita Acara Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2021, Visi Misi, Kawasan Lindung, 

Program Rencana Kerja Kemitraan/PHBM & CSR Tahun 2021 dan Illegal logging 

kepada perwakilan  masyarakat Desa Batu Timbau  tanggal 1 Maret 2021 

dihadiri 19 orang 

7. Laporan Sosialisasi Terpadu yang didalamnya terdapat Notulen Sosialisasi 

Terpadu di Desa Himba Lestari, Quart RT 06 yang dibuat tanggal 5 Oktober 

2021 di Balai Pertemuan Umum RT 06 Himba Lestari (peserta 33 orang) 

8. Berita Acara Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2022, Visi Misi, Kawasan Lindung, 

Program Rencana Kerja Kemitraan/PHBM & CSR Tahun 2022 dan Illegal logging 

kepada perwakilan  masyarakat Desa Beno Harapan  tanggal 1 Februari 2022 

dihadiri 19 orang 

9. Berita Acara Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2022, Visi Misi, Kawasan Lindung, 

Program Rencana Kerja Kemitraan/PHBM & CSR Tahun 2022 dan Illegal logging 

kepada perwakilan  masyarakat Desa Batu Timbau  tanggal 1 April 2022 dihadiri 

16 orang 
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10. Berita Acara Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2023, Visi Misi, Kawasan Lindung, 

Program Rencana Kerja Kemitraan/PHBM & CSR Tahun 2023 dan Illegal logging 

kepada perwakilan  masyarakat Desa Mugi Rahayu  tanggal 1 Februari 2023 

dihadiri 18 orang 

11. Berita Acara Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2023, Visi Misi, Kawasan Lindung, 

Program Rencana Kerja Kemitraan/PHBM & CSR Tahun 2023 dan Illegal logging 

kepada perwakilan  masyarakat Desa Batu Timbau  tanggal 10 Februari 2023 

dihadiri 14 orang. 

12. Berita Acara Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2024, Visi Misi, Kawasan Lindung, 

Program Rencana Kerja Kemitraan/PHBM & CSR Tahun 2024 dan Illegal logging 

kepada perwakilan  masyarakat Desa Mugi Rahayu  tanggal 19 Februari 2024 

dihadiri 13 orang 

13. Berita Acara Sosialisasi Terpadu RKT Tahun 2024, Visi Misi, Kawasan Lindung, 

Program Rencana Kerja Kemitraan/PHBM & CSR Tahun 2024 dan Illegal logging 

kepada perwakilan  masyarakat Desa Himba Lestari  tanggal 1 Maret 2024 

dihadiri 17 orang 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT 

Mahakam Persada Sakti telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, 

namun tidak disampaikan rencana kegiatan kelola sosial pada masing-masing desa 

binaan, sosialisasi yang dilakukan meliputi : Sosialisasi Visi Misi, Kawasan Lindung, 

Budidaya Pertanian/Peternakan, Kemitraan/PHBM dan Penanganan Kebakaran 

Hutan. 

PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 

sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada 

masyarakat, namun hanya tersedia sebagian bukti proses  dan hasil sosialisasinya. 

5. Verifier 4.4.5 

( Bobot : 2) 

 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH. 

NILAI KINERJA : Sedang  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Pada periode Resertifikasi (Tahun 2024), PT Mahakam Persada Sakti memiliki 

rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial/Community Development Tahun 2019 - 

Tahun 2024 sebagai berikut.  

a) Realisasi kegiatan Kelola Sosial/Community Development PT MPS : 

1. Tahun 2019 realisasi mencapai   91,14 % 

2. Tahun 2020 realisasi mencapai 177,14 % 

3. Tahun 2021 realisasi mencapai   93,35 % 

4. Tahun 2022 realisasi mencapai 139,39 %,   

5. Tahun 2023 realisasi mencapai   76,58 %  

6. Tahun 2024 realisasi mencapai   69,71 % (sd. Juni) 

Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan 

di lapangan dengan rata-rata sebesar 118,84 %, serta dilengkapi dengan bukti BA 

serah terima dan atau bukti kuitansi sesuai kegiatan yang dilaksanakan dan telah 

dilaporkan kepada instansi terkait (terdapat bukti tanda terima), akan tetapi kegiatan 

masih minim sebagian besar berupa Penyiapan Tapak/Penggusuran untuk sarana 

prasarana desa dan Bantuan Hari Besar Agama.  

b) Pembayaran Tali Asih/Tanam Tumbuh Pemberdayaan Masyarakat/ Kemitraan 

dalam areal Tanaman Kehidupan PT Mahakam Persada Sakti : 

a) Tahun 2020 : 

          - GRTT  ada 2 orang Rp. 9.831.800,-  
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b) Tahun 2021 : 

          -  GRTT  ada 12 orang Rp. 189.578.500,- ( 9 orang untuk jalan hauling) 

          -  Tali Asih ada 64 orang Rp. 358.828.000,-(309 Ha) 

c) Tahun 2022 : 

          -  GRTT ada 2 orang Rp.22.500.000,- 

          -  Tali Asih ada 16 orang Rp. 75.000.000.- 

d) Tahun 2023 :  

          -  GRTT ada 4 orang Rp. 78.060.000,- 

          -  Tali Asih  ada 5 orang Rp. 13.650.000,- (9,1 Ha) 

          -  Peralihan dari PHBM - Tali Asih ada 8 orang Rp. 64.600.000,- (64,6 

Ha) 

e) Tahun 2024 : 

          -  GRTT ada 1 orang Rp. 5.250.000,- 

          -  Peralihan dari PHBM - Tali Asih ada 4 orang Rp. 104.200.000,- (104 

Ha) 

                   -  Pembayaran Fee PHBM pada 42 orang Rp. 305.410.813,- (466 Ha) 

c) Kegiatan Kelola Sosial/Community Development PT Mahakam Persada Sakti 

meliputi : 

1) Bantuan Alat Berat untuk perbaikan jalan menuju desa binaan ( Beno 

Harapan, Batu Timbau dan Mugi Rahayu) 

2) Bantuan Alat Berat untuk penyiapan bangunan Sarpras Kecamatan 

(Kantor KUA Kec. Batu Ampar) 

3) Bantuan Alat Berat untuk penimbunan halaman kantor desa Beno 

Harapan dan penyiapan lokasi pentas seni  

4) Bantuan Hewan Qurban Kambing 4 ekor untuk 4 desa binaan (setiap 

tahun) 

5) Bantuan HUT RI Kec./ Desa dan Acara Adat 

6) Bantuan Hari Besar Agama (Natal) 

7) Bantuan Santunan Anak Yatim pada bulan Ramadhan di 4 (empat) desa 

binaan  

8) Bantuan Sembako untuk bencana banjir (Batu Timbau) 

9) Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 

10) Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (PKWT dan PKWTT), sebesar 71,47 % 

Nilai Kinerja Indikator : ( 17 / 24 ) x 100% = 70,83 %  ( SEDANG ) 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 2 

 

18) Indikator 4.5 :  

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

1. Verifier 4.5.1 

( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan sarana hubungan industrial.  

NILAI KINERJA : Baik  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti memiliki sarana hubungan industrial terhadap 

karyawannya dan implementasinya tertuang dalam:  
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 • Peraturan perusahaan periode 2023-2025 yang telah disahkan berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala Disnakertrans Provinsi kaltim Nomor: KEP. 

560/760/B.PHI & Jamsostek/2023 tanggal 10 Februari 2023  tentang 

Pengesahan Pembaharuan Peraturan Perusahaan Ke- 4 (empat) PT Mahakam 

Persada Sakti  dengan masa berlaku sampai 8 Februari 2025.  

• Tersedia BA Sosialisasi PP dilaksanakan pada 5 Juni 2023, selain itu sosialisasi 

dilakukan bersamaan dengan Briefing pagi, dan pada saat karyawan baru 

masuk kerja 

• Tersedia SK Direksi PT Mahakam Persada Sakti Nomor : 013/DIR/MPS/X/2023 

tanggal 23 Oktober 2023 tentang Kebijakan Ketenagekerjaan dan Sumber Daya 

Manusia (SDM), bahwa perusahaan mematuhi regulasi perundangan dan 

persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan Nasional yang berkaitan 

dengan ketenagakerjaan. 

• Di Lingkungan PT Mahakam Persada Sakti belum terbentuk Serikat Pekerja, 

dan Perusahaan telah mengeluarkan Kebijakan Perusahaan memberikan 

kebebasan kepada karyawan untuk membentuk dan atau mendirikan serta 

menjadi anggota Serikat Pekerja Perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi 

PT Mahakam Persada Sakti Nomor: 04/DIR/MPS/I/2024 tanggal 14 Januari 

2024 tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukan Serikat Pekerja. 

• Di lingkungan PT Mahakam Persada Sakti telah terbentuk Pengurus Lembaga 

Kerjasama Bipartit dan telah didaftarkan ke Disnakertrans Kab. Kutai Timur 

dengan Nomor : 17/Pdf-09/LKS Bipartit/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 

• Tersedia SOP Hubungan Industrial (015-MPS-HRD-SOP) tanggal 1 Desember 

2016 

• Tersedia dokumen wajib lapor ketenagakerjaan PT Mahakam Persada Sakti 

tahun 2024 pada tanggal 21 April 2024 

• PT Mahakam Persada Sakti telah terdaftar dalam organisasi pengusaha hutan 

(APHI) dengan nomor anggota 547, status aktif. 

• Terdapat contoh SPK an. Edi Berkat Zega (PKWT) dan Devy Oktaviani 

(PKWTT), telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

• Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda an. Ariyanto 

pada waktu masuk kerja  berumur 18 Tahun dan 25 hari. 

• Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki  peraturan perundang-undangan 

ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia 

nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab IV 

terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU 

no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24 Tahun 

2011 tentang penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 Tahun 2017 tentang 

perlindungan pekerja migran Indonesia. 

PT Mahakam Persada Sakti  memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang 

legal dan lengkap, serta telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang disepakati. 

2. Verifier 4.5.2 

( Bobot : 1) 

 Implementasi kebijakan standar jenjang karier. 

NILAI KINERJA : Baik  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: PT Mahakam Persada Sakti memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir yang 

dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT Mahakam Persada Sakti Periode 

Tahun 2023 - 2025 Bab II (Pasal 8 - 10) tentang Mutasi, Jabatan/Grade Karyawan, 
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Promosi. Selain itu terdapat Standard Operating Procedure Human Resources 

Departement Prosedur Promosi (Nomor dokumen : 012-MPS-HRD-SOP) tanggal 1 

Desember 2016. Pada dokumen ini dijelaskan  mengenai promosi horizontal dan 

promosi vertical. Serta terdapat form evaluasi kinerja karyawan yang dilakukan oleh 

atasan langsung untuk menentukan apakah karyawan memenuhi kualifikasi untuk 

naik ke jenjang sesuai dengan penilaian karyawan (018-MPS-HRD-FM) tanggal 1 

Desember 2016 dan Promotion Proposal (011-MPS-HRD-FM) tanggal 1 Desember 

2016. 

Pada periode audit terdapat implementasi peningkatan jenjang karir terhadap 

karyawannya sesuai dengan mekanisme/prosedur yang ada di PT Mahakam Persada 

Sakti. 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki  kebijakan  standar jenjang karier yang berbasis 

kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja), dan telah diimplementasikan 

seluruhnya (100%), serta dilengkapi dengan proses penilaian sesuai dengan 

mekanisme yang ada di PT Mahakam Persada Sakti. 

3. Verifier 4.5.3 

( Bobot : 2 ) 

 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

NILAI KINERJA : Baik / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Untuk Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier PT 

Mahakam Persada Sakti memiliki mekanisme tertuang dalam : 

1. Peraturan Perusahaan PT Mahakam Persada Sakti Periode 2023 - 2025 Bab IX 

Pasal 42 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja 

2. SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja (Nomor dokumen : 025-MPS-

HRD-SOP tanggal 1 Desember 2016) 

Implementasi Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

tertuang dalam rencana dan realisasi pengembangan karyawan melalui pendidikan 

dan pelatihan. Rencana dan realisasi pengembangan SDM PT Mahakam Persada 

Sakti periode tahun 2019 - 2024 sebagai berikut : 

1. Tahun 2019 terdapat rencana 14 pelatihan dengan peserta 43 dan terealisasi 

14 pelatihan (100 %) dengan peserta 43 orang (100 %) 

2. Tahun 2020 terdapat rencana 16 pelatihan dengan peserta 87 dan terealisasi 

16 pelatihan ( 100 %) dengan peserta 87 orang (100 %) 

3. Tahun 2021 terdapat rencana 16 pelatihan dengan peserta 48 dan terealisasi 

16 pelatihan (93,75 %) dengan peserta 53 orang (110 %) 

4. Tahun 2022 terdapat rencana 20 pelatihan dengan peserta 122 dan terealisasi 

20 pelatihan (100 %) dengan peserta 127 orang (104 %) 

5. Tahun 2023 terdapat rencana 47 pelatihan dengan peserta 349 dan terealisasi 

47 pelatihan (100 %) dengan peserta 393 orang (113 %) 

6. Tahun 2024 terdapat rencana 52 pelatihan dengan peserta 469 dan terealisasi 

42 pelatihan (80,77 %) dengan peserta 477 orang (102 %) 

Hasil telaahan uraian tersebut diatas, PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen  

rencana pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi dan 

kebutuhan promosi, realisasi rata-rata untuk Topik Pelatihan = 95,75 % dan jumlah 

Peserta =104,83 %. 

4. Verifier 4.5.4 

( Bobot : 2) 

 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan 

NILAI KINERJA : Baik / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 
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Ringkasan 

Justifikasi 

 

: Kebijakan PT Mahakam Persada Sakti dan pemenuhan terhadap hak-hak 

kesejahteraan karyawan PT Mahakam Persada Sakti meliputi : 

a) Peraturan Perusahaan PT Mahakam Persada Sakti periode 2023 - 2025, Bab 

VII Pasal 35 - 41, tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Karyawan 

b) Kebijakan Ketenagakerjaan dan Sumberdaya Manusia, yang dibuat oleh 

Direktur PT Mahakam Persada Sakti tanggal 23 Oktober 2023, yang intinya PT 

Mahakam Persada Sakti mematuhi perundangan dan persyaratan lainnya 

ditingkat lokal dan Nasional yang  berkaitan dengan ketenagakerjaan 

c) Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 561/K.853/2022 tanggal 6 Desember 2022 

tentang Penetapan UMK Kab. Kutim Tahun 2023 (sebesar Rp. 3.356.109,27). 

d) Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.834/2023 tanggal 30 

November 2023 tentang Penetapan UMK Kab. Kutim Tahun 2024 (sebesar Rp. 

3.515.324,-). 

e) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. HS dan DS, upah dan tunjangan 

lainnya yang diterima di atas UMK Kab. Kutim yang berlaku 

f) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan September 2024 sebesar Rp. 

159.653.254,- dan bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 183.483.839,-, Contoh 

Kartu peserta BPJS an. Luther Krisyanto  

g) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan September 2024 sebesar Rp. 

64.276.552,- dan bulan Oktober 2024 sebesar Rp. 74.286.411,- 

h) Selain BPJS Kesehatan karyawan PT Mahakam Persada Sakti juga 

diikutsertakan  asuransi kesehatan “Mandiri in Health” (terdapat contoh kartu 

peserta an. Silver) 

i) Di Camp PT Mahakam Persada Sakti dilengkapi dengan Klinik Perusahaan yang 

dilengkapi tenaga medis, 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) perawat, serta I 

(satu) unit mobil Ambulan 

j) Kondisi Fasilitas kesejahteraan di Camp Estate Mahakam (Main Camp), seperti 

Kantor, Mes Karyawan dan fasilitas lainnnya sangat lengkap dan memadai 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. RA, AK, RA dan SD) diperoleh 

informasi bahwa PT Mahakam Persada Sakti memiliki  kebijakan pengupahan, 

tunjangan kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan serta 

telah merealisasikan seluruh tunjangan kesejahteraan kepada karyawannya sesuai 

dengan standar peraturan yang berlaku. 

Nilai Kinerja Indikator : (18/18) x 100% = 100 %  ( BAIK ) 

Nilai 

Kematangan/Bobot 

: 3 
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5. Standar VLHH Kayu 

 

1. Prinsip 1 :  

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan  (PBPH) atau Hak Pengelolaan 

1. Verifier 1.1.1 .a. : Terdapat Dokumen legal PBPH atau hak pengelolaan 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

: 1. PT Mahakam Persada Sakti memiliki perizinan usaha (SK IUPHHK-HTI) untuk 

areal seluas ± 25.410 hektar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI 

Nomor: SK.619/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010. SK merupakan 

salinan sesuai  dengan aslinya yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan 

Organisasi (Krisna Rya) dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (Zulkifli 

Hasan). Jangka waktu izin adalah 60 (enampuluh) tahun sejak tanggal 

ditetapkan yaitu tanggal 4 November 2010 dan berakhir sampai dengan tanggal 

3 November 2070. Terdapat lampiran SK IUPHHK-HTI yaitu Peta Areal Kerja 

IUPHHK-HTI skala 1 : 100.000 atas areal seluas ± 25.410 Ha yang telah 

ditandatangani oleh Menteri Kehutanan RI (Zulkifli Hasan); 

2. Terdapat perubahan penamaan baru/ nomenklatur dari Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) menjadi 

Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan RI No. SK.656/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 

September 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

SK.619/Menhut-II/2010 tanggal 4 November 2010 tentang Pemberian Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-

HTI) kepada PT Mahakam Persada Sakti atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 

25.410 (dua puluh lima ribu empat ratus sepuluh) Hektar di Kabupaten Kutai 

Timur Provinsi Kalimantan Timur. SK merupakan salinan sesuai  dengan aslinya 

yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum (Maman Kusnandar) dan 

ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (Siti Nurbaya). 

PBPH PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen lagalitas perseroan lainnya 

berupa akta pendirian perusahaan, akta perubahan terakhir, NIB dan NPWP sebagai 

berikut : 

• Akta Pendirian PT Mahakam Persada Sakti dengan Akta No. 99 Tanggal 31 

Maret 2006, dibuat oleh Notaris Linda Herawati, SH dan telah didaftarkan di 

Menteri Kehakiman RI No. C.1963 HT.01.01-TH.2006 tanggal 5 Juli 2006; 

• Akta Perubahan Terakhir No. 27 Tanggal 19 Oktober 2023, Notaris Esther 

Pascalia Ery Jovina, SH. M.Kn. dan didaftarkan di Kemenkumham RI dengan 

Daftar Perseroan Nomor AHU-0209759.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 20 

Oktober 2023 sesuai Surat Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.09-0176088 

tanggal 20 Oktober 2023. 

• Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT Mahakam Persada Sakti No. 

8120102991146 tanggal 14 September 2018, perubahan ke-10 tanggal 13 Mei 

2022; 

• NPWP Nomor 02.504.997.4-722.000 alamat di Jl. Syarifuddin Yoes No. 68A-

68B RT. 45 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. 

2. Verifier 1.1.1.b. 

 

 Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika 

tidak ada) 

NILAI : MEMENUHI 
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Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada areal PBPH PT Mahakam Persada Sakti diverifikasi terdapat penggunaan 

kawasan di luar kegiatan PBPH yaitu Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan 

(PPKH) pertambangan batubara PT Kaltim Nusantara Coal untuk jalan koridor, 

dengan persetujuan sebagai berikut: 

No 
Nama 

Korporasi 

Luas 

(Ha) 

Nomor Persetujuan Masa 

Berlaku  
Keterangan 

1. PT Kaltim 

Nusantara 

Coal  

151,07 Tahap 1 

SK.777/MENLHK/ 

SETJEN/PLA.0/7/ 

2022 tanggal 25 Juli 

2022 

s.d 14 

Februari 

2032 

Total luas 

PPKH 

Pertambangan 

Batubara PT 

KNC ±431,45 

Ha  

156,03 Tahap 2 

Masih dalam proses 

pengurusan 

persetujuan 

 Rencana 

tambahan 

perluasan jalan 

koridor dan 

persetujuan 

PPKH belum 

didapat namun 

telah 

diidentifikasi 

Jumlah 307,10    

 

Berdasarkan tabel di atas lokasi PPKH PT Kaltim Nusantara Coal yang masuk ke 

dalam Areal PBPH PT Mahakam Persada Sakti dengan total luas 307,10 hektar, 

dengan rinian sebagai berikut : 

a. Tahap 1 seluas ± 431,45 Ha berdasarkan Keputusan MenLHK RI Nomor : 

SK.777/ MENLHK/SETJEN/PLA.0/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 dan masuk ke 

dalam areal PBPH PT Mahakam Persada Sakti seluas 151,07 hektar dengan 

rincian sebagai berikut : 

• Luas ± 227,01 hektar masuk PBPH PT Kiani Lestari; 

• Luas ± 151,07 hektar masuk PBPH PT Mahakam Persada sakti; 

• Luas ± 43,28 hektar masuk PBPH PT Oceanis Timber Product; 

• Luas ± 10,09 hektar tidak dibebani PBPH. 

b. Tahap 2 seluas 156,03 Ha masih dalam proses pengurusan persetujuan PPKH 

untuk tambahan jalan koridor yang masuk areal konsesi PT MPS. 

 

2. Prinsip 2 :  

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1. Verifier 2.1.1.a. : Keberadaan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH/RPKH) 

yang sah dengan lampiran-lampirannya 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : RKUPH 

RKUPHHK-HTI Tahun 2021 Periode 2022 - 2031 
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PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2021 

Periode Tahun 2022 – 2031 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. SK.817/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 26 Februari 2021. SK RKUPHHK-HTI merupakan 

salinan sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan 

Kerjasama Teknik (Fahrurrazi, S.H, / NIP. 19631015 199403 1 002) dan 

ditandatangani oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt Direktur 

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M / 

NIP. 19640930 198903 1 001 dan berlaku 10 (sepuluh) tahun sejak 1 Januari 

2022 sampai dengan 31 Desember 2031. 

Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2022 - 2031 telah dilengkapi dengan lampiran 

Peta RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2022-2031 dengan Skala 1 : 50.000 yang 

dibuat oleh Direktur (Riahman Sinaga) dan disetujui oleh An. Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, U.B 

Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Istanto, M.S/ NIP. 19821119 199003 1 001). 

Perubahan RKUPH Tahun 2023 Periode 2022 - 2031 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Tahun 2023 Periode Tahun 2022 – 2031 yang telah 

disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

melalui Surat Keputusan No. SK.13418/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2023 

tanggal 22 Desember 2023. SK Perubahan RKUPH merupakan salinan sesuai 

dengan aslinya yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum 

dan Kerjasama Teknik (Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P / NIP. 19810215 

200604 1 002) dan ditandatangani oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Agus Justianto / NIP. 

19630807 198803 1 001) dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2031. 

Dokumen Perubahan RKUPH Tahun 2024 Periode 2022 - 2031 telah dilengkapi 

dengan 2 (dua) lampiran peta yaitu a) Peta Perubahan RKUPH PBPH Kegiatan 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Rotasi I) Skala 1 : 50.000 dan 

b) Peta Perubahan RKUPH PBPH Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Budidaya Tanaman (Rotasi II) dengan Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak 

terpisahkan. Kedua lampiran peta Perubahan RKUPH dibuat oleh GANISPH 

Perencanaan Hutan (Basuki Aprijanto/ No. Reg. 01200002705) dan diketahui oleh 

Direktur (Junaidi Bangun) serta disetujui oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, 

M.Sc / NIP. 19630807 198803 1 001). 

Dalam dokumen SK Penetapan Perubahan RKUPH PT Mahakam Persada Sakti 

periode Tahun 2022 - 2031 telah ditetapkan antara lain : 

➢ Penataan Areal Kerja PT Mahakam Persada Sakti seluas 24.968,45 Ha terdiri 

atas Kawasan Lindung seluas 3.812,76 Ha dan Areal Budidaya seluas 

20.749,92 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 405,77 ha; 

➢ Jenis kegiatan Multiusaha Kehutanan berupa Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Budidaya (Hutan Tanaman), Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 

dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Kegiatan Penyerapan dan/ atau 

Penyimpanan Karbon; 

➢ Penyiapan lahan dan penanaman : 
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1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) pola swakelola 

jenis Akasia, Ekaliptus dan/ atau jenis tanaman penghasil serat lainnya 

dengan daur 6 tahun seluas ±24.737,39 ha dengan rincian: 

a. Daur I seluas ±16.556,10 ha, yang terdiri dari seluas ±15.834,63 ha 

di areal bekas pemanenan/ replanting dan seluas ±721,47 ha di areal 

tanah kosong dan semak belukar. 

b. Daur II seluas ±8.181,29 ha di areal bekas pemanenan/ replanting. 

2. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) pola 

kemitraan kehutanan jenis Akasia, Ekaliptus dan/ atau jenis tanaman 

penghasil serat lainnya dengan daur 6 tahun seluas ±5.841,43 ha dengan 

rincian: 

a. Daur I seluas ±3.989,32 ha di areal tanah kosong dan semak 

belukar. 

b. Daur II seluas ±1.852,11 ha di areal bekas pemanenan/ replanting. 

3. Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa: 

a. Kegiatan pengayaan pada areal non hutan di Kawasan Lindung 

seluas ±45 ha dengan jenis tanaman unggulan setempat. 

b. Kegiatan Penyerapan dan/ atau Penyimpanan Karbon sesuai dengan 

Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) dan dilakukan pada 

seluruh areal kerja. 

4. Pemanenan dan Produksi: 

a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) pola 

swakelola dari pemanenan kayu tanaman jenis Akasia, Ekaliptus dan/ 

atau jenis tanaman penghasil serat lainnya : 

i. Daur I seluas ±15.834,63 ha dengan volume ±1.995.162,99 m3. 

ii. Daur II seluas ±8.181,29 ha dengan volume ±1.030.843,01 m3. 

b. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman) pola 

kemitraan kehutanan dari Pemanenan kayu tanaman jenis Akasia, 

Ekaliptus dan/ atau jenis tanaman penghasil serat lainnya: 

i. Daur II seluas ±1.852,11 ha dengan volume ±118.900,84 m3. 

➢ Menerapkan Sistem Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). 

2. Verifier 2.1.2.a. 

 

 Keberadaan dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang:  

• RKUPH/RPKH beserta lampirannya disusun berdasarkan IHMB/ inventarisasi 

hutan  dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan; 

• RKTPH/RTT disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat 

yang berwenang; 

• dilengkapi peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh GANISPH 

Canhut 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : RKUPH 

RKUPHHK-HTI Tahun 2021 Periode 2022 - 2031 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2021 

Periode Tahun 2022 – 2031 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. SK.817/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/2/2021 tanggal 26 Februari 2021. SK RKUPHHK-HTI merupakan 

salinan sesuai dengan aslinya yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan 
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Kerjasama Teknik (Fahrurrazi, S.H, / NIP. 19631015 199403 1 002) dan 

ditandatangani oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt Direktur 

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M / 

NIP. 19640930 198903 1 001 dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak 1 

Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2031. 

Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2022 - 2031 telah dilengkapi dengan lampiran 

Peta RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2022-2031 dengan Skala 1 : 50.000 yang 

dibuat oleh Direktur (Riahman Sinaga) dan disetujui oleh An. Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, U.B 

Direktur Usaha Hutan Produksi (Ir. Istanto, M.S/ NIP. 19821119 199003 1 001). 

Perubahan RKUPH Tahun 2023 Periode 2022 - 2031 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Tahun 2023 Periode Tahun 2022 – 2031 yang telah 

disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

melalui Surat Keputusan No. SK.13418/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2023 

tanggal 22 Desember 2023. SK Perubahan RKUPH merupakan salinan sesuai 

dengan aslinya yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum 

dan Kerjasama Teknik (Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P / NIP. 19810215 

200604 1 002) dan ditandatangani oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Agus Justianto / NIP. 

19630807 198803 1 001) dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2031. 

Dokumen Perubahan RKUPH Tahun 2024 Periode 2022 - 2031 telah dilengkapi 

dengan 2 (dua) lampiran peta yaitu a) Peta Perubahan RKUPH PBPH Kegiatan 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Rotasi I) Skala 1 : 50.000 dan 

b) Peta Perubahan RKUPH PBPH Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Budidaya Tanaman (Rotasi II) dengan Skala 1 : 50.000 sebagai lampiran yang tidak 

terpisahkan. Kedua lampiran peta Perubahan RKUPH dibuat oleh GANISPH 

Perencanaan Hutan (Basuki Aprijanto/ No. Reg. 01200002705) dan diketahui oleh 

Direktur (Junaidi Bangun) serta disetujui oleh a.n Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, 

M.Sc / NIP. 19630807 198803 1 001). 

Dokumen RKTPH 

Pada rentang waktu audit (November 2023 s.d Oktober 2024), dokumen RKTPH 

yang diverifikasi ada 2 yaitu RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024, dengan 

uraian sebagai berikut: 

➢ Terdapat dokumen (buku) RKTPH Tahun 2023 PT Mahakam Persada Sakti 

yang disusun secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan disahkan 

oleh Direktur PT Mahakam Persada Sakti melalui SK No. SK-

01/MPS/0101/2023 tanggal 1 Januari 2023 dengan masa berlaku sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2023. Buku RKTPH Tahun 2023 dilengkapi 

dengan lampiran peta RKTPH Tahun 2023 skala 1 : 50.000. Peta RKTPH 

Tahun 2023 dibuat oleh GANISPH Canhut (Basuki Aprijanto/ No. Reg. 

01200002705) dan disetujui oleh Direktur (Yudiana, S.Hut). Adapun target 

RKTPH Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut : 

➢ Terdapat dokumen (buku) RKTPH Tahun 2024 PT Mahakam Persada Sakti 

yang disusun secara self approval melalui aplikasi SIPASHUT dan disahkan 

oleh Direktur PT Mahakam Persada Sakti melalui SK No. SK-

01/MPS/RKTPH/2601/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan masa berlaku 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Buku RKTPH Tahun 2024 
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dilengkapi dengan lampiran peta RKTPH Tahun 2024 skala 1 : 50.000. Peta 

RKTPH Tahun 2024 tersebut dibuat oleh GANISPH Canhut (Basuki Aprijanto/ 

No. Reg. 01200002705) dan disetujui oleh Direktur (Junaidi Bangun). 

Adapun target RKTPH Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut : 

A. Penyiapan Lahan   

 - LOA : - 

 - Tanah Kosong : - 

 - Hutan Tanaman :  2.140,32 Ha 

B. Penanaman   

 - LOA : - 

 - Tanah Kosong : - 

 - Hutan Tanaman :  2.140,32 Ha 

C. Pemeliharaan :  

 - Penyulaman :  2.140,32 Ha 

 - Penjarangan : - 

 - Pendangiran/ Pemupukan :  2.140,32 Ha 

 - Pemangkasan : - 

D. Pemanenan   

 - Luas :  2.140,32 Ha 

 - Volume : 137.059,00 m3 

 

Adapun target RKTPH Tahun 2024 Carry Over dengan rincian sebagai berikut 

: 

A. Penyiapan Lahan   

 - LOA : - 

 - Tanah Kosong : - 

 - Hutan Tanaman :  1.916,52 Ha 

B. Penanaman   

 - LOA : - 

 - Tanah Kosong : - 

 - Hutan Tanaman :  1.916,52 Ha 

C. Pemeliharaan :  

 - Penyulaman :  1.916,52 Ha 

 - Penjarangan : - 

 - Pendangiran/ Pemupukan :  1.916,52 Ha 

 - Pemangkasan : - 

D. Pemanenan   

 - Luas :    624,09 Ha 

 - Volume :  42.038,00 m3 
 



 
 
 
 

 
RESUME HASIL PELAKSANAAN 

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

 

F1-02.15  
 

Halaman 72 dari 86 
 

3. Verifier 2.2.1.a. : Hasil inventarisasi potensi yang telah dituangkan ke dalam Laporan Hasil Cruising 

(LHC) 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Laporan Hasil Cruising (LHC) pada PBPH-HT PT Mahakam Persada Sakti dimulai 

dari hasil pengolahan data pohon dari kegiatan Pre Harvest Inventory (PHI) pada 

petak kerja tebangan. PHI merupakan kegiatan inventarisasi tanaman pada umur 

satu tahun sebelum penebangan. Intensitas sampling pada kegiatan PHI yaitu 

sebesar 1-5% pada seluruh petak tanam dengan metode sistematik sampling with 

random start. 

Adapun kelengkapan Laporan Hasil Cruising (LHC) pada rentang waktu audit yaitu: 

a. Laporan PHI Tahun 2022 dan Tahun 2023 

b. Rekapitulasi Hasil Cruising/ Inventarisasi Tegakan pada Areal Tanaman 

intensitas sampling 1-5%, dengan potensi sebagai berikut : 

- RKT Tahun 2023 luas 5.950,4 Ha dengan jumlah petak 449 unit, potensi 

tegakan pada areal tanaman total volume 303.734 m3, terdiri dari RKT 

2023 (Swakelola) luas 5.048,5 Ha dengan jumlah petak 360 unit, potensi 

tegakan pada areal tanaman total volume 232.180 m3 dan RKT 2023 

(Kemitraan) luas 901,9 Ha dengan jumlah petak 89 unit, potensi tegakan 

pada areal tanaman total volume 71.554 m3; 

- RKT Tahun 2024 luas 2.764,4 Ha dengan jumlah petak 183 unit, potensi 

tegakan pada areal tanaman total volume 179.097 m3, terdiri dari RKT 

2024 Murni luas 2.140,3 Ha dengan jumlah petak 130 unit, potensi 

tegakan pada areal tanaman total volume 137.059 m3 dan RKT 2024 

Carry Over (CO) luas 624,1 Ha dengan jumlah petak 53 unit, potensi 

tegakan pada areal tanaman total volume 42.038 m3 

c. Peta Kegiatan Series Inventory skala 1 : 5.000 dan/atau menyesuaikan dengan 

luas kompartemen, untuk setiap masing-masing petak. 

Berdasarkan uji petik di lapangan secara sampling pada lokasi PHI di 

kompartemen G051, C734, C836, B115 dan D836 Blok RKT 2024 dijumpai 

penandaan berupa patok pipa paralon dengan informasi yaitu nama perusahaan, 

nomor petak, nomor plot, tanggal inventarisasi, nomor pohon, tinggi pohon dan 

diameter pohon. 

4. Verifier 2.2.1.b. 

 

: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal 

yang boleh ditebang dan/ atau tidak boleh ditebang dan bukti  implementasinya di 

lapangan 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Dapat diverifikasi areal tidak boleh ditebang pada PBPH PT Mahakam Persada 

Sakti, berupa Lampiran Peta RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 skala 1 : 

50.000 memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan 

sebagai kawasan lindung yaitu KPPN, KPSL, Sempadan Sungai dan Kawasan 

Lindung Lainnya. Kawasan lindung tergambar di peta dengan warna merah. 

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan, terkait penataan batas kawasan dilindungi, 

dijumpai penandaan batas yaitu : 

• Tanda batas Sempadan Sungai Beno yang berbatasan dengan Blok RKT 2024, 

yang penandaanya berupa plang/ sign board dan patok pipa cat merah strip 1 

dan berada pada koordinat N 00 43’ 35,299” dan E 1160 57’ 40,671”; 
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• Tanda batas Kawasan Lindung Lainnya yang berada di Blok RKT 2024 CO, 

yang penandaanya berupa plang/ sign board dan patok pipa paralon 3 inch 

dan berada pada koordinat N 00 44’ 13,17” dan E 1170 0’ 22,464”. 

5. Verifier 2.2.1.c. 

 

: Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan 

terbukti di lapangan 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : PT Mahakam Persada Sakti memiliki lampiran peta RKTPH Tahun 2023 dan Tahun 

2024 dengan skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok 

dan petak/ kompartemen. Blok dan Petak/ Kompartemen RKT 2024 digambarkan 

berupa : 

• Blok dan Petak/ Kompartemen RKT 2024 Murni : garis tebal warna biru dan 

arsiran warna biru tegak lurus/ veritikal 

• Blok dan Petak/ Kompartemen RKT 2024 Carry Over : garis tebal warna ungu 

dan arsiran warna biru tegak lurus/ veritikal 

• Blok dan Petak/ Kompartemen (Penyiapan Lahan dan Penanaman) RKT 2024 

Carry Over : arsir bersilangan warna ungu. 

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi 

Blok dan Kompartemen RKT, diantaranya: 

• Batas blok RKT 2023 ditandai dengan plang/ sign board berada pada 

koordinat N 00 44’ 42,637” E 1160 57’ 32,24” ; 

• Batas blok RKT 2024 ditandai dengan plang/ sign board berada pada 

koordinat N 00 43’ 54,117” E 1160 56’ 56,716” ; 

• Batas blok RKT 2024 ditandai dengan patok pipa paralon (garis 2 horizontal 

warna merah) berada pada koordinat N 00 42’ 4,847” E 1160 52’ 31,911” ; 

• Batas Kompartemen ditandai dengan pipa paralon 3 inch, tulisan warna hitam 

dengan informasi seperti nama perusahaan, nomor petak, luas, jenis 

tanaman, periode tanam, klon dan kode sertifikasi; 

• Batas Kompartemen D706 dengan D707 RKT 2024 ditandai dengan pipa 

paralon 3 inch berada pada koordinat N 00 42’ 11,606” E 1160 52’ 28,623” ; 

• Batas Kompartemen D708 RKT 2024 ditandai dengan pipa paralon 3 inch 

berada pada koordinat N 00 42’ 3,476” E 1160 52’ 33,495” ; 

• Batas Kompartemen D164 RKT 2024 CO ditandai dengan pipa paralon 3 inch 

berada pada koordinat N 00 42’ 29,526” E 1160 53’ 50,084” ; 

• Batas Kompartemen D165 RKT 2024 CO ditandai dengan pipa paralon 3 inch 

berada pada koordinat N 00 42’ 29,683” E 1160 53’ 50,385” ; 

• Batas Kompartemen D167 RKT 2024 CO ditandai dengan pipa paralon 3 inch 

berada pada koordinat N 00 42’ 17,6” E 1160 53’ 37,0” ; 

• Batas Kompartemen F098 RKT 2024 ditandai dengan pipa paralon 3 inch 

berada pada koordinat N 00 43’ 35,357” E 1160 57’ 39,879”. 

 

6. Verifier 2.2.1.d. 

 

: Kesesuaian volume dan lokasi pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal 

penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman 

NILAI : Not Applicable 

Ringkasan Justifikasi : PT Mahakam Persada Sakti tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam dalam rangka 

penyiapan lahan maka terhadap verifier ini tidak dapat diterapkan/ Not Applicable. 

 



 
 
 
 

 
RESUME HASIL PELAKSANAAN 

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

 

F1-02.15  
 

Halaman 74 dari 86 
 

3. Prinsip 3 :  

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu 

1. Verifier 3.1.1. : Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Buku Ukur dan LHP 

Pada periode audit (1 November 2023 s.d 31 Oktober 2024), PT Mahakam 

Persada Sakti telah membuat buku ukur dan telah di LHP-kan serta telah terinput 

di SIPUHH, yaitu mencakup hasil kegiatan pemanenan kayu tanaman pada RKTPH 

Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 dengan total sebanyak 43 set LHP dengan 

jumlah 227.789,04 SM dan volume sebesar 152.470,84 m3, yaitu dengan rincian 

sebagai berikut : 

• Penerbitan LHP pada RKT Tahun 2023 (periode 1 November s.d 31 

Desember 2023) yaitu total sebanyak 5 set LHP dengan jumlah 14.239,69 SM 

dan volume sebesar 9.392,77 m3; 

• Penerbitan LHP pada RKT Tahun 2024 (periode 1 Januari s.d 31 Oktober 

2024) yaitu total sebanyak 38 set LHP dengan jumlah 213.549,36 SM dan 

volume sebesar 143.078,07 m3. 

Diverifikasi pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur yang dibuat yaitu pada 

periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain itu penerbitan LHP 

pada RKT Tahun 2023 telah sesuai dengan lokasi penerbitan yaitu di TPK Hutan 

RKT 2023 yang telah ditetapkan oleh Direktur PT Mahakam Persada Sakti 

berdasarkan No. SK-02/MPS/0201/2023 tanggal 2 Januari 2023 dan penerbitan 

LHP pada RKT Tahun 2024 telah sesuai dengan lokasi penerbitan yaitu di TPK 

Hutan RKT 2024 yang telah ditetapkan oleh Direktur PT Mahakam Persada Sakti 

berdasarkan No. SK-09/MPS/2202/2024 tanggal 22 Februari 2024. 

Seluruh LHP pada RKT 2023 dan 2024 diterbitkan oleh GANISPH PKB atas nama 

Nordin dengan No. Register : 23220008820 sesuai SK Persetujuan GANISPH 

Nomor : 110123223 tanggal 31 Januari 2023, berlaku s.d 25 Agustus 2027 dan 

SK Penempatan GANISPH sebagai Penerbit LHP dengan Nomor : 117705339292 

tanggal 8 Januari 2024, berlaku s.d 31 Januari 2027. 

Sarana dan Prasarana SIPUHH 

Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang berada 

di lokasi PBPH PT Mahakam Persada Sakti yaitu dijumpai diantaranya : 

• Petugas operator SIPUHH berjumlah 1 orang yaitu atas nama Nordin, yang 

ditunjuk oleh Direktur; Junaidi Bangun berdasarkan SK No. 

024/DIR/MPS/I/2024 Tanggal 8 Januari 2024. 

• Estate Mahakam : komputer, printer, dan jaringan internet (LAN dan Wifi 

Starlink). 

• Pos TUK Km 32 : komputer, printer, dan jaringan internet (LAN). 

• Logpond Batu Balai : komputer, printer, dan jaringan internet (LAN dan Wifi 

Telkom). 

• Logpond Tanjung Karas : komputer, printer, dan jaringan internet (LAN dan 

Wifi Telkom). 

Pemeriksaan dan Kesesuaian Stock Kayu di lapangan 

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada beberapa tumpukan kayu di lokasi blok 

pemanenan yaitu di TPn Kompartemen D706 RKT 2024 pada koordinat N 00 42’ 

14,643” E 1160 52’ 28,334” dan D708 RKT 2024 pada koordinat N 00 42’ 14,921” E 
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1160 52’ 26,184” pada tumpukkan kayu/ stapel meter jenis kayu Eucalyptus sp 

telah sesuai fisik dan jenisnya dengan label yang terpasang pada tumpukan yang 

telah di LHP-kan. Selanjutnya juga tidak dijumpai tumpukan kayu yang tercampur 

antara yang sudah di LHP-kan dengan yang belum di LHP-kan, masing-masing 

tumpukan terpisah. Tumpukan kayu hasil pemanenan kayu tanaman setelah diukur 

di lapangan dan dicatat pada buku ukur kemudian di LHP-kan pada hari minggu 

disetiap minggunya. 

2. Verifier 3.1.2. 

 

 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen 

angkutan yang sah. 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Penetapan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara 

PT Mahakam Persada Sakti telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu 

di areal PBPH PT Mahakam Persada Sakti yaitu lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK 

Antara yang disahkan oleh Direktur PT MPS dengan rincian sebagai berikut: 

a. Penetapan Lokasi TPn Tahun 2023 sesuai SK Direktur No. SK-

03/MPS/0201/2023 tanggal 2 Januari 2023; 

b. Penetapan TPK Hutan Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Direktur No. SK-

02/MPS/0201/2023 tanggal 2 Januari 2023; 

c. Penetapan Lokasi TPn Tahun 2024 sesuai SK Direktur No. SK-

10/MPS/2202/2024 tanggal 22 Februari 2024; 

d. Penetapan TPK Hutan RKT Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur No. 

SK-09/MPS/2202/2024 tanggal 22 Februari 2024; 

e. Penetapan TPK Antara/Logpond sesuai dengan SK Direktur PT MPS No. SK-

11/MPS/0301/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan berlaku s/d tanggal 31 

Desember 2025. Lokasi TPK Antara/ Logpond terdiri dari 3 lokasi diantaranya 

TPK Antara/ Logpond Batu Timbau, TPK Antara/ Logpond Batu Balai dan TPK 

Antara/ Logpond Senyiur. Pada rentang waktu audit simpul PUHH yang 

digunakan yaitu hanya TPK Antara/ Logpond Batu Balai. 

f. Penetapan TPK Antara/Logpond Tanjung Karas sesuai dengan SK Direktur PT 

MPS No. SK-05/MPS/2205/2024 tanggal 22 Mei 2024 dan berlaku s/d tanggal 

31 Desember 2027. 

GANISPH Penerbit SKSHHK dan P3KB 

Pada periode audit PT Mahakam Persada Sakti telah menunjuk GANISPH PKB 

sebagai penerbit SKSHHK dan P3KB yang disahkan dan diterbitkan melalui 

SIGANISHUT, yaitu sebagai berikut : 

a. Penerbit SKSHHK Hutan ke TPK Antara Batu Balai dan/ atau TPK Antara 

Tanjung Karas atas nama Feby Krisna dengan No. Register : 04210015819 

sesuai SK Persetujuan GANISPH Nomor : 110921024 tanggal 7 September 

2021, berlaku s.d 2 September 2024 dan SK Penempatan GANISPH sebagai 

Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dengan Nomor : 119145975673 tanggal 3 

Agustus 2024, berlaku s.d 2 September 2024; 

b. Penerbit SKSHHK Hutan ke TPK Antara Batu Balai dan/ atau TPK Antara 

Tanjung Karas atas nama Roni Hartono dengan No. Register : 04210016413 

sesuai SK Persetujuan GANISPH Nomor : 111221025 tanggal 20 Desember 

2021, berlaku s.d 11 Desember 2024 dan SK Penempatan GANISPH sebagai 

Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dengan Nomor : 117936914799 tanggal 5 

September 2024, berlaku s.d 11 Desember 2024; 

c. Penerbit SKSHHK TPK Antara Batu Balai ke TPK Antara Tanjung Karas dan/ 

atau Industri atas nama Agustinus dengan No. Register : 04210015728 
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sesuai SK Persetujuan GANISPH Nomor : 110921008 tanggal 1 September 

2021, berlaku s.d 26 Agustus 2024 dan SK Penempatan GANISPH sebagai 

Penerbit SKSHHK di TPK Antara Batu Balai dengan Nomor : 117017041114 

tanggal 10 Januari 2024, berlaku s.d 25 Agustus 2024; 

d. Penerbit SKSHHK TPK Antara Batu Balai ke TPK Antara Tanjung Karas dan/ 

atau Industri atas nama Akil Imran dengan No. Register : 23240021518 

sesuai SK Persetujuan GANISPH Nomor : 110724011 tanggal 8 Juli 2024, 

berlaku s.d 31 Januari 2027 dan SK Penempatan GANISPH sebagai Penerbit 

SKSHHK di TPK Antara Batu Balai dengan Nomor : 114266875558 tanggal 11 

Juli 2024, berlaku s.d 31 Januari 2027; 

e. Penerbit SKSHHK TPK Antara Tanjung Karas ke Industri atas nama Akil 

Imran dengan No. Register : 23240021518 sesuai SK Persetujuan GANISPH 

Nomor : 110724011 tanggal 8 Juli 2024, berlaku s.d 31 Januari 2027 dan SK 

Penempatan GANISPH sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara Batu Balai 

dengan Nomor : 114266875558 tanggal 11 Juli 2024, berlaku s.d 31 Januari 

2027; 

f. Penerbit SKSHHK TPK Antara Tanjung Karas ke Industri atas nama Alvin 

Josua Manurung dengan No. Register : 23240021516 sesuai SK Persetujuan 

GANISPH Nomor : 110724010 tanggal 8 Juli 2024, berlaku s.d 31 Januari 

2027 dan SK Penempatan GANISPH sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara 

Tanjung Karas dengan Nomor : 111991900516 tanggal 12 Juli 2024, berlaku 

s.d 31 Januari 2027; 

g. Penerbit SKSHHK TPK Antara Tanjung Karas ke Industri atas nama M. Fadil 

Suherman dengan No. Register : 23230020376 sesuai SK Persetujuan 

GANISPH Nomor : 110524011 tanggal 8 Mei 2024, berlaku s.d 1 Januari 

2026 dan SK Penempatan GANISPH sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara 

Tanjung Karas dengan Nomor : 113546900963 tanggal 14 Juni 2024, berlaku 

s.d 1 Januari 2026; 

h. P3KB di TPK Antara Batu Balai atas nama Hendra Irawan dengan No. 

Register : 23240021517 sesuai SK Persetujuan GANISPH Nomor : 

110724012 tanggal 8 Juli 2024, berlaku s.d 31 Januari 2027 dan SK 

Penempatan GANISPH sebagai P3KB di TPK Antara Batu Balai dengan 

Nomor : 115836656805 tanggal 12 Juli 2024, berlaku s.d 31 Januari 2027; 

i. P3KB di TPK Antara Tanjung Karas atas nama Anton Noverson Nababan 

dengan No. Register : 04210015778 sesuai SK Persetujuan GANISPH Nomor 

: 110921009 tanggal 1 September 2021, berlaku s.d 29 Agustus 2024 dan 

SK Penempatan GANISPH sebagai P3KB di TPK Antara Tanjung Karas 

dengan Nomor : 116228855951 tanggal 14 Juni 2024, berlaku s.d 29 

Agustus 2024; 

j. P3KB di TPK Antara Tanjung Karas atas nama Arif dengan No. Register : 

04210016331 sesuai SK Persetujuan GANISPH Nomor : 110924058 tanggal 

24 September 2024, berlaku s.d 1 Juni 2025 dan SK Penempatan GANISPH 

sebagai P3KB di TPK Antara Tanjung Karas dengan Nomor : 119162148572 

tanggal 5 Oktober 2024, berlaku s.d 1 Juni 2025. 

Penerbitan Dokumen SKSHHK 

Pada rentang waktu audit (1 November 2023 s.d 31 Oktober 2024), PT Mahakam 

Persada Sakti telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah 

menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar 

dari TPK, dengan rincian sebagai berikut : 
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a. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara Batu Balai 

dengan menggunakan Truck yaitu sebanyak 4.102 set dokumen SKSHHK 

dengan volume sebesar 162.720,41 m3; 

b. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Hutan menuju TPK Antara Tanjung 

Karas dengan menggunakan Truck yaitu sebanyak 771 set dokumen SKSHHK 

dengan volume sebesar 28.423,73 m3; 

c. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Batu Balai menuju TPK Antara Tanjung 

Karas dengan menggunakan Tronton yaitu sebanyak 2.342 set dokumen 

SKSHHK dengan volume sebesar 108.371,32 m3; 

d. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Batu Balai menuju Industri 

dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 24 set dokumen SKSHHK 

dengan volume sebesar 67.666,38 m3. 

e. Penerbitan dokumen SKSHHK di TPK Antara Tanjung Karas menuju Industri 

dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 16 set dokumen SKSHHK 

dengan volume sebesar 83.740,81 m3. 

Penerbitan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara Batu Balai 

dan/atau TPK Antara Tanjung Karas telah diterima dan dimatikan oleh P3KB dan 

terdapat pembubuhan stempel telah digunakan dihalaman depan dokumen 

SKSHHK, hal ini telah sesuai dengan BAB VII pasal 263 ayat 1 PerMenLHK Nomor 

: 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 terkait Penerimaan Kayu di Tujuan 

Pengangkutan. 

Dokumen LMKB 

Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu Hutan Tanaman (LMKHT) pada periode 

audit untuk lokasi TPK Hutan, TPK Antara Batu Balai dan TPK Antara Tanjung 

Karas, dengan rincian stok sebagai berikut : 

No Uraian 
TPK Hutan TPK Antara 1 BB TPK Antara 2 TK 

SM M3 SM M3 SM M3 

1 Stok Awal 1/11/2023 78.901,82    51.494,42    59.567,99 38.037,47 - - 

2 Penambahan          

 A LHP 227.789,04 152.470,84     

 B Kayu dari TPK Hutan             

 - Ke TPK Antara 1   244.134,62 162.720,41   

 - Ke TPK Antara 2     42.423,48 28.423,73 

 C Kayu dari TPK Antara 1     - - 161.764,40 108.371,32 

3 Pengurangan kayu          

 A Keluar dari TPK Hutan       

 - Ke TPK Antara 1 244.134,62 162.720,41     

 - Ke TPK Antara 2 42.423,48 28.423,73     

 B 
Keluar dari TPK Antara 

1 
    

    

 - Ke TPK Antara 2   161.764,40 108.371,32   

 - Ke Industri   101.806,57 67.666,38   

C 
TPK Antara 2 ke 

industri 
  

  124.986,28 83.740,81 

 D DKDS - - - -   

4 Stok Akhir  31/10/2024 20.132,76 12.821,12 40.131,64 24.720,18 79.201,60 53.054,24 

 

Uji Petik Dokumen Angkutan dengan Dokumen Realisasi Jual Beli Hasil Hutan 

Kayu  
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Selanjutnya dilakukan uji petik sebanyak 5 set terhadap dokumen angkutan 

(SKSHHK) yang diterbitkan dengan dokumen jual beli/ invoice penjualan kayu pada 

periode audit yaitu sebagai berikut : 

• Dokumen SKSHHK No. KB.C.3795004 tanggal 9 Juni 2024 dengan volume 

4.159,80 m3 dan tujuan penerima PT Balikpapan Chip Lestari, telah sesuai 

dengan Invoice No. 014/MPS-BCL/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024; 

• Dokumen SKSHHK No. KB.C.4506142 tanggal 24 Oktober 2024 dengan 

volume 6.343,85 m3 dan tujuan penerima PT Phoenix Resources 

International, telah sesuai dengan Invoice No. 006/MPS-PRI/X/2024 tanggal 

26 Oktober 2024; 

• Dokumen SKSHHK No. KB.C.3804642 tanggal 11 Juni 2024 dengan volume 

3.513,90 m3 dan tujuan penerima PT Balikpapan Chip Lestari, telah sesuai 

dengan Invoice No. 015/MPS-BCL/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024; 

• Dokumen SKSHHK No. KB.C.3823274 tanggal 15 Juni 2024 dengan volume 

3.868,44 m3 dan tujuan penerima PT Balikpapan Chip Lestari, telah sesuai 

dengan Invoice No. 016/MPS-BL/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024; 

• Dokumen SKSHHK No. KB.C.4521322 tanggal 27 Oktober 2024 dengan 

volume 5.757,49 m3 dan tujuan penerima PT Phoenix Resources 

International, telah sesuai dengan Invoice No. 007/MPS-PRI/X/2024 tanggal 

28 Oktober 2024. 

3. Verifier 3.1.3.  Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak 

Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda-tanda PUHH atas 

pemanenan kayu tanaman yaitu pada tumpukkan kayu yang di LHP-kan di lokasi 

TPn berupa label plastik ekolin warna kuning dengan informasi yang berisi antara 

lain : 

• Nama Perusahaan 

• No. Kompartemen 

• No. LHP (belum diisi) 

• RKT 

• Jenis Kayu 

• No. Tumpukan 

• Tanggal Pengukuran 

• Panjang (M) 

• Lebar (M) 

• Tinggi (M) 

• Volume Stapel Meter 

• Volume (M3) 

• Kontraktor 

• Kode Sertifikasi 

Tanda PUHH yang tertera pada label plastik ekolin warna kuning pada tumpukan 

kayu di TPn bisa ditelusuri asal usulnya mulai dari SKSHHK-Hutan sampai ke 

tujuan industri dan juga begitu sebaliknya memungkinkan penelusuran sampai ke 

petak tebangan. 

4. Verifier 3.2.1.  Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas 

NILAI : MEMENUHI 
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Ringkasan Justifikasi  Pada periode audit (1 November 2023 s.d 31 Oktober 2024) diverifikasi realisasi 

produksi atas pemanenen kayu tanaman (LHP) yaitu sebanyak 152.470,84 m3. 

Terhadap jumlah volume tersebut telah diterbitkan kode billing tagihan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) atas kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya 

Hutan (PSDH) secara online melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIPNBP-

SIMPONI). Berdasarkan rekapitulasi tagihan PNBP total kewajiban pembayaran 

PSDH atas volume 152.470,84 m3 adalah sebesar Rp. 1.280.755.056. 

Seluruh tagihan PNBP PSDH atas hasil pemanenan kayu tanaman periode audit 

telah dibayar lunas oleh pihak perusahaan sesuai dengan Bukti Penerimaan 

Negara (BPN) PSDH yang diterbitkan dari SIPNBP dengan transfer dari Bank 

Mandiri yaitu senilai Rp. 1.280.755.056. 

Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Mahakam Persada Sakti, diverifikasi 

bahwa seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status 

“lunas” sampai pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBP. 

5. Verifier 3.3.1.  Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi 

awal) 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi  PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-

PHL) dengan Nomor 031.SPHL.017 dan Perjanjian Sub Lisensi penggunaan tanda 

Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang dikeluarkan oleh LPVI PT 

Trustindo Prima Karya sesuai dengan Surat Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK 

Nomor : 119/MPS-Leg/SL-SVLK/VI/2023 dan 23/SL-SVLK/017/MPS/6.2023 tanggal 

27 Juni 2023.  Diverifikasi Sertifikat PHL PT Mahakam Persada Sakti Revisi 3 per 

tanggal 4 Januari 2024 dengan Predikat BAIK dan masa berlaku dari tanggal 5 

Januari 2019 s.d. 4 Januari 2025. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK Indonesia dengan 

Nomor : Sustainable PHL-64-01-0015 yang terbubuh pada dokumen SKSHHK, 

yang merupakan dokumen pengangkutan kayu dari TPn/ TPK Hutan sampai 

dengan tujuan ke industri. 

Pembubuhan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHP-

PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan 

Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian; Pedoman 

Penggunaan Tanda SVLK. 

 

4. Prinsip 4 :  

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

1. Verifier 4.1.1. : Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Dokumen Amdal PT Mahakam Persada Sakti Seluas ± 25.410 Ha di Kabupaten 

Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan pengesahan 

berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.  660.1/K.112/2010 

tanggal 3 Maret 2010. 

Terdapat dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL Rencana Kegiatan dan/ atau 

Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) 
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PT Mahakam Persada Sakti Seluas ± 24.967,89 Ha Terkait Penambahan Luasan 

Kawasan Lindung Dari ± 2.910 HA menjadi 3.308 HA dan Perubahan Lokasi 

Kawasan Lindung yang Berlokasi di Kecamatan Batu Ampar, Telen dan Rantau 

Pulung yang telah disetujui oleh Komisi Penilaian AMDAL Provinsi Kaltim.  

Adendum ANDAL dan RKL-RPL Tahun 2018 telah mendapatkan pengesahan dari 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Kalimantan Timur sesuai dengan No. 503/1846/LINGK/DPMPTSP/X/2018 Tanggal 

29 Oktober 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Adendum Rencana 

Kegiatan dan/ atau Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 

Industri (UPHHK-HTI) PT Mahakam Persada Sakti Seluas ± 24.967,89 Ha Terkait 

Penambahan Luasan Kawasan Lindung Dari ± 2.910 HA menjadi 3.308 HA dan 

Perubahan Lokasi Kawasan Lindung yang Berlokasi di Kecamatan Batu Ampar, 

Telen dan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimatan Timur. 

2. Verifier 4.1.2.a.  Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahaannya 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan 

(RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun 

mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disahkan. Dokumen RKL dan RPL 

telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat Keputusan Gubernur 

Kalimantan Timur No.  660.1/K.112/2010 tanggal 3 Maret 2010 tentang Kelayakan 

Lingkungan Hidup Andal, RKL dan RPL Bidang Kehutanan untuk Rencana Jenis 

Usaha dan/atau Kegiatan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman 

Industri (IUPHHK-HTI) oleh PT Mahakam Persada Sakti dengan Luas Cadangan ± 

25.410 Ha. Dokumen RKL dan RPL disusun oleh konsultan pelaksana PT 

Studiotama Maps Konsultan dengan Ir Fauzy A. Sujak sebagai Direktur yang 

beralamat di Jalan Citarum No.5 Laladon Indah, Ciomas, Bogor, Telp/Fax 0251-

8637650.  

Pada tahun 2018 terdapat addendum dokumen ANDAL dan RKL RPL PT Mahakam 

Persada Sakti yang telah disetujui oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan 

Timur No. 503/1846/LINGK/DPMPTSP/X/ 2018 tanggal 29 Oktober 2018. Dalam 

dokumen Addendum RKL-RPL telah dialokasikan areal kawasan lindung dengan 

luas total 3.308 ha, namun jenis dan luas kawasan lindung tidak dirinci. 

3. Verifier 4.1.2.b. 

 

 Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, 

biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan 

matrik 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan 

dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang tertuang dalam Laporan 

Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana 

Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) rutin setiap 6 bulan sekali dan selama 

periode audit laporan yang tersedia sebagai berikut : 

- Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan 

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Semester II tahun 2023; 

- Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan 

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Semester I tahun 2024. 
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Laporan pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah 

disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan bukti pengiriman/ penerimaan 

dokumen laporan sebagai berikut : 

1. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan 

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Semester II tahun 2023 telah 

disampaikan via online ke instansi seperti KemenLHK, DLH Prov. Kaltim, DLH 

Kab. Kutim melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup 

(SIMPEL) dengan ID Tanda Terima Elektronik (TTE)  Nomor : 1715156601-

12989, waktu cetak TTE : 8 Mei 2024; 

2. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan 

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Semester I tahun 2024 telah 

disampaikan via online ke instansi seperti KemenLHK, DLH Prov. Kaltim, DLH 

Kab. Kutim melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup 

(SIMPEL) dengan ID Tanda Terima Elektronik (TTE)  Nomor : 1725899627-

12989, waktu cetak TTE : 9 September 2024. 

Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 

dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang dijumpai di lapangan 

yaitu berupa : 

a. Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan lindung 

Sempadan Sungai Beno sepanjang 2,4 km, KPPN sepanjang 10,2 km; 

b. Kegiatan pengelolaan berupa pengayaan di kawasan lindung sempadang 

sungai beno dan sungai telaga dengan jenis tanaman meranti, durian dan 

rambai; 

c. Pemasangan plang himbauan/ larangan di kawasan lindung sempadan sungai 

beno, sempadan sungai telaga dan kawasan lindung lainnya meliputi plang 

himbauan/ larangan 1) membuka dan membakar lahan (berladang dan 

menanam sawit), berburu satwa liar, menebang pohon/ illegal logging, 

meracun/ menyetrum perairan; 2) menembak/ berburu burung & satwa 

lainnya di kawasan ini; 3) stop illegal logging, mari Bersama jaga kelestarian 

hutan kita; 4) meracun/ menyetrum perairan atau hal lain yang menyebabkan 

kerusakan ekosistem; 5) dilarang menyalakan api, ayo cegah kebakaran; 

d. Pemasangan plang himbauan/ larangan 1) dilarang menembak/ berburu 

burung & satwa lainnya di kawasan ini dan 2) Stop Kekabaran Hutan dan 

Lahan yang di pasang beberapa di jalan Main Road (MR); 

e. Pemasangan plang himbauan larangan menyalakan api (ayo cegah kebakaran) 

dipasang di lokasi strategis dan daerah rawan kebekaran sesuai peta rawan 

kebakaran; 

f. Pemantauan kebakaran hutan dan lahan dengan adanya sarana Menara Api 

yang berada di Kompartemen B724; 

g. Pemantauan lainnya meliputi curah hujan, suhu & kelembaban udara, TMA, 

debit air sungai, laju erosi. 

h. Pemantauan kualitas air (fisik dan kimia), kualitas tanah (fisik dan kimia), 

kualitas Udara Ambient, kualitas udara emisi, tingkat kebisingan, yang 

bekerjasama dengan Laboratorium Lingkungan PT Global Environment 

Laboratory 

i. Peningkatan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama rentang 

waktu audit yaitu berupa 1) bantuan kesehatan; 2) bantuan pendidikan; 3) 

bantuan keagamaan, sosial dan budaya; 4) bantuan karang taruna, pemuda 

dan olahraga; 5) bantua infrastruktur; 6) bantuan peningkatan ekonomi dan 7) 

bantuan bidang usaha produktif dan pemberdayaan masyarakat. 
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PT Mahakam Persada Sakti telah membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan melalui SK Direksi No. 05/DIR/MPS/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 

2024 dan dilampiri dengan Struktur Organisasinya. Diverifikasi regu inti dalkarhutla 

berjumlah 2 Regu Inti dengan total 30 personil, masing- masing regu berjumlah 

15 personil dengan 1 diantaranya kepala regu. Seluruh personil dalam regu inti 

dalkarhutla PT MPS telah memiliki kualifikasi atau telah memiliki sertifikat pelatihan 

Manggala Agni. 

Berdasarkan daftar list sarpras dalkarhutla PT Mahakam Persada Sakti dan 

dilakukan pemeriksaan lapangan di Gudang Dalkarhutla di Office 16 Estate 

Mahakam keberadaan sarpras dalkarhutla telah sesuai dengan daftar list tersebut 

dengan kondisi seluruhnya lengkap dan sesuai yang dipersyaratkan dalam 

PermenLHK no 32 tahun 2016. 

 

5. Prinsip 5 :  

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1. Verifier 5.1.1.a. : Pedoman/prosedur K3 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti telah melakukan identifikasi bahaya dan pengendalian 

resiko dalam pencegahan kecelakaan kerja untuk masing-masing bagian/ 

departemen mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan pemanenan 

dan pemuatan kayu berdasarkan dokumen identifikasi bahaya, penilaian resiko dan 

peluang Kesehatan & Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L). 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki SOP yang lengkap berkaitan dengan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berjumlah 14 judul. 

PT Mahakam Persada Sakti memiliki personil yang bertanggung jawab dalam 

implementasi K3 di lapangan dengan dibentuknya Panitia Pembina Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui SK nomor : 

KEP.500.15.18.5/4546/DTKT-III tanggal 18 Desember 2023. Adapun susunan 

kepengurusan P2K3 yaitu sebagai berikut : 

a) Ketua  : Herry Harnanki 

b) Sekretaris : Frank Kende Tonapa 

Anggota  : 

- Yefta Zega 

- Ronald Fernando 

- Wilhelmus Suli 

- Michael Palaoran 

- Fransiskus Sitomul 

2. Verifier 5.1.1.b.  Ketersediaan peralatan K3 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang 

dimiliki oleh PT Mahakam Persada Sakti, yaitu berupa : 

• Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu safety dan Rompi yang telah 

dibagikan kepada karyawan dan terdapat list serah terima APD kepada 

karyawan bukti bahwa APD tersebut telah didistribusikan; 



 
 
 
 

 
RESUME HASIL PELAKSANAAN 

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

 

F1-02.15  
 

Halaman 83 dari 86 
 

• Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik/tidak 

kadarluasa yang di pasang padan 40 lokasi diantaranya bangunan kantor, 

mess karyawan, mess tamu, genset, TPS Limbah B3, Kantin, gudang BBM, 

Pos RPK, Nursery, dll; 

• Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang dipasang di 14 lokasi 

diantaranya office, training center, kantin, rumah genset, guest house, store, 

WTP, posko dalkarhutla, TPS LB3, office central nursery, genset nursery, 

ruang produksi (BCC), store nursery dan logpond batu balai; 

• Terdapat rambu – rambu K3 seperti wajib menggunakan APD yang dipasang 

di lokasi Gudang BBM dan Water Treatment Plant (WTP), Nursery, Utamakan 

K3 yang dipasang pada lokasi strategis; 

• Terdapat rambu – rambu peringatan karhutla berupa plang FDR (Fire Danger 

Rating)/ tingkat bahaya karhutla yang dipasang depan office 16 an Nursery 

Central; 

• Terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul (assembly point) jika terdapat 

keadaan darurat, yang dipasang di office 16, Guest House, training center, 

TPS Limbah B3 dan Logpond Batu Balai; 

• Tersedia Klinik Kesehatan di Estate Mahakam  jika terdapat karyawan yang 

sakit dan ingin berobat. Pada klinik tersebut terdapat satu orang dokter 

dengan didampingi 2 tenaga perawat. 

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan kunjungan lapangan bahwa perusahaan 

memilki peralatan K3 sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan 

pencegahan, penanganan K3, sesuai ketentuan dan lengkap serta berfungsi 

dengan baik (diantaranya belum kadaluarsa). 

3. Verifier 5.1.1.c.  Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki laporan P2K3 yang memuat catatan/ 

laporan kecelakaan kerja yang dibuat setiap triwulan. Ketersediaan laporan P2K3 

pada periode audit yaitu laporan P2K3 periode Triwulan IV tahun 2023 dan 

Triwulan I, II & III periode 2024. Laporan P2K3 tersebut telah dilaporkan kepada 

instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Timur, dibuktikan dengan adanya tanda terima yang di tandatangani dan stempel 

oleh Disnakertrans Prov. Kaltim.  

Berdasarkan laporan P2K3 terdapat catatan kecelakaan kerja setiap kejadian 

dengan rincian sebagai berikut : 

a. Triwulan IV tahun 2023 : 1 kejadian kategori Traffic Incident (TI)/ ringan 

b. Triwulan I tahun 2024 : 2 kejadian kategori Traffic Incident (TI) dan Work 

Incident (WI) 

c. Triwulan II tahun 2024 : 3 kejadian, kategori 1 kejadian Traffic Incident (TI) 

dan 2 kejadian Work Incident (WI) 

d. Triwulan III tahun 2024 : 2 kejadian kategori Traffic Incident (TI) 

Hasil verifikasi dokumen serta lapangan dan wawancara dengan Sdr. Frank Kende 

Tonapa dengan jabatan Sekretaris P2K3 menunjukan bahwa terdapat program 

yang telah dilaksanakan oleh dalam upaya menekan tingkat kecelakaan akibat 

kerja yaitu: 

- Safety induksi pada setiap tamu dan karyawan baru dan karyawan lama, yang 

datang atau berkunjung (termasuk kontraktor), dan refreshment (termasuk 

kontraktor). 
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- Kegiatan HSE talk yang dilakukan secara rutin di setiap wilayah pada hari 

Kamis. 

- Tindakan Preventif misalnya Promosi Kesehatan pada saat HSE talk dan 

Inspeksi, pemeriksaan kesehatan kondisi secara umum dan tekanan darah 

masing-masing karyawan dan kontraktor. 

- Kegiatan pemeriksaan kesehatan karyawan melalui general check up secara 

rutin 1 tahun sekali 

- Pengunaan APD, dan Inspeksi Tools/ Alat, Inspeksi sanitasi kantin sebulan 

sekali 

- Pemberian / pembagian peralatan K3 seperti helm, sepatu, sarung tangan, 

dan APD lainnya (khusus) lainnya kepada pekerja di lapangan.  

- Pemasangan rambu-rambu Jalan. 

- Pemberiaan Training P3K untuk karyawan. 

- Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu 

jalan. 

- Sosialisasi K3 ke camp kontraktor sebulan sekali. 

- Safety drill terkait kebakaran hutan & lahan dan kecelakaan kerja (patah 

tulang) kepada karyawan. 

4. Verifier 5.2.1. 

 

: Serikat pekerja atau kebijakan auditi yang membolehkan untuk membentuk atau 

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Pada lingkungan karyawan PT Mahakam Persada Sakti tidak/ belum terbentuk 

serikat pekerja baik dalam serikat pekerja kehutanan maupun serikat pekerja 

lainnya. Namun demikian manajemen PT Mahakam Persada Sakti telah 

memberikan pernyataan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan bergabung 

membentuk serikat pekerja. 

Manajemen PT Mahakam Persada Sakti telah memiliki kebijakan yang 

membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat 

pekerja melalui  Surat Keputusan Direksi PT Mahakam Persada Sakti No. 

01/HR/MPS/I/2019 tanggal  14 Januari 2019 tentang Kebijakan Berserikat dan 

Pembentukan Serikat Pekerja, namun sampai saat audit tidak terdapat adanya 

Serikat Pekerja di PT Mahakam Persada Sakti. 

PT Mahakam Persada Sakti telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit antara 

Pengusaha dan Pekerja dan telah didaftarkan sesuai dengan SK Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaen Kutai Timur No. B-

500.15.13.2/1818/DISTRANSNAKER-HIJ/VII/2023 tanggal 24 Januari 2024 tentang 

Pendaftaran Lembaga Kerjasama Bipartit. 

Wawancara dengan beberapa karyawan PT Mahakam Persada Sakti diperoleh 

informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan 

berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum 

ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja di 

lingkungan mereka. 

5. Verifier 5.2.2. : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

: PT Mahakam Persada Sakti diverifikasi telah memiliki dokumen Peraturan 

Perusahaan periode 2023 – 2025 yang memuat hak dan kewajiban antara 

karyawan dan manajemen perusahaan. Peraturan Perusahaan terdiri dari XIV BAB 
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dan 60 Pasal ditandatangani oleh Direktur PT MPS dan pada setiap halaman telah 

distempel dan paraf dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Timur. 

Peraturan Perusahaan PT MPS telah disahkan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. 

KEP.560/760/B.PHI&JAMSOSTEK/2024 tanggal  10 Februari 2023 tentang 

Pengesahan Pembaharuan Peraturan Perusahaan  Ke-4 (Empat) PT Mahakam 

Persada Sakti 2023-2025 dan terdaftar dengan nomor pendaftaran Nomor 

8/PP/BPHI&JSTK/2023. Peraturan Perusahaan PT MPS berlaku mulai tanggal 10 

Februari 2023 sampai dengan 8 Februari 2025. 

6. Verifier 5.2.3. : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun 

NILAI : MEMENUHI 

Ringkasan 

Justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan PT MPS dan daftar karyawan mitra PT 

MPS, diketahui bahwa di lingkungan kerja PT Mahakam Persada Sakti tidak 

mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Ariyanto 

dengan jabatan/ posisi sebagai staff nursery yang lahir di Samarinda pada tanggal 

15 Juli 2006 dan masuk pertama kerja pada tanggal 9 Agustus 2024, saat berusia 

18 Tahun 1 bulan. 
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4.2 NILAIAKHIR KINERJA PHL

1 1 1, BAIK 3 3

2 1 2t SEDANG 2

J l.J BAIK J ?

4 1.4 BAIK aJ c

6 1.5 SEDANG 2 J

6 2.1 BAIK 3 c

7 2.2 SEDANG 2 a

I 2.3 SEDANG 2 J

q 2.4 BAIK J 3

10 2.5 SEDANG I J

11 2.6 SEDANG 2 J

12 3.1 BAIK J J

13 J,Z SEDANG 2 J

14 3.3 BAIK 3 J

15 3.4 SEDANG 2 J

16 3.5 SEDANG 2 3

17 4.1 BAIK c J

18 4.2 SEDANG 2 3

19 4.3 BAIK J J

2A 4.4 SEDANG 2 c

21 4.5 BAIK 5 J

JUMLAH 52 63

NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL 52163x 100% = 82,54Vo (BAIK)

da, 12 Desember 2024
PT Trustindo Prima Karya

lr Kurnia, IPU

Direktur

, ." Trustindo
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